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KATA PENGANTAR

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Biro Umum dan
Keuangan (BUK) Universitas Negeri Padang ini mencakup SOP di Bagian
Keuangan, Bagian Kepegawaian, dan Bagian Umum, Hukum, dan Barang Milik
Negara.

SOP versi revisi ini disusun oleh masing-masing bagian yang melibatkan
seluruh subbagian di lingkungan BUK guna memberikan informasi secara
transparan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap prosedur
layanan dan kegiatan di lingkungan BUK. Proses revisi SOP ini melibatkan
Wakil Dekan II Fakultas di lingkungan Universitas Negeri Padang. Harapannya
SOP ini mampu berikan informasi terkait layanan dan kegiatan serta
memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

SOP ini masih jauh dari kata sempurna, namun implementasi secara
konsisten dan berkesinambungan terhadap SOP ini akan melahirkan
improvement terhadap layanan dan kegiatan. Karenanya kritik, saran yang
membangun merupakan bagian integral untuk peningkatan layanan dan

kegiatan.

Padang, 30 November 2020
Kepala Biro Umum dan
Keuangan Universitas Negeri
Padang,

dto.

Afdalisma, S.H., M.Pd.
NIP. 197012051992032002



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BIRO UMUM DAN KEUANGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Pendahuluan

Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Biro Umum dan

Keuangan Universitas Negeri Padang dibuat untuk memberikan informasi

umum terkait proses penyelenggaraan kegiatan dan layanan. Pada Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan, ada 5 (lima) poin penting

yang harus diperhatikan yaitu:

1.

Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis
yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan
aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana
dan oleh siapa dilakukan.

Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOP AP)
adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan
administrasi pemerintahan yang sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan
tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi
pemerintah;

SOP administratif adalah prosedur standar yang bersifat umum dan
tidak rinci dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang
aparatur atau pelaksana dengan lebih dari satu peran atau jabatan;

SOP teknis adalah prosedur standar yang sangat rinci dari kegiatan
yang dilakukan oleh satu orang aparatur atau pelaksana dengan satu
peran atau jabatan.

SOP di lingkungan Biro Umum dan Keuangan Universitas Negeri Padang

yang dibuat merupakan SOP administratif yang menggambarkan prosedur

standar yang bersifat umum pada masing-masing bagian.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN KEUANGAN

A. Subbagian Anggaran PNBP

1. Penempatan Dana Deposito
“NEGR. NOMOR SOP 11.1.1.7

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Padang

NAMA SOP Penempatan Dana Deposito

WAKT

RUANG LINGKUP

Mencakup proses perhitungan dana untuk pembukaan deposito s.d.
Pembukaan deposito pada Bank yang ditentukan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan
1 (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. khususnya d pembukaan Deposito

6 hari kerja s.d. 9 hari kerja

2 (Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |[Mampu menghitung perkiraan penerimaan dan perkiraan belanja

3 (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. |Mampu menjalin kemunikasi dengan baik

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan|
Tanggungjawab Kenangan Negara
5 |Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

4. |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

6 (Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum sebagaimana telah dmbah dengan Peraturan|
Pemenntah Nomor 74 Tahoan 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan|
PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/20 17 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara /Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman
Pengelolaan Badan Layanan Umum.

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengdolaan Kenangan

Badan lavanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

SOP Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di lingkungan Universitas Negeri
Padang

1. |Komputer/Laptop

2 [SOP pada Bagian Perencanaan terkait Target PNBP 2. |Jaringan Internet

3. |Kertas
PERINGATAN PENCAT.

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik penempatan deposito tidak akan
mendatangkan manfaat yang maksimal bagi Universitas Negeri Padang

AN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
: LG BV B Kepala [Kepala Biro
o St Benda}.lara Bagian Bagian Umum dan Walkil Rektor |Bank Mitra| Kelengkapan Waktu Output S
Penerima | Anggaran Rektor II
Keuangan | Keuangan
PNBP
X . saldo tahun
1 Bendahara memperhatikan jumlah @ Laporan 30 menit anggaran
saldo tahun sebelumnya keuangan sebelumnya
Memperhitungkan perkiraan Perkl'raan X Per@raan
2 |penerimaan tahun anggaran | |—"| | penerimaan ! ha}n penerimaan
berialan tahun anggaran| kerja |tahun anggaran
Y berjalan berjalan
Memperhatikan pagu anggaran y DIPA tahun DIPA tahun
3 |yang terdapat di dalam DIPA tahun Ij:l anggaran 30 menit anggaran
anggaran berjalan berjalan berjalan
Tidak Laporan i
Memperhitungkan pemakaian pagu y v Ya keuangan dan perf;;:;ia;agu
4 |ambang batas dan penggunaan | |__.| _,l |__,| *</ DIPA tahun |60 menit ambang batas
saldo awal anggaran dan saldo awal
berialan
Membuat surat ke masing-masing
Bank Mitra untuk A 4
5 memperhitungkan manfaat yang :E:I Surat untuk 120 Surat untuk
diberikan oleh Bank kepada UNP Bank Mitra menit Bank Mitra
atas penempatan idle cash dalam
bentuk deposito pada masing-
Memperhitungkan maanfaat yang Tidak Penawaran yang Manfaat yang
diterima oleh Universitas Negeri dilakukan oleh |1 - 5 hari diterima
6 |Padang berdasarkan penawaran pihak kerja berdasarkan
yang dilakukan oleh Bank (beauty Ya Perbankan penawaran
contest) nerbankan
Rekomendasi Pimpinan 3 Manfaat yang 2 hari Rekomendasi
7 Universitas | l l—l | diterima kerja Pimpinan
’ surat
Membuat surat permohonan l Rekomendasi | 1-3 hari persetujuan
8 |persetujuan pembukaan rekening | |_ _’l _’l |_ _'| R K Kkeri pembukaan
deposito ke KPPN pimpinan ena rekening ke
KDDN
Surat
Memindahkan dana untuk persetujuan 1 hari |Proses transfer
9 |pembukaan Deposito sesuai ( )} pembukaan kerja dana

dengan Rekomendasi Pimpinan

rekening dari
KDDN




2. Pembuatan Format Cek

/‘;g-‘-ﬁg@e\ NOMOR SOP 11.1.1.10
ey ]
& > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
iz 5
B\ < TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
NN "
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

JUAN Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan mengenai:

Prosedur dalam rangka Pembuatan Format Cek untuk proses Pembuatan Cek

NAMA SOP Pembuatan Format Cek

WAKTU RUANG LINGKUP

. Mencakup proses Pembuatan Format Cek mulai dari awal sampai dengan
190 Menit . .
cek telah ditantatangani

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. [Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 (UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |[Mampu menjalin komunikasi dengan baik

3 (UndangUndang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolasan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara
5 |UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 |Undang Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
8 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
P 1 dan . 3 ies W

LI

9

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana

10 (Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
178/PMK.05/2018

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMEK 05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeni Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
inggl sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan

an Y o Umum

1

—

12

13

14

15

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENG!
1 [SOP Pencairan Dana Kelolaan 1. |Komputer /Laptop
2 [SOP Permintaan UMK 2. [Jaringan Internet
3. |Kertas
PERINGATAN PENCA’ AN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pembuatan cek akan

mengalami keterlambatan Disimpan sebagai data dekironik dan manual




Pelaksana

Mutu Baku

LERISele Ka. Biro Wakil
No Kegiatan h : i |k : . Keterangan
Bendahara Bagla.n di a. Baglan Umum dan Rektor Kelengkapan Waktu Output
/BPP Bagian Keuangan
Keuangan | II/Rektor
Keuangan
Bendahara/BPP mempersiapkan X
. . Bukti transfer Data untuk
1 bukti-bukti untuk pembuatan C) d /SP2D /rek |60 it buat
n T men m n
format cek (bukti transfer & a. . ¢ ent I;e lia ak
dana/SP2D /rekening koran cning xoran ormat ce
Bendahara/BPP membuat A 4 Data untuk
2 |format cek sebagai dasar untuk pembuatan 30 menit Format cek
pembuatan cek format cek
Format cek selanjutnya di R ¢ cek
verifikasi oleh Kepala Sub . ormat ce yang
3 . . Bia B Fromat cek 60 menit telah di
Bagian, Kepala Bagian dan tandat .
Kepala Biro Umum dan ancatangani
Setelah format cek di
tandatangani maka | |‘| Format cek yang
4 g telah di 10 menit | Pembuatan cek
Bendahara/BPP memproses .
tandatangani
pembuatan cek
Cek di teruskan ke Wakil Rektor Cek telah Cek telah
S |[II/Rektor yang - ¢ y-ang €21 130 menit -e yangtela i
> dibuat di tandatangani'

bertanggungjawab untuk




3. Pencairan Dana Kelolaan

/\;g-ﬂPTE‘G\:S\ NOMOR SOP 11.1.1.5
iy ]
o > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
2 5
BN < TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
NN )
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

NAMA SOP Pencairan Dana Kelolaan

WAKTU RUANG LINGKUP

Mencakup proses pencairan dana kelolaan mulai dari pengajuan dari
pelaksana kegiatan sampai dengan penyerahan cek

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

110 s.d. 350 menit

1 (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasi dengan bailc

3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. |[Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara
5 |Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 (UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemenntah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
8 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

]h'aturﬂn Pﬂ:nenntah Nomor 4 Tahun 2014 hmtang Penyelenggaraan

9

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana

! (Business Process)

(=]

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

11

12

13

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017 tentang Pengelolaan
Releening Milik Satuan Kerja Linglkup Kementerian Negara/Lembaga
Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tingl sd)agm Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan

14

15

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENG!

1 [SOP Pembuatan Format Cek 1. |Komputer /Laptop

2. [Jaringan Internet

3. |Kertas
PERINGATAN PENCA'

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pencairan dana kelolaan akan
terlambat dan bisa merugikan pelaksana kegiatan

AN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
Ke. Bi Ka. Sub
No. Kegiatan = a. Do = : Keterangan|
Pelal_{sana Walkal Umum Ka. Bagian Bagian Ben o Dokunl_en Walktu Output
Kegiatan | Rektor II Keuangan | Anggaran Terkait
Keuangan
PNBP
Surat Surat
Penangpungjawab Kegiatan Permmntaan Permmntasn
mengajukan surat permmntasmn } pencairan dana, pencairan dana,
1 pencairan dana ke Wakil Rektor A kontrak 15 menit kontrak
II dilengkapi kontrak kerjasama kerjasama, kerjasama,
dan bukti pengiriman dana atau bukti bukti
dana fSP2D dana fSP2D
Surat
b Permontaan
. . | pencairan dana,
g t perr pe | -’l |_->| |_->| | kontrak 0 s.d. Disposisi untuk
2 |didisposisi untuk diteruskan dan . 120 .
. . kerjasama, . pencairan dana
diproses di Bendahara B memit
bukta
dana fSP2D
Bendahara melakukan verifikasi . ..
dengan melakukan apakah dana v Disposisi
- cairan dana, Pembuatan
kerjasama tersebut telah masuk Tidak I)CI;PZD ten 30 s.d. fe t ock
atau ormat ce
3 |ke rekening dama kelolaan . 150
1 3 bukti . bukti . untuk proses
be Peng ¥a ngiriman memt pembuatan cek
dana/SP2D dan rekening koran pener
bendahara
Bendahara memproses 3 Format cek 30 s.d
4 |pembuatan cek jika dama | untuk proses 0 8- it Cek
tersebut telah masuk ke pembuatan cek e
Bendahara menyerahkan cek ke A Tanda terima
5 . ( ) Cek 5 memt
Pelaksana Kegiatan penyerahan cek




4. Penerimaan PNBP Terkait Akademik

i NEGs NOMOR SOP 11.1.1.1
R 2

ey *

& > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

iz 5

B\ < TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
NN "

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHEAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Prof. Ganefri, P.hD

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan NIP. 196312171989031003
penjelasan mengenai:

Layanan Akademik seperti SPP, UKT, Pendaftaran, Wisuda

NAMA SOP Penerimaan PNBP terkait Layanan Akademik

WAKTU RUANG LINGKUP

Mencakup proses penerimaan PNBP mulai dari pembayaran yang
dilakukan mahasiswa s.d. proses pembuatan laporan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1s.d. 2 hari kerja

1 (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 (UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |[Mampu menjalin komunikasi dengan baik

3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara
5 |Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 (UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

]h'aturﬂn Pﬂ:nenntah Nomor 4 Tahun 2014 hmtang Penyelenggaraan

8

PermenPANRB Nomor 12 Ta.hun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan

10

11

12

13 Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan

Badan Layanan Umum
1. [SOP Penempatan Deposito 1. |Komputer/Laptop
2 |SOP Pengelolaan Piutang 2. |Jaringan Internet
3 [SOP pada Bidang Akademik 3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik Penerimaan PNBP tidak berjalan
dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ka. Subag . Ka. Hro . Keterangan|
¢ ‘Wajib Bayar Ban.k Bendcflha.ra Anggaran Ka. Baglan Umum dan Waldl Rektor Kelengkapan | Waktu Ouput ;
Operasional |Penerimaan Keuangan Rektor IT
PNBP Keuangan
Mahasiswa dan calon
mahasiswa melakukan
pembayaran SPP dan biaya
1 akademik lainnya s?rta lnaya_al Data tagihan | 5 menit Transaksi
pendaftaran melalui bank mitra pembayaran
sesual dengan tagihan
pembayaran yang telah
ditentukan
Bank Mitra penerima proses
pembayaran baik melahai _te]ler, IJF Transaksi ) Bukti
2 |ATM atau channel e-banking dan | 2 menit
mengehiarkan bukti A pembayaran pembayaran
pembayaran fbukti transaksi
Hak akses pada
} } } r portal akademik
Mahasiswa Menerima Bukti ( ) untuk
3 Pemt_)ﬂ__yaran dan bisa fnelakukan Bukti 2 menit | pengisian KRS
penglsufn KRS melahai portal Pembayaran dan kegiatan
alademik akademik
lainnya
Bendahara melihat mahasiswa Daftar
yang telah melakukan A 4 Aplikasi Sistem mahasiswa
4 |pembayaran melalui aplikasi I::I Informasi Smenit | yangtelah
Sistem Informasi Keuangan Keuangan melakukan
serta mendownload rekening pembayaran
Bendahara melakukan verifikasi ‘ Daftar _| Hasil verifikasi
5 i de data Tidpke > Mahasiswa dan | 7 2 P20 | ge Bank
pencrimaan dengan ‘ yang : ketja ngan
terdapat pada rekening koran \ Ya rekening koran Mitra
Bendahara menyusun laporan Hasil verifikasi | 60 s.d.
penerm]_aan terkait layanan Mitra menit Penerimaan
akademik




5. Penerimaan PNBP Terkait Layanan

Non Akademik dan Sewa

/‘;é' '*‘éz_\)P\ NOMOR SOP 11.1.1.2
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B\ & TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan mengenai:

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

WAKTU

Penerimaan PNBP terkait Layanan Non

NAMA SOP Akademik dan Sewa

RUANG LINGKUP

1 s.d. 2 hari kerja

DASAR HUKUM

Mencakup proses penerimaan PNBP mulai dari pembayaran s.d. proses
pembuatan laporan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. |Mampu menjalin komunikasi dengan bailc

3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

3. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara

5 |Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 (UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum scbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penyedenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 20 12 tentang Pedoman Penyusunan Standar

! Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

(=]

Peraturan Menteni Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi MNomor 10 Tahun

110015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun

12 2015 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMEK 05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeni Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggl sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan La ;

Umum

13

KETERKAITAN

—

. | SOP Pengelolaan Piutang

PERALATAN/PERLENG!

1. |Komputer /Laptop

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik Penerimaan PNBP tidak berjalan
dengan baik

AN DAN PENDATAAN




Pelaksana Pelaksana
No. Kegiatan Wajib Bayarl g1 Penanggun Bendahara Kepala Sub| Kepala |Kepala Biro Walil
) gjawab . Bagian Bagian | Umum dan Rektor Kelengkapan | Waktu Qutput Keterangan|
Operasional Penerimaan Rektor II
Layanan PNBP Keuangan Keu.

Wajib bayar baik ita
mahasiswa, alumni dan

1 masyarakat me]aklukan { } Tarif 1 an | 5 menit Transaksi
pembayaran atas jasa yang ) pembayaran
akan digunakan melahii bank
mitra.
Bank Mitra penerima proses
pembayaran baik melahii h 4
teller, ATM atau channel e- Transaksi . Bukti

2 . L | 3 menit
banking dan mengeluarkan pembayaran pembayaran
ukti pembayaran /bukti
transaksi
Wajib bayar menerima bukti Bukti

3 pembayaran utk di berikan C—b Bukti 2 menit pembayaran
kepada penanggungjawab Pembayaran dan rekening
layanan koran

Rekening Koeran

Bendahara melakukan dan bukti
verifikasi penerimaan yang Tidak Y pembayaran dan | 1s.d. 2

4 |terdapat pada rekening koran DI—<> data yang hari | Hasil verifikasi
dengan penanggungjawab g’ terdapat di kerja
layanan a penanggungjawab

layanan

Bendahara menyusun laporan
penerimaan yang berasal dari . ﬁ 0s.d Laporan

5 jasa non akademik dan Hd i ™ Hasil ! 120't penerimaan
pemanfaatan asset men




6. Pengajuan Belanja LS dan Payroll

& NEGa.
TS
i, by
/ <,
I B
i o
Z 5/
NN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

NOMOR SOP

11.1.1.3

TGL. PEMBUATAN

22 Agustus 2019

TGL. REVISI

5 Maret 2021 (Revisi 2)

TGL. EFEKTIF

30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan
penjelasan mengenai:

Prof. Ganefri, PhD
NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangka Pengajuan dan Proses Belanja LS dan Payroll

WAKT

125 s.d. 275 menit
DASAR HUKUM

Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara

NAMA SOP Pengajuan Belanja LS dan Payroll

RUANG LINGKUP

Mencakup proses pengajuan belanja LS/Payroll s.d. Proses pencairannya

KUALIFIKASI PELAKSAN

Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Mampu menjalin komunikasi dengan baik

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Mampu Mengoperasikan komputer dengan bailc

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolasan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemenintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

]h'aturﬂn Pﬂ:nenntah Nomor 4 Tahun 2014 hmtang Penyelenggaraan

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana

! (Business Process)

(=]

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

1 Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kenangan Nomor

12
Negara
178 /PMK.05/2018

Peraturan Menteni Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun

13[2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun

14 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran

13 Berjalan

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum

16

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENG!

Komputer /Laptop

Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidalk dijalankan dengan baik mala proses belanja LS dan payroll
akan terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Kertas
PENCA'

AN DAN PENDATAAN




Pelaksana

Mutu Baku

No et Bendahara Petugas Ka. Sub Ka. Biro Keteran
& PrmpeiEsm P1mp1na:t1 pa.da BPP Pusat Erac iz, Bk e BEgm Umum dan oLl Bank Mitra | Kelengkapan Waktu Output &
Pembantu Fak/Unit Bagian Pengeluaran| Anggaran | Keuangan = Rektor 11
(BPP) Keuangan PNBEP

BPP dengan buktl kera

pertanggungjawaban yang telah - -

ditandatangani PPKbeserta pada splikasi Permintaan
(: rumah gadang -

1 |kelengkapannya mengajukarn serta buldi 10 menit | LS /Payroll pada
permintasan pembayaran belanja aplikasi
LS/ Payroll melahi aplikasi LS/ P I
Rumah Gadang
Pimpinaa unit fFak - -

ifikasi dan menyetujui Ij Aplikasi Rumah Persetujuan
v Gadang dan - - -

2 |permintaan pembayaran bulkti belania Smenit | pada aplikasi
LS/ Payroll melahi aplikasi LS/ n Rumah Gadang
Rumah Gadang
Setelah disetujui oleh Pimpinan Pe R
Falz/ Unit maka BPP mengajulen I_—I: Bulti belanja ’flﬁnmke

3 |bukii pertanggungjawaban | beserta 5 memit _ ya
dengan kelengkaspannya ke kelengkapanmya Bagain
Bagian Keuangan Keuangan
Petugas pada bagian keuangan Kartu Kendali
mencetak kartu kendali serta o ] beserta bukti . B B

4 ifikasi dan memvalidasi L1 pengehaaran £° 3"1_t H::l ﬁ'
bukti pertanggungjawaban dan
beserta kelengkapannya kelengkapanmya

_ N Kartu Kendali Catatan
BPFP Pusat mencatat realisasi Ej beserta bukti realisasi
belanja berdasarkan output _ .

5 A pengeluaran Smenit | belanja serta

kegiatan dan akum yarg - - -
N dan hasil verfikasi

dignnatkan kelengkapannya dan walidasi

Verifikasi dan validasi semmia

bukti pertangungjawaban

beserta kelengkapantiya ¥a Y4 Ya Y& - Hasil verifikasi

berdasarkan kepada pematumn » . I;:;::m &0 5. dan validasi

6 per-UU-an dilakukan muilai dad %ﬂk idal Tidak] Tidal4 180 beserta
Bemddahara Pengeluaran s.d. dan menit approvd. pada
Wakil Rekior I dan jika telah kel . aplikasi namah
disetujui langsung di lakukan gadang
approval melahii aplikasi Rumah
Gadang
Setelah disetujui oleh Wa.l::l.l Kendali
RektanIn:kl;l;I:iPalaBagan beserta bukti Rel pada

7 mg melahsi aplikasi namah _l pen?;nualan 5 menit | aplikasi namah
gadang untuk diteruskan ke kel gadang
Bank Mitra i E
Bank Mitra menedma
permint aan pencairan angEAran Perintah
dan memproses transfer dana @ redease dari .

8 | dari relening Bendahara aplikasi rumah | et | Tansfer dana
Pengeluaran ke rekening gadang
pencrima




7. Permintaan Uang Muka Kegiatan (UMK)

i NEGs NOMOR SOP 11.1.1.4
R A
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B\ & TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Prof. Ganefri, P.hD

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan NIP. 196312171989031003
penjelasan mengenai:

Prosedur dalam rangka Permintaan Uang Muka Kegiatan

NAMA SOP Permintaan UMK
WAKT RUANG LINGKUP
105 menit Mencakup proses pengajuan UMK s.d. Pencairannya
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSAN,

1 (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. [Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 (UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |[Mampu menjalin komunikasi dengan baik

3 |Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara
Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

w

(o)

UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
Peraturan Pemernintah Nomor 45 Tabhun 2013 tentang Tata Cara Pdaksanaan
8 Anggamn]h:dﬂpatandaanan]aN&gamsebagaumﬂnatdah diubah dengan

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoma_n Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 20 12 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME_05/2012 tentang Tata Cara

12 Pembayaran dalam Rangka Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
178/PMK.05/2018
]h'ahlrﬂantlesd,Telmdngldﬂn]h:diﬂﬂmnTm@ Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

11

13

14

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
Berjalan

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer /Laptop

15

16

2. |Jaringan Internet

3. |Kertas
PENCA'

PERINGATAN AN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka permintaan UMK akan

terlambat Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
N Kesiat Bendahara Ka. Sub Ka. Biro et
o egatan Pengeluaran P1mp1na.n Petugas / | Bendahara Bagian | Ka. Bagian Unmtm dan Wakil Bank Mitra| Kelengkapan | Walktu Output eterangarn
Pembantu | Fak/Unit | BPP Pusat | Pengeluaran| Anggaran | Keuangan Keuangan Rektor IT
(BPP) PNEP
BPP mengankan permintasn
Uang Muka Kegiatan (UMK) @_ Program kega Permintaan
1 |berdasarkan program kerja yang 'y pada aplikasi | 10 menit UMK pada
sudah tersedia melahn aplikasi Rumah Gadang aplikasi
Rumah Gadang
Permintaan UMK im
5 selanjutnya divenfikasi dan Aplikasi ramah 5 menit Hasil validasi
disetujui cleh Pimpinan gadang pada aplikasi
Fak/Unit
Petug:as / BPP Pusat me_noetak v Print out
3 aﬂi@ﬂGﬂm E Aplilmsi ramah | . | pemmintaan
: gadang UMK dan Kertu
memproses permintaan UMK .
Kendali
tersebut
Bendahara memvenfikasi den v Pont Out
menyetuju permintaan UMK Tialk / Ya permintaan Approval pada
4 |dengan memperhatikan UMK dan 5 menit |aplikasi Rumah
kesesuaian dengan program Aplikasi Rumah Gademg
kerja dan akun yang tersedia Gademg
Vahdasi dan persetiguan I Prnt Out
melahn aplikasi selamjutnya Ya Y4 Ya Ya permintaan Approval pada
5 |akan dilakukan oleh Ka Sub. UMK dan 60 menit | aplikasi Rumah
Bagan, Ka. Bagien, Ka. Biro dan idak Tidak Tidak Tidak Aplikasi Rumah Gadang
Wakil Rektor I Gadang
Setelah disetupn cleh Walal .
Rekior I, Kepapl-:l Bagian Pmlf: Out
Keuangan melakukan release permintaan - R(_aleafe pada
6 s . I UMK dan 5 menit |aplikasi Rumah
melahn aplikas: rumah padang 1 Aplikasi Rumah Gad
untuk diteruskan ke Bank Gad
Nagan sebagrai Mitma
Bank Mitra menenma
pemmintaan pencairan angepran Petintah
dan memproses transfer dana y‘l I -
7 |dari rekeming Bendshara — Release dari | . . [Froses Tmnsfer
_ Aplikasi Rumah Dana
Pengeluaran ke rekening Gadang
Bendahara Pengeluaran
Pembantu
Bendahara Pengeluaran
Pembantu Mencek rekening W Rekening Koren . .
8 koran dan memproses pencairan C}‘- den Cole 10 memit | Pencairen Dana
dana UMK




8. Pertanggungjawaban Uang Muka Kegiatan (UMK)
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangka Pertanggunggjawaban Uang Muka Kegiatan

NAMA SOP Pertanggungjawaban UMK
WAKTU RUANG LINGKUP
165 s.d. 375 menit Mencakup proses pertanggungjawaban UMK
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 (Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. |Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasi dengan bail

3 (UndangUndang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolasan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

s

w

6 (UndangUndang No. ¢ Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
8 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 hmtang Penyelenggaraan
| = |Pendidikan Tingg dan T

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

0

10

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 20 12 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara
Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
178/PMK.05/2018

lslhmMmtﬂlRlsd,Teh:dngldan]hdldﬂzanTm@ Nomor 10 Tahun
201 a 3 Pa

11

12

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun

14
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
Berjalan

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENG!

1. |Komputer/Laptop

15

16

2. [Jaringan Internet

3. |Kertas

PERINGATAN

AN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka pertanggungjawaban belanja
UMK akan terlambat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Disimpan sebagai data elektronik dan manual
undangan.




Pelaksana Mutu Baku
Bendahara | Petugas Ka. Sub Ka. Biro Petugas
No Kegiatan Sl : : ; ; Keterangan|
Pengeluaran pada BPP Pusat Ben Bagian | Ka. Baglan Umum dan Waldl Bank Mitra pada .Sub Kelengkapan | Waktu Output
Pembantu Bagian Pengeluaran| Anggaran | Keuangan Ke an Rektor 11 Bagian
(BPP) Keuangan PNBP AKlap
BFPP mengajukan bukti
pertanggungjavaban “tﬂ]ah““’ Sermaa bulti Bukti
Bagian Keuangan yang te!
. i } pengehiaran _ | pengehiamn

1 |lengkap ditandatangani eleh 'y beserta 10 menit bes
PPK beserta berkas

. kelengkapanmva kelengkapanmnya
kelenpgkapannya sesuai ©
permintaan UMK
mencctak kartu kendali serta ‘;I Semma buldi 0 s.d

5 memverifikasi dan memvalidasi pengeluaran 120 Hasil verifikasi
semua bukti beserta it dan validasi
pertangpungjawaban beserta kelengkapanmnya
kelenpgkapanmnya

- Catatan
Kartu Kendali
BPP pusat mencatat realisasi "_I bes i realisasi

3 belanja berdasarkan oudput | J 1 5 it belanja UMK
kegiatan dan akon yang [BIblEe,:e e serta hasil
digimakan verifikasi dan

kel
englkapanmya validasi
Ven]:?kasl danwa]_ldasn semua ] K Kendali
bukti pertangungjawaban -
beserta bukt 60sd

4 |peserta kelengimpannya Ya Ya Ya ¥ Y4 o ' 2;"‘0 Hasil verifikasi
berdasarkan kepada peral:ur-l(;;n Tidalk Tidak Tidak Tidal Tidak dan it dan validasi
per- kelengkapanmya
Bendaham Pengeluaran s.d
Setelah disetujui oleh Wakil Kartu Kendali
Rektor I BPP melakukan ot beserta bukti o N R

5 |pengembalian sisa UMK ke pengelaaran |20 memt den vealiclasi '
rekening Bendahara dan '
Pengeluaran kelenpgkapanmnya
Ihnletl?l- menenma o Bulti
pengembalian dana UMK . - -

6 > Sisa dana UMK | 5 menit myetoran
memasuklan dana tesebut le L = pe 3
rekening Bendahara
pengembalian UMK ke
Bendaham Pengeluaran dan ( )4 Bulkti .

B ~ _ | Pengembalian

7 |petugas pada Sub Bagian penyetoran 5 menit sisa
Alumtansi dan Pelaporan untuk dana
divalidasi pada aplikasi Rumah
Gadang




9. Penatausahaan Piutang
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003

Prosedur dalam rangka Penatausahaan Piutang di lingkungan Universitas Negeri
Padang

NAMA SOP Penatausahaan Piutang

WAKTU RUANG LINGKUP

Mencakup proses Pembuatan Format Cek mulai dari awal sampai dengan

3 &.d. 4 hari kerja celk telah ditantatangani

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

1 |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. khususnya dalam penatausahaan piutang

2 |Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional | 2. [Memahami dan menguasai tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

3 |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3. [Mampu menjalin komunikasi dengan baik

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang®Pemeriksaan Pengelolaan

4 ikan ki ter di baik
dan Tanggungjawab Keuangan Negara ampu mengeperasikan komputer dengan bail

5 |Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 |Undang-Undang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan

8
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

a PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process)

10 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

11 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Padang

12 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2016 tentang Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan

14 Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan

Tinggi sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop

2. |Jaringan Internet

3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik maka penatausahaan piutang tidak
akan berjalan dengan sempurna yang akan mempengaruhi terhadap laporan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
keuangan Universitas Negeri Padang




Pelaksana Mutu Baku
Petugas
. IS 2 Ka. Sub Kepala Kepala Biro .
No. Kegiatan Bendahara | pada Sub pada ) i Wakil Dokumen Keterangan
. . . Bagian Bagian Umum dan Rektor . Waktu Output
Penerima Bagian Bagian a Keuanean | Keuansan Rektor II Terkait
Aklap Akademik Aklap = e
Bendahara Penerima Daftar Daftar
menyusun daftar mahasiswa pembayaran pembayaran
1 |vang telah melakukan biaya 1 hari biaya
pembayaran biaya pendidikan pendidikan dan kerja pendidikan dan
dan daftar penerimaan dari penerimaan penerimaan
pemanfaatan aset dari dari
Daftar Daftar
. pembayaran pembayaran
Bendahara penerima . .
hkan daftar biaya biaya
menyera pendidikan dan .. |pendidikan dan
2 |pembayaran ke petugas pada . 5 menit .
B . penerimaan penerimaan
Sub Bagian Akuntansi dan . .
Pelaporan dari dari
P! pemanfaatan pemanfaatan
aset aset
Petugas pada Sub Bagian Daftar Daftar
Aklap dibantu Bendahara mahasiswa mahasiswa
Penerima berkoordinasi yang melakukan yang melakukan
dengan petugas akademik | pembayaran pembayaran
3 terkait mahasiswa yang SPP secara 1- 2 hari SPP secara
melakukan pembayaran cicilan dan kerja cicilan dan
secara cicilan dan petugas daftar daftar
pada bagian UHBMN terkait tunggakan atas tunggakan atas
tunggakan pembayaran atas pemanfaatan pemanfaatan
pemanfaatan aset aset aset
Berdasarkan daftar mahasiswa Daftar
yang melakukan pembayaran pembayaran
secara cicilan dan daftar SPP secara . Daftar
o 1 - 2 hari A )
4 |tunggakan Petugas pada Sub | cicilan dan keria rekapitulasi
Bagian Akuntansi dan tunggakan atas E piutang
Pelaporan menyusun daftar pemanfaatan
rekapitulasi piutang aset
Pet i A 4
etugas p»ada Sub Bagian Daftar
Akuntansi dan Pelaporan . . . Daftar saldo
5 rekapitulasi 3 jam .
menyusun daftar saldo . piutang
. piutang
piutang
i K
Petugas p,ada Sub Bagian Daftar saldo . Daftar umur
6 |Akuntansi dan Pelaporan . 3 jam .
piutang piutang
menyusun daftar umur
Petugas pada Sub Bagian
- Akuntansi dan Pelaporan Daftar umur 3 iam Reklasifikasi
menyusun Daftar piutang J Saldo Piutang
Reklasifikasi Saldo Piutang
i y
8 iitlugtas pjetga SEbIBaglan ] N "| |__.| |_.| Reklasifikasi 3 La at
ntansi dan Pe ap?ran > Saldo Piutang jam poran piutang
menyusun Laporan Piutang
P .
Alifgugt:as o Za SlliblBagian ( > Akun Piutang Dalam La;
ntansi n ran m ran
9 anst da elapora dalam Laporan 3 jam ala pora

menyajikan piutang dalam
Laporan Keuangan

Keuangan

Keuangan




10. Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan ke Bendahara Pengeluaran

/\;g-ﬂPTE‘G\:S\ NOMOR SOP 11.1.1.8
ey ]
& > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
iz 5
B\ < TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
NN )
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHEAN OLEH

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk memberikan Prof. Ganefri, P.hD
penjelasan mengenai: NIP. 196312171989031003
Prosedur dalam rangka proses Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan ke
Bendahara Pengeluaran
Transfer Dana dari Bendahara Penerimaan ke
NAMA SOP Bendahara Pengeluaran
WAKT RUANG LINGKUP
. Mencalup proses transfer dana dari relkkening Bendahara Penerimaan ke
80 menit
Bendahara Pengeluaran
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 (UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara 1. [Memahami dan menguasai tentang peraturan di bidang keuangan

2 |Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 2. |Mampu menjalin komunikasi dengan bailc

3 (UndangUndang Momor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3 |Mampu Mengoperasikan komputer dengan baik

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Kenangan Negara
5 |Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

6 (UndangUndang No. 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
7 |Badan Layanan Umum secbagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
8 |Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2018

Peraturan Pemerntah Nomor 4 Tabun 2014 tentang Penyedenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PME_05/2012 tentang Tata Cara

12 Pembayaran dalam Rangka Peaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
178/ PMK 05/2018

Peraturan Menteni Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tala Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 67 Tahun
2016 tentang Statuta Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
Berjalan

Keputusan Menteri Kenangan Nomor 335/KMK.05/2015 tentang Penetapan
Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan
Tinggl sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPA!

1. |Komputer /Laptop

16

2. |Jaringan Internet

3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik proses transfer dana tidak berjalan

dengan lancar yang akan menghambat proses belanja pan & dan ol




Pelaksana Mutu Baku
Ka. Sub Ka i
No Kegiatan Bendah. Bendaha Bagi Ka. Bagi Eb &1y Waldl Keterangan|
naahara | ben . A gan & PAEN | 1yum dan Bank Mitra| Kelengkapan Waktu Output
Pengeluaran| Penerima | Anggaran | Keuangan Ketiangan Rektor I1
PNEP £
Bendahara Pengeluaran Membuat Perki
Perkiraan rencana kebutuhan Surat
1 |belanja dan membuat surat ( Ren 15 menit| Permintaan
_J A—/ Kebutuhan
permintaan dana ke Bendahara . kebutuhan dana
. Belamja
Penerima
Bendahara Penerima memproses Surat . t
. . h 4 . Permintaan
surat permintaan dan bendahara Permintaan dana fer dan
pengeluaran dengan | | dari Bendahara dan_e; I :
2 |memperhatikan saldo dana di Pengeluaran dan | 15 menit 1P © _
rekening B. Penenima serta Saldo Rek f:IlC-

. ke Rekening
memproses surat permintaan Bendahara Bend.
transfer dana ke Bank Mitra Penenma .

Pengeluaran
Ya Surat
Permintaan
¥ Ya ¥y Persetujuan dan
Proses venfikasi dan persetujuan > transfer dana crme
i | i X .| penandatangan
3 |dilakukan mulai dan Ka_ Subag Tidak Tidak Tidal Tidak dan rek._ 45 menit s fer
Angg. PNBP s.d. Wakil Rektor I1 Bend.Penernma dana
ke rek Bend.
Pengeluaran
Setelah disetujui Wakil Rektor 11 Surat Transfer dana
surat diteruskan ke Bank Mitma Y Persetiguan dan rek. Bend.
4 |untuk dilakukan proses transfer (D transfer dana | 5 menit |Penerima ke rek.
dana dan rek. Bend. Penenma ke yang telah Bend.
relk Bendaham Pengeluaran ditandatangani Pengeluaran




.
B. Subbagian Anggaran Non-PNBP
1. Gaji
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Prof, Ganedri, P.hD
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TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjel mengenai:
a. Sebagai acuan prosedur Pengajuan Gaji Induk, Gaji Susulan,
Gaji Terusan dan Kekurangan Gaji
NAMA SOP Pengajuan Gaji

RUANG LINGKUP
SOP Pengajuan Gaj Induk, Gaj Susulan, Gaj Terusan dan Kekurangan Gaj

ALIFIKASI PELAKSANA

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami tentang Aturan Kepegawaian
2. |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |Memahami Tentang Aturan Keuangan
3. |UU No. S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
PP No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan kedelapan belas atas peraturan . -
4. 4. |[Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
pemeriniah no 7 tahun 1977 huran al i 9 9 9
5_FPN()_.I?H'I"E:ImZO_Z:IH;t?IngubdmahsWNu.11Tii|un2017tﬂltang 5 |Memahami ped elolaan inglatan kusli " an publi
| |Manajemen Pegawai Negeri Sipi pens :
6. |Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Strukhural 6 [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
| 7. |Perpres No 65 Tahun 2007 tentang Tunjangan Dosen 7_|Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
g PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)
9 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
_|Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara
10.{Pernbayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
| Negara
11.| Permenristekdikti No 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP
12.| Permenristekdikti No. 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri Padang
13 Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PBf2013 Tentang Pengelolsan Data
Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistern Perbendaharaan dan Anggaran Negara
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |SOP Jabatan Fungsional Ahli dan Lektor 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi GPP, Aplikasi SAS dan Printer
2. |SOP Jabatan Fungsional Lektor Kepala dan Guru Besar 2. |Jaringan Internet
3. |SOP Usulan Tugas Belajar 3. |Kertas
4. |SOP Usulan Aktif Kembali
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manua




F Mutu Baku
q " BPP . Petugas
Kegiatan BPP Gaj Bendahara | Operator |KaSubBagNon PNBP, Wakil Rektor Keterangan
g v Staf Keuangan | Belanja PPABP P \bBag ’| PPKRM PPSPM ! Pengantar KPPN Pegawai Kelengkapan Waktu Output B
Fakultas N Pengeluaran SPM Kabag Keuangan I
Pegawai SPM
1 |BPP Gaji Fakultas Mengajukan Gaji Induk, Susulan, Amprah Gaji,SPTIM, Pajak dan 5Menit [Bukti SPJ Beserta
Terusan dan Kekurangan Gaji yang telah disetujui Kelengkapan Pendukung Perubahan Semua Kelengkapannya
PPK Fakultas Gaji seperti SK CPNS, SK PNS, SK KGB,
‘ J SK Naik Pangkat, SK Fungsional, SK
Tugas Tambahan, SK Struktural, SK
Tugas Belajar, SK Pengaktifan Kembali,
Perubahan Status Kawin, Surat
Keterangan Kematian, Surat
Keterangan ahli Waris
2 |Staf Keuangan Mengecek Kelengkapan Dokumen tidaid va Amprah Gaji,SPTIM, Pajak dan B0 -60 MenitBukti SPJ Beserta
SPJ yang diajukan BPP Gaji Fakultas, Kalau Kelengkapan Pendukung Perubahan Semua Kelengkapannya
Dokumen lengkap maka selanjutnya di serahakn Gaji seperti SK CPNS, SK PNS, SK KGB,
ke BPP belanja pegawai, kalau tidak lengkap maka SK Naik Pangkat, SK Fungsional, SK
akan dikembalikan lagi ke BPP Fakultas Tugas Tambahan, SK Struktural, SK
Tugas Belajar, SK Pengaktifan Kembali,
Perubahan Status Kawin, Surat
Keterangan Kematian, Surat
Keterangan ahli Waris
3 |BPP Belanja Pegawai Mencek lagi SPJ dan va Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 15 -30 menit Kartu Kendali dan Bukti
Membuat Kartu Kendali Belanja Pegawai Tidgk Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
\ 7/ ] Kelengkapannya
4 |Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai ~ )\ Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 15 menit [Kartu Kendali dan Bukti
(PPABP) Meyetujui SPJ Gaji dan Penandatangan v Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
Dokumen, kalau tidak disetujui dikembalikan ke Tid| kv Kelengkapannya
Fakultas
5 |Bendahara Pengeluaran Meyetujui SPJ Gaji dan /\ i Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 15 menit |Kartu Kendali dan Bukti
Penandatangan Dokumen, kalau tidak disetujui Tid k\/ Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
dikembalikan ke Fakultas ! Kelengkapannya
6 [Operator SPM Memproses/memverifikasi SPJ, Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 15 Menit [SPM, SPP dan Rek
membuat SPM menggunakan Aplikasi Khusus dari | Kelengkapannya, Aplikasi SAS Terlampir, Kartu
Kementerian Keuangan serta Mencetak SPM, Kendali dan Bukti SPJ
Lembar A (SPP) dan Daftar Lampiran Rekening Beserta Semua
T|dak Kel nya
7 |KaSubBag Non PNBP, Kabag Keuangan dan Ka. /\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, [L5-60 menitSPM, SPP dan Rek
BUK Melakukan Persetujuan SPJ dan melakukan / Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Pengecekan SPM, SPP dan Daftar Lampiran Kendali dan Bukti SPJ
Beserta Semua
0 |PPK RM Melakukan Persetujuan SPJ dan Tid /\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, [ 15 menit [SPM, SPP dan Rek
Penandatangan SPP @ Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Kendali dan Bukti SPJ
Beserta Semua
1 |Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 15 menit [SPM, SPP dan Rek
(PPSPM) Melakukan Persetujuan SPJ dan /\ Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
menandatangani SPM, SPP dan Daftar Lampiran Tidhk Kendali dan Bukti SPJ
Beserta Semua
Kel k nya
2 [Wakil Rektor Il Melakukan Persetujuan atas SPJ SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, [ 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
yang akan dibayarkan /\ v Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Tiblak Kendali dan Bukti SPJ
Beserta Semua
Kel k nya
3 |Petugas Pengantar SPM memproses dan va SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, | 1-2jam [SP2D
Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
Satker)
4 |KPPN Melakukan Validasi SPM dan Menerbitkan | SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, | 1-2hari [SP2D
SP2D jika SPM di setujui, Akan dikembalikan ke - ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
Satker apabila ada penolakan dari KPPN Tidak Satker)
5 |Pegawai Akan Menerima Transfer Dana langsung | va
ke rekening Masing-masing apabila SPM di setujui G
oleh KPPN




S NOMOR SOP 11.1.2.2
ey %)
| z TGL PEMBUATAN 22 Agustus 2019
ArA B
N4 TGL REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

f . neiri, P.hD
NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Sebagai acuan prosedur Pencairan dana LS Bendahara

NAMA SOP SOP Pencairan Dana LS Bendahara
WAKTU RUANG LINGKUP
2 Hari Kerja SOP Pencairan dana LS Bendah
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |[Memahami tentang aturan keuangan
2 |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |[Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)
PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

w
w

4 4. |Memahami loman pengelol peningk kualitas pel ublik
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ped T p
Pe M iK Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara

5 |Pembay dalam rangka pelak Anggaran Pendapatan dan Belanja 5 |Mampu mengoperasikan kemputer dengan baik

6 |Permenristekdikti No 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri
Padang

PMK No.78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
Suplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

0

w

10| Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Pembayaran Belanja Barang 1. |Kemputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer

=

2. |Jaringan Internet

3. |Kerias

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Mutu Baku

No Kegiatan Staf BPP Belanja Non PNBP Pengantar Keterangan
G ) o SPM / PPK PPSPM  |Wakil Rektor Ii B KPPN Penerima Kelengkapan Waktu Output B
Keuangan Barang Pengeluaran Kabag. Keuangan SPM
1 |Menerimadokumen SPJ/LS dari Unit / Amprah, SK, Daftar 60 menit |Dokumen SPJ dan
Penanggung Jawab Kegiatan atau PPK dan < > Nominatif, SPTB, kelengkapannya
menceknya SPTJM, Surat Tugas,
Rekap
2 |Membuat kartu kendali dan persetujuan SPJ Amprah, SK, Daftar 20 menit |Kartu Kendali,
Nominatif, SPTB, SPTIM, SPTB
SPTJM, Surat Tugas,
Rekap
3 [Verifikasi dan Persetujuan SPJ Amprah, SK, Daftar 30 menit |Daftar Nominatif,
) / Nominatif, SPTB, SPTB
Tidak
SPTJM, Surat Tugas,
Ya Rekap, kartu kendali
4 [Membuat SPP dan SPM Amprah, SK, Daftar 30 menit [SSP, SPM, ADK
Nominatif, SPTB,
"l SPTJM, Surat Tugas,
Reka
Ya P
5 [Persetujuan SPJ LS dan verifikasi SPP dan SPM Tidak /\ Amprah, SK, Daftar 30 menit |dokumen
Nominatif, SPTB, terverifikasi
\/ SPTJM, Surat Tugas,
Ya Rekap
6 |Persetujuan SPJ LS dan penandatangan SPP Amprah, SK, Daftar 30 menit |dokumen
Nominatif, SPTB, terverifikasi
Tidak Ya SPTJM, Surat Tugas,
Rekap
7 |Persetujuan SPJ LS dan penandatangan SPM Amprah, SK, Daftar 30 menit |dokumen
/\ Nominatif, SPTB, terverifikasi
SPTJM, Surat Tugas,
Tidak \/ Ya Rekap
8 |Persetujuan SPJ Amprah, SK, Daftar 1-2jam |dokumen
/\ Nominatif, SPTB, terverifikasi
Tidak SPTJM, Surat Tugas,
Ya Rekap
8 [Mengantar SPMLS ke KPPN ADK, SPM, SPP 1-2jam [tanda terima dari
KPPN
Va
9 [Menerima SPM LS Satker dan memverifikasi ADK, SPM, SPP 24jam [dokumen
keakuratan data / terverifikasi
Tidak
10 [SP2D Terbit dan Pembuatan Format Cek dan Cek | ADK, SPM, SPP 1-3Jam |SP2D
11 |BPP Menerima cek dari Bendahara Pengeluaran, Format Cek, Buku Cek 1-3Jam |Buku Cek
membuat daftar Rekening Penerima dan
menyerahkan ke Bank | |
12 |Penerima menerima Dana pembayaran di Buku Cek, Daftar Honor| 1-3Jam |Daftar Honor
rekening
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TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana LS Pihak Ketiga

NAMA SOP SOP Pencairan Dana LS Pihak Ke 3
WAKTU RUANG LINGKUP
Hari Kerja
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. [Memahami tentang aturan keuangan
2 |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |[Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana

. 3. |Mengetahui tugas dan fungs Sistem dan Prosedur
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

. L X . 4. (M hami loman p lolaan peningk kualitas pel ublik
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ped b P

Pe an M i K Nomor 190/PMK/05/2012 Tentang Tata Cara
5 |Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Negara

(=]

Permenristekdikti No 10 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tahun 2016 Tentang Statuta Universitas Negeri
Padang

PMK No.78 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
Suplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

o0

=]

10 |Perdirjen Pajak Nomor Per-32/P1f2015 tentang Pajak Atas Penghasllan

| KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

Pembayaran Belanja Barang 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer

=

2. |Jaringan Internet

3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Kegiatan

Mutu Baku

Staf
Keuangan

BPP Belanja
Barang

Bendahara
Pengeluaran

Operator SPM

Kasubag Non PNBP /
Kabag. Keuangan

PPSPM

Wakil Rektor Il

Pengantar
SPM

KPPN

Penerima/
Pihak ke 3

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

[

Menerima dokumen SPJ/LS dari
Pejabat Pembuat Komitmen

G

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
fotokopi rekening dan
NPWP

60 menit

Dokumen Kontrak
dan kelengkapannya

Membuat kartu kendali dan
persetujuan SPJ

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTIM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

20 menit

Kartu Kendali,
SPTJM, SPTB

Verifikasi dan Persetujuan SPJ

Tidak

Ya

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTIM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

Dokumen Kontrak

Membuat SPP dan SPM

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTIM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

SPP, SPM, Karwas,
Kartu Register, ADK

(4]

Persetujuan SPJ LS dan verifikasi SPP
dan SPM

Tidak

/N
V|

Ya

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTIM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

dokumen
terverifikasi

o

Persetujuan SPJ LS dan
penandatangan SPP

Tidak

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

dokumen
terverifikasi

~

Persetujuan SPJ LS dan
penandatangan SPM

Tidak

Ya

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTIM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP,
SPM, SPP

1-3jam

dokumen
terverifikasi

o

Mengantar SPM LS ke KPPN

Tidak

ADK, SPM, SSP, Karwas,
Renkas, SPTIM

1-3 jam

tanda terima dari
KPPN

Menerima SPM LS Satker dan
memverifikasi keakuratan data

ADK, SPM, SSP, Karwas,
Renkas, SPTIM

1-3jam

dokumen
terverifikasi

S)

Menerbitkan SP2D dan pembayaran
masuk ke rekening pihak ketiga

Tidak

ADK, SPM, SPP

1-3jam

dokumen
terverifikasi

y

SP2D Terbit dan Penerima menerima
Pembayaran di rekening

ADK, SPM, SPP

1-2 hari

SP2D
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TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana LS Pihak Ketiga
NAMA SOP SOP Pencairan Dana LS Bendahara

RUANG LINGKUP
SOP Pencairan Dana LS Pikak Ketiga

1 |UU. No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. |Memahami tentang aturan keuangan

2 |UU. No. 1 tentang Perbendaharaan Negara

2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Peratmran Menteri Kenangan Nomor 190/PME/05/2012 tentang Tata Cara
3 |Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

3. [Mengetabmi tngas dan fingsi Sistem dan Prosednr

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
Saplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

s

4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan publik

Peratnran Menteri K enangan Nomor 32/PMK_02/2018 tenfang Standar Biaya

th

b p—

5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Tahmn Anggaran 2019

=

Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PI/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan

PermenPANRE Nomor 12 Tahnn 2011 fentang Pedoman Penataan Tata
Lak (Busi Process)

=Y

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penynsunan Standar

Pemenristekdikti Nomor 71 Tahmn 2017 tentang Pedoman Pery Pefa
9 |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Linglmngan K ementrian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

KETERKAITAN

1

. |Pembayaran Belanja Barang

ALATAN/PERLENGKAPAN

1. |[Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat betjalan dengan baik

3. |Kerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mannal




Kegiatan

Mutu Baku

Staf
Keuangan

BPP Belanja
Barang

Bendahara
Pengeluaran

Operator SPM

Kasubag Non PNBP /
Kabag. Keuangan

PPK

PPSPM

'Wakil Rektor Il

Pengantar
SPM

KPPN

Penerima/
Pihak ke 3

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

[

Menerima dokumen SPJ/LS dari
Pejabat Pembuat Komitmen

>

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
fotokopi rekening dan
NPWP

60 menit

Dokumen Kontrak
dan kelengkapannya

Membuat kartu kendali dan
persetujuan SPJ

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

20 menit

Kartu Kendali,
SPTIM, SPTB

Verifikasi dan Persetujuan SPJ

Tidak

Ya

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

Dokumen Kontrak

Membuat SPP dan SPM

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

SPP, SPM, Karwas,
Kartu Register, ADK

Persetujuan SPJ LS dan verifikasi SPP
dan SPM

Tidak

VA
ik

Ya

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

dokumen
terverifikasi

Persetujuan SPJ LS dan
penandatangan SPP

Tidak

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP

30 menit

dokumen
terverifikasi

Persetujuan SPJ LS dan
penandatangan SPM

Tidak

0

SPK, ringkasan kontrak,
kwitansi, BAST, BAP,
Berita Acara
Pemeriksaan, SSP,
SPTJM, SPTB, fotokopi
rekening dan NPWP,
SPM, SPP

1 hari

dokumen
terverifikasi

Mengantar SPM LS ke KPPN

Tidak

Ya

ADK, SPM, SSP, Karwas,
Renkas, SPTIM

60- 180
menit

tanda terima dari
KPPN

Menerima SPM LS Satker dan
memverifikasi keakuratan data

ADK, SPM, SSP, Karwas,
Renkas, SPTIM

60- 180
menit

dokumen
terverifikasi

Menerbitkan SP2D dan pembayaran
masuk ke rekening pihak ketiga

Tidak

ADK, SPM, SPP

60- 180
menit

dokumen
terverifikasi

10

SP2D Terbit dan Penerima
menerima Pembayaran di rekening

ADK, SPM, SPP

2x 24 jam

SP2D




5. Pendaftaran Kontrak
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TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a prosedur Pendaftaran Kontrak
NAMA SOP Pendaftaran Kontrak

RUANG LINGKUP

1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

1. |[Memahami tentang aturan keuangan

2. |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

w

3. [Mengetabmi tngas dan fungsi Sistem dan Prosednr

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

ol

4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kualitas pelayanan publik

Peratnran Menteri K enangan Nomor 190/PMK /05/2012 Tentang Tata Cara
5. |Pembay dalam rangka pelak Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara

5 [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

6. | Permenristekdikti No 10 Talmn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tabmn 2016 Tentang Statnta Universitas Negeri
" |Padang

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data
Saplier dan Data Kontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

o0

KETERKAITAN

—

. |Pendaftaran Kontrak

ALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer

L]

SOP SPK Kontrak

2. [Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

[Disimpan sebagai data elelkdronik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
No Keglatan Ka. BUK K'?;lig'f‘;“::i;"é Operator SPM PPK KPPN Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 [Menerima Ringkasan Kontrak dari PPK / Ringkasan Kontrak 15 menit |Disposisi ke bagian
Penanggung Jawab Kegiatan Q keuangan
2 |Mendisposisi ke bagian keuangan ﬂ_ Ringkasan Kontrak 10 menit [Disposisi ke
—’E operator SPM
3 |Verifikasi data kontrak Ringkasan Kontrak 10 menit [ringkasan kontrak
Ej terverifikasi
4 [Merekam Kontrak di Aplikasi SAS Ringkasan Kontrak, 30 menit |Rekaman Kontrak di |* Jika kontrak baru
_.Ej fotokopi rekening dan Aplikasi SAS
NPWP *)
5 [Mencetak Register Kontrak, Kartu Pengawas Ringkasan kontrak 30 menit |Register Kontrak,
Kontrak dan Kartu Register Kontrak v keluaran aplikasi Kartu Pengawas
Ej Kontrak, dan kartu
register kontrak
6 |Menandatangani ringkasan kontrak keluaran Ringkasan kontrak 1x 24 jam [Register Kontrak,
aplikasi keluaran aplikasi Kartu Pengawas
:lj Kontrak, dan kartu
— register kontrak
7 [Menscan ringkasan kontrak keluaran aplikasi Ringkasan kontrak 5menit |Register Kontrak,
yang sudah ditandatangani rL keluaran aplikasi Kartu Pengawas
— Kontrak, dan kartu
register kontrak
8 [Menyampaikan ADK Kontrak Via Email ke KPPN Ringkasan Kontrak, 10 menit |ADK Kontrak * Jika kontrak baru
E"j Register Kontrak,
Karwas Kontrak, ADK
Kontrak, pendaftaran
data suplier *)
9 [Menerima dan Persetujuan ADK Kontrak dan Ringkasan Kontrak, 10 menit [Konsep pemantauan [* Jika kontrak baru
Menerbitkan No Can Kontrak ) 4 Register Kontrak, dan evaluasi sistem
Tidak / Karwas Kontrak, ADK dan prosedur
\ Kontrak, pendaftaran
data suplier *)
10 |Menatausahakan dan menyimpan persetujuan Ringkasan Kontrak, 2 x 24 jam|No CAN Kontrak
kontrak dari KPPN Register Kontrak,
Karwas Kontrak, ADK
Kontrak, aplikasi
OMSPAN
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Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengen ai:

a4 Sebagai acnan prosedur Penerbitan SKPP ( Surat K eferangan Penghentian
Pembayaran)

DISAHKAN OLEH

NIP. 196312171989031003

DASAR HUKUM
1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

NAMA SOP

RUANG LINGKUP

SOP Pengajuan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran { SKPP )
KUALIFIKASI PELAKSANA
. |[Memahami tentang Aturan K epegawaian

Pengajuan Penerbitan SKPP ( Surat Keterangan
Penghentian Pembayaran)

2. |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

. |[Memahami Tentang Aturan Keuangan

3.|UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PP No 15 Talmn 2019 Tentang Pemmbahan kedclapan belas atas peratnran
intsh no 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Neger Sipil

. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP No. 17 Tahun 2020 tenfang pernbahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Neger Sipil

th

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan publik

=N

Perpres No. 26 Tahnn 2007 tentang, Tunj 1 Strnktnral

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

i)

-

Perpres No 65 Talnn 2007 tentang Tunjangan Dosen

Memahami SOTK. Universitas Negeri Padang

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

o0

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

=)

Peratnran Menteri K enangan Nomor 190/PMK /05/2012 Tentang Tata Cara

10 |Pembay dalam rangka pelal Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara
11 |Permenristekdikti No 10 Tahnn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Keja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tabmn 2016 Tentang Statnta Universitas Negeri

12 i

Perdifjen Perbendaharaan Nomor Per-53/PB/2013 Tentang Pengclolaan Data
Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara

13

Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-2/PB/2018 Pelaksanaan Pembayaran Gaji
‘menggnnakan Database Gaji Terpusat
KETERKAITAN

14

—

. | SOP Pengajuan Gaji

. |Komputer/Laptop. Aplikasi GPP dan Printer

ALATANPERLENGKAPAN

. [Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantanan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan " BPP Belanja . Keterangan
BPP Gaji Fakultas Pegawai KaSubbag Non PNBP | Kabag Keuangan Ka. BUK KPPN Pegawai Kelengkapan Waktu Output
1 [BPP Gaji Fakultas Mengajukan SKPP Pegawai SKPP, SK Pensiun, SK | 5Menit [SKPP Beserta
Pensiun, SKPP Pegawai Pindah yang Telah di ‘ FJ Pemberhentian, SK Kelengkapannya
Tanda Tangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen ( Pindah
PPK)
2 |BPP Belanja Pegawai Mencek Pengajuan SKPP dan SKPP, SK Pensiun, SK | 15menit [Surat Pengantar, SKPP
Membuatkan Surat Pengantar untuk pengesahan Pemberhentian, SK Beserta
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara ( Pindah Kelengkapannya
KPPN )
3 |Kasubbag Non PNBP Memverifikasi SKPP dan Surat Pengantar, SKPP | 15menit [Kartu Kendali dan Bukti
Surat Pengantar SKPP Tidaj/\ Ya Beserta SPJ Beserta Semua
\/ Kelengkapannya Kelengkapannya
4 |Kabag Keuangan Memverifikasi SKPP dan Surat Ya Surat Pengantar, SKPP | 15menit [Surat Pengantar, SKPP
Pengantar SKPP Tidak Beserta Beserta
/ Kelengkapannya Kelengkapannya
5 |Ka BUK Memverifikasi SKPP dan menandatangani e Surat Pengantar, SKPP [ 15menit [Surat Pengantar, SKPP
Surat Pengantar SKPP 1idak/ Beserta Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya
6 |BPP Belanja Pegawai Mengantarkan SKPP ke y T Ya Surat Pengantar, SKPP | 1-2JAM (Surat Pengantar, SKPP
KPPN untuk di sahkan oleh KPPN Beserta Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya
7 |KPPN Padang Melakukan Pengesahan SKPP yang Surat Pengantar, SKPP |1 hari Kerja|SKPP yang telah
diajukan oleh satker Tictaki ] Beserta disahkan Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya
8 |BPP Belanja Pegawai Menerima SKPP yang Telah Ya SKPP yang telah 1-2JAM [SKPP yang telah
disahkan oleh KPPN disahkan Beserta disahkan Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya
9 |BPP Gaji Fakultas Menerima SKPP yang telah di SKPP yang telah 10 Menit |SKPP yang telah
sahkan oleh KPPN disahkan Beserta disahkan Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya
10 [Pegawai Menerima SKPP dari BPP Gaji SKPP yang telah 10Menit  [SKPP yang telah
:< ’ disahkan Beserta disahkan Beserta
Kelengkapannya Kelengkapannya




7. Tunjangan Profesi dan Kehormatan

,(ré RESe. NOMOR SOP 11.1.2.7
o9, a
(§ :.,‘ TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
ONE TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agl_lstus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

»_”i;_iz_:;' ==
Prof. Cangfri, P.hD

NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengen ai:

Scbagai acnan prosedur Pengajnan Tunjangan Profesi Dosen dan Tanjangan
K ¢hormatan Profesor

Pengajuan Tunjangan Profesi dan Tunjangan
Kehormatan Profesor

NAMA SOP

RUANG LINGKUP

KUALIFIKASI PELAKSANA

. |Memahami tentang Aturan Kepegawaian

Memahami Tentang Aturan Keuangan

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
. |[Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

1. [UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

2.|UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

3 |[UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen

4 |UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

PP no.41. Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan
K husus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor

PP No 15 Talmn 2019 Tentang Pernbahan kedelapan belas atas peratnran
‘pemerintah no 7 talmn 1977 tentang peraturan gaji Pegawai Negeri Sipil

PP No. 17 Talmn 2020 tentang peribaban atas PP No. 11 Tahmn 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil

Peratnran Menteri Kenangan Nomor 164/PMK 05/2010 Tentang Tata Cara

8 |Penyaluran Tunjangan Profesi Gurn dan Dosen, Tunjangan Khnsas Gurn dan
Dosen, serta Tonjangan Kehormatan Profesor

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peratnran Menteri Kenangan Nomor 190/PMK /05/2012 Tentang Tata Cara

11 |Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

12 [Permenristekdikti No 10 Talmn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Keja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tahun 2016 Tentang, Statnta Universitas Negeri
Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Talmn 2017
14 |Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan K chormatan
Profesor

Perdifjen Perbendaharaan Nomor Per-58/FB/2013 Tentang Pengelolaan Data
15 |Snpplier dan Data K ontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaman
Negara

16 [Perditjen Pajak Nomor Per-32/P1/2015 tenking Pajak Atas Penghasilan

Y FYCR Y pu

th

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan publik

=N

6 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

7 |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

0

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1.|SOP Usulan Tugas Belajar 1. [Komputer/Laptop, Aplikasi GPP, Aplikasi SAS dan Printer
2.|SOP Usulan Pengaktifan Kembali 2. |Jaringan Internet
3. |Kerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan

evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik pan scbagai dafa cl dan




lak Mutu Baku
q - BPP KaSubBag Non PNBP, . Petugas
Kegiatan BPP Gaji Bendahara | Operator Wakil Keterangan
E J Staf Keuangan | Belanja PPABP C Kabag Keuangandan | PPKRM PPSPM Pengantar KPPN Pegawai Kelengkapan Waktu Output B
Fakultas R Pengeluaran SPM Rektor Il
Pegawai Ka.BUK SPM
1 |BPP Gaji Fakultas Mengajukan Pembayaran Daftar Nominatif Pembayaran 5Menit |Bukti SPJ Beserta
Tunjangan Profesi Dosen dan Kehormatan ‘ J Tunjangan Profesi dan Kehormatan, SK Semua
Profesor yang telah disetujui PPK Fakultas dan Penerima Tunjangan Profesi dan Kelengkapannya
Kuasa Pengguna Anggaran Kehormatan, SPTJM, Pajak dan ADK
Rekening Terlampir, SK Tugas Belajar,
SK Pengaktifan Kembali
2 |Staf Keuangan Mengecek Kelengkapan Dokumen tidak va Daftar Nominatif Pembayaran B0 -60 MenitiBukti SPJ Beserta
SPJ yang diajukan BPP Gaji Fakultas, Kalau Tunjangan Profesi dan Kehormatan, SK Semua
Dokumen lengkap maka selanjutnya di serahkan Penerima Tunjangan Profesi dan Kelengkapannya
ke BPP belanja pegawai, kalau tidak lengkap maka Kehormatan, SPTIM, Pajak dan ADK
akan dikembalikan lagi ke BPP Fakultas Rekening Terlampir, SK Tugas Belajar,
SK Pengaktifan Kembali
3 |BPP Belanja Pegawai Mencek lagi SPJ dan /\ va Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua B0 -60 MenitKartu Kendali dan
Membuat Kartu Kendali Belanja Pegawai Tid kv Kelengkapannya Bukti SPJ Beserta
Semua
Kelengkapannya
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua B0 -60 MenitKartu Kendali dan
(PPABP) Meyetujui SPJ Tunjangan Profesi dan N\ " Kelengkapannya Bukti SPJ Beserta
Kehormatan dan Penandatangan Dokumen, kalau Tid| kv Semua
tidak disetujui dikembalikan ke Fakultas v Kelengkapannya
5 |Bendahara Pengeluaran Meyetujui SPJ Tunjangan /\ Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua B0 -60 MenitKartu Kendali dan
Profesi dan Kehormatan dan Penandatangan Tidhk Kelengkapannya Bukti SPJ Beserta
Dokumen, kalau tidak disetujui dikembalikan ke ! Semua
Fakultas Kelengkapannya
6 |Operator SPM Memproses/memverifikasi SPJ, Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua B0 -60 MeniSPM, SPP dan Rek
membuat SPM menggunakan Aplikasi Khusus dari Kelengkapannya, Aplikasi SAS Terlampir, Kartu
Kementerian Keuangan serta Mencetak SPM, Kendali dan Bukti
Lembar A (SPP) dan Daftar Lampiran Rekening SPJ Beserta Semua
Kelengkapannya
7 |KaSubBag Non PNBP, Kabag Keuangan dan Ka. \ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
BUK Melakukan Persetujuan SPJ dan melakukan Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Pengecekan SPM, SPP dan Daftar Lampiran Kendali dan Bukti
8 |PPK RM Melakukan Persetujuan SPJ dan Tida /\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
I
Penandatangan SPP \/ Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Kendali dan Bukti
SPJ Beserta Semua
Kelengkapannya
9 |Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar /\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
(PPSPM) Melakukan Persetujuan SPJ dan Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
menandatangani SPM, SPP dan Daftar Lampiran Tidhk Kendali dan Bukti
ya SPJ Beserta Semua
Kelengkapannya
0 [Wakil Rektor Il Melakukan Persetujuan atas SPJ SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
yang akan dibayarkan Tidak Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu
Kendali dan Bukti
SPJ Beserta Semua
Kelengkapannya
1 |Petugas Pengantar SPM memproses dan va SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, 1-2jam [SP2D
Mengantar SPM ke KPPN ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
| Satker)
2 [KPPN Melakukan Validasi SPM dan Menerbitkan | SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, 1-2 Hari |SP2D
SP2D jika SPM di setujui, Akan dikembalikan ke - ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
Satker apabila ada penolakan dari KPPN Tidak Satker)
3 [Pegawai Akan Menerima Transfer Dana langsung | va
ke rekening Masing-masing apabila SPM di setujui D
oleh KPPN
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Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengen ai:

a4 Sebagai acuan prosedur Pengajuan Uang Makan PNS

DASAR HUKUM
1. |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

NAMA SOP
RUANG LINGKUP

Pengajuan Uang Makan

KUALIFIKASI PELAKSANA
1. |[Memahami tentang Aturan Kepegawaian

2. |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara

2. |[Memahami Tentang Aturan Keuangan

3.|UU no 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

3. |[Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PP No. 17 Tahun 2020 tenfang pernbahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang
' |Manajemen Pegawai Negeri Sipil

4. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
(Business Process)

5 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan publik

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

6 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peratmran Menteri Kenangan Nomor 190/PME /0572012 Tentang Tata Cara

7 |Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara

7 |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

8 |Permenristekdikti No 10 Tahmn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tahnn 2016 Tentang Statnta Universitas Negeri
Padang

Peratnran Menteri K enangan Nomor 72 /PMK .05/2016 Tentang Uang Makan

10 Aparatnr Sipil Negara

Peraturan Menteri Kenangan no. 78 / PMK.05/Tahun 2019 Tentang Standar

11 .
Biaya Masukan Tahun 2020

Perdifjen Perbendaharaan Nomor Per-53/PB/2013 Tentang Pengclolaan Data
Supplier dan Data Kontrak Dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara

Perdirjen Pajak Nomor Per-32/PJ/2015 tentang Pajak Atas Penghasilan

ALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop. Aplikasi GPP, Aplikasi SAS dan Printer

2. |Jaringan Internet

RINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat betjalan dengan baik

3. |Kerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
Kegiatan BPP Gaji BPP_ Bendahara KaSubBag Non PNBP, Wakil Petugas . Keterangan
Fakultas Staf Keuangan Belanja. PPABP Pengeluaran Operator SPM Kabag Keuzngan PPKRM | PPSPM Rektor I [Pengantar SPM KPPN Pegawai Kelengkapan Waktu Output
Pegawai
1 [BPP Gaji Fakultas Mengajukan Uang Makan yang Amprah Uang Makan,SPTIM, Pajak dan | 5Menit |Bukti SP) Beserta Semua
telah disetujui PPK Fakultas < ) _J' Rekap Absensi dan ADK Uang Makan Kelengkapannya
2 |Staf Keuangan Mengecek Kelengkapan Dokumen i al{ a Amprah Uang Makan,SPTJM, Pajak, 0- 60 Meni{Bukti SP) Beserta Semua
SPJ yang diajukan BPP Gaji Fakultas, Kalau Rekap Absensi dan ADK Uang Makan Kelengkapannya
Dokumen lengkap maka selanjutnya di serahkan l
ke BPP belanja pegawai, kalau tidak lengkap maka
akan dikembalikan lagi ke BPP Fakultas
3 [BPP Belanja Pegawai Mencek lagi SPJ dan va Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 0- 60 Meni{Kartu Kendali dan Bukti
Membuat Kartu Kendali Belanja Pegawai Ti Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
Kelengkapannya
4 [Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 0- 60 Meni{Kartu Kendali dan Bukti
(PPABP) Meyetujui SPJ Uang Makan dan 7\ e Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
Penandatangan Dokumen, kalau tidak disetujui Tidakv Kelengkapannya
dikembalikan ke Fakultas
5 |Bendahara Pengeluaran Meyetujui SPJ Uang /\ " Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 0- 60 Meni{Kartu Kendali dan Bukti
Makan dan Penandatangan Dokumen, kalau tidak T k\/ Kelengkapannya SPJ Beserta Semua
disetujui dikembalikan ke Fakultas Kelengkapannya
6 |Operator SPM Memproses/memverifikasi SPJ, Kartu Kendali, Bukti SPJ dan Semua 0 - 60 Meni|SPM, SPP dan Rek
membuat SPM menggunakan Aplikasi Khusus dari [ Kelengkapannya, Aplikasi SAS Terlampir, Kartu Kendali
Kementerian Keuangan serta Mencetak SPM, dan Bukti SPJ Beserta
Lembar A (SPP) dan Daftar Lampiran Rekening Semua Kelengkapannya
7 |KaSubBag Non PNBP, Kabag Keuangan dan Ka. /\ SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam [SPM, SPP dan Rek
BUK Melakukan Persetujuan SPJ dan melakukan Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu Kendali
Pengecekan SPM, SPP dan Daftar Lampiran Tidak \ dan Bukti SPJ Beserta
8 [PPKRM Melakukan Persetujuan SPJ dan Tid k/\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam  [SPM, SPP dan Rek
Penandatangan SPP Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu Kendali
dan Bukti SPJ Beserta
9 [Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar " SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam  [SPM, SPP dan Rek
(PPSPM) Melakukan Persetujuan SPJ dan <> Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu Kendali
menandatangani SPM, SPP dan Daftar Lampiran Tidpk _| dan Bukti SPJ Beserta
0 |Wakil Rektor Il Melakukan Persetujuan atas SPJ /\ va SPM, SPP, Rek Terlampir,Kartu Kendali, | 1-2jam  [SPM, SPP dan Rek
yang akan dibayarkan - Bukti SPJ dan Semua Kelengkapannya Terlampir, Kartu Kendali
Tids dan Bukti SPJ Beserta
1 |Petugas Pengantar SPM memproses dan va SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, | 1-3jam [SP2D
Mengantar SPM ke KPPN — ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
Satker)
2 |KPPN Melakukan Validasi SPM dan Menerbitkan / SPM, SPP, Rek Terlampir dan Bukti SPJ, | 1-2hari [SP2D
SP2D jika SPM di setujui, Akan dikembalikan ke > ADK SPM, KIPS( Kartu Identitas Petugas
Satker apabila ada penolakan dari KPPN Tidak \ Satker)
3 |Pegawai Akan Menerima Transfer Dana langsung va
ke rekening Masing-masing apabila SPM di setujui
oleh KPPN
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TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengen ai:
a Sebagai acuan prosedur Pencairan Dana UP/GUP
NAMA SOP Pencairan Dana UP/GUP

RUANG LINGKUP

KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 1. |Memahami tentang aturan keuangan

2 |UU No.1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana : -

(Business Process) 3. |Mengetabni ingas dan fangsi Sistem dan Prosednr

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peratnran Menteri K enangan Nomor 190/PMK /05/2012 Tentang Tata Cara

5 |Pembay dalam rangka pelal Anggaran Pendapatan dan Belanja 5 |[Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Negara

w

'

4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan kmalitas pelayanan publik

6 |Permenristekdikti No 10 Tahmn 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UNP

Permenristekdikti No. 67 Tabmn 2016 Tentang Statnta Universitas Negeri
Padang

§ |PMEK No.78 Tabnn 2019 tentang Standar Biaya Masukan Talmn 2020
Perdirjen Perbendaharaan Nomor Per-58/PB/2013 tentang Pengelolaan Data

9 |Suplier dan Data K ontrak dalam Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara

10 |Perdifjen Pajak Nomor Per-32/P172015 tentang Pajak Atas Penghasilan

ALATANPERLENGKAPAN

1. 1. |Komputer/Laptop, Aplikasi SAS dan Printer

2. [Jaringan Internet

3. |Kertas

E RINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantanan dan

evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik [Disimpan sebagai data el dan mal




Mutu Baku

Kasubag Non
No Kegiatan BPP Belanja | Bendahara | Operator Wakil Rektor | Pengantar Keterangan
g Unit/Fak ! P PNBP /Kabag. | PPK PPSPM 8 KPPN Kelengkapan Waktu Output g
Barang Pengeluaran SPM ] SPM
Keuangan
1 [Menyerahkan dokumen RAB/SPJ UP / Kuitansi 15 menit |Kuitansi UP
GUP dari Unit / Fak yang telah di ‘ }
setujui PPK
2 |Menerima danMencek RAB/SPJ dan SPTB, SPBY, SSP, DRPP | 3-4jam |Dokumen UP dan
membuat kartu kendali UP/GUP kelengkapannya
3 |Verifikasi dan Persetujuan UP/GUP SPTB, SPBY, SSP, DRPP, | 1-3jam |Dokumen UP
! / N\ ¥ ) ! ome!
\/ dan kartu kendali disetujui
tidak|
4 |Membuat SPP dan SPM SPTB, SPBY, SSP, DRPP, | 1s.d 3 jam [Dokumen UP
dan kartu kendali disetujui, SPP, dan
SPM
5 |Persetujuan SPJ UP/GUP dan verifikasi ya SPTB, SPBY, SSP, DRPP, [ 1s.d 3 jam |Dokumen UP
SPP dan SPM / kartu kendali, SPM, terverifikasi
tidak [N\ | dan SPP
y
6 |[Persetujuan SPJ UP/GUP dan a SPTB, SPBY, SSP, DRPP, | 1s.d 3jam [Dokumen UP
penandatangan SPP va kartu kendali, SPM, terverifikasi
tid dan SPP
7 |Persetujuan SPJ UP/GUP dan /\ SPTB, SPBY, SSP, DRPP, | 1s.d 3 jam [Dokumen UP
penandatangan SPM kartu kendali, SPM, terverifikasi
tid dan SPP
8 |Persetujuan SPJ UP/GUP X2 SPTB, SPBY, SSP, DRPP, | 1s5.d 3 jam |Dokumen UP
/\ kartu kendali, SPM, terverifikasi
tidak \/ dan SPP
9 [Mengantar SPM UP/GUP ke KPPN '—I ADK dan SPM 1s.d 3jam [tanda terima dari
KPPN
_| B
10 |Menerima SPM UP/GUP Satker dan /" ADK dan SPM 1s.d 3jam [ADK dan SPM
memverifikasi keakuratan data
tida.
11 [Menerbitkan SP2D Y ADK dan SPM 1-2hari |SP2D
12 |Menerbitkan cek Dokumen format cek, | 30 menit |lembarcek
| SP2D
13 [Menerima, mencairkan cek dan = lembar cek 60 menit |Uang tunai dan kartu
mendistribusikan pencairan SPJ kredit pemerintah
]
enerima Dana/ Pembayaran dari uitansi menit [Uang tunai dan kartu
14 (M ima Dana/ Pemb dari BPP Kui i 60 it (U i dan k.
kredit pemerintah




C. Subbagian Akuntansi dan Pelaporan

1. E-Rekon
NOMOR SOP 11.1.3.1
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH sonsRektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG R

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003
NAMA SOP e- Rekonsiliasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
1. [Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, | 1. |Mampu mengoperasikan Aplikasi e-Rekon
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

- Peraturan Menteri K euangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang -
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1617) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
215/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 213/PMK.05./2013 tentang Sistem Akuntansi dan
Pelaporan K euangan Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 2137);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 104/PMK.
05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Penyusunan Laporan
Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan K ementerian
Negara/Lembaga

2. |Mampu mengoperasikan Aplikasi SAIBA

3. [Memahami peraturan terkait Akuntansi

4. |Pernah mengikuti Diklat Akuntansi Pemerintahan

KETERKAITAN
1. [Kementerian Ristek Dikti 1. [Komputer/Laptop
2. |KPPN Padang 2. |Jaringan Intemet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan
baik




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Bagian
No Kegiatan VeraKPPN Operator SAIBA Operator SIMAK- Keuang'fm dan Kepala.l Kepala iro Umum Rektor Kelengkapan Waktu Output Keterangan
BMN Subbagian Akuntansi | dan Keuangan
dan Pelaporan
1 |Mengumpulkan data realisasi belanja dan Aplikasi SAS, Om-Span, 2880 menit Terkumpulnya data
pendapatan dari aplikasi SAS, Om-Span, Simponi, Simponi, Laptop,
SIMAK-BMN, data akrual dari Bendahara - jaringan intemet, dan
Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara data dukung lainnya
Penerimaan, Pengelola Sewa dil
2 |Input data dari aplikasi SAS, Om-Span, Simponi, Data yang sudah 120 menit Terinputnya data
SIMAK-BMN, data akrual dari Bendahara 'LL terinput pada Aplikasi
Pengeluaran, Bendahara Gaji, Bendahara E_r SAIBA
Penerimaan, Pengelola Sewa dil
3 [Rekonsiliasi Internal Aplikasi SAIBA, Aplikasi|180 menit Berita Acara
SIMAK-BMN, Rekonsiliasi Internal
| |<——DI | Laptop,Jaringan, internet yang belum
diverifikasi
4 |Verifikasi dan Penandatanganan Berita Acara Nerca SAIBA, Neraca |30 menit Berita Acara
Rekonsiliasi Internal SIMAK-BMN Rekonsiliasi Internal
yang belum
ditandatangani
5 |Menandatangani Berita Acara Rekosiliasi Intemal Hardcopy Berita Acara |60 menit Berita Acara
Rekonsiliasi Rekonsiliasi Internal
:II I yang telah
ditandatangani
6 |Rekonsiliasi Eksternal | Aplikasi SAIBA, 2880 menit Berita Acara
Laptop,Jaringan, internet Rekonsiliasi eksternal
D— FI yang belum
ditandatangani
7 |Verifikasi Berita Acara Rekonsiliasi Eksternal v Aplikasi e-Rekon, 15 menit Berita Acara
Aplikasi SAIBA, Rekonsiliasi eksternal
Lapotop, Jaringan, yang belum
Internet ditandatangani
8  [Tandatangan elektronik hasil rekonsiliasi Laptop, Jaringan, 10 menit Berita Acara
A 4 internet, Aplikasi e- Rekonsiliasi eksternal
Ej Rekon yang telah
ditandatangani
9  |Mendownload hasil rekon Laptop, Jaringan, 10 menit Berita Acara
internet Rekonsiliasi
.< Eksternal dan Internal




2. Laporan Realisasi Anggaran

NOMOR SOP 11.1.3.2

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH . Rektor,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG —

Prof. Ganefri, P.hD

NIP. 196312171989031003

NAMA SOP Pembuatan Laporan Serapan Anggaran

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKS!/

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

1. 1. |Mampu mengoperasikan Microsoft Exel
Negara Republik Indonesia Nomor 4355)

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
104/PMK. 05/2017 tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam
2. |Penyusunan Laporan Keuangan Lingkup Bendahara
Umum Negara dan Kementerian Negara/Lembaga

TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [BPAKHM UNP 1. [Komputer/Laptop
2. |Stakeholder 2. |Jaringan Internet

PERINGATAN AN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka
pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur |Disimpan sebagai data elektronik dan manual
tidak dapat berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kepala Biro
No Kegiatan Staf Akuntansi Subbagian Kepala Bagian P Keterangan
R Umum dan Kelengkapan Waktu Output
dan Pelaporan | Akuntansi dan Keuangan
Keuangan
Pelaporan
1 Menghimpun data awal Output SAIBA dari 30 menit [Terkumpulnya data
seluruh DIPA, komputer, yang dibutuhkan
2 Menyusun laporan alokasi dan realisasi Output SAIBA dari 90 menit [Softcopy Draft
belanja gabungan seluruh DIPA E‘j seluruh DIPA, komputer Laporan realisasi
3 Mencetak laporan alokasi dan realisasi Komputer, printer 15 menit Hardcopy Draft
belanja gabungan seluruh DIPA i Laporan realisasi
4 Menyampaikan laporan alokasi dan Draft Laporan realisasi |30 menit [Hardcopy Laporan
realisasi gabungan seluruh DIPA untuk realisasi
diperiksa s
5 Menyampaikan laporan alokasi dan Laporan realisasi yang |15 menit |Hardcopy Laporan
realisasi gabungan seluruh DIPA untuk telah diverifikasi realisasi yang sudah
diparaf > diverifikasi
Menyampaikan laporan alokasi dan Laporan realisasi yang |15 menit |Hardcopy Laporan
realisasi gabungan seluruh DIPA untuk S telah ditandatangani realisasi yang sudah
ditandatangani | ditandangani
6 Mengirim laporan alokasi dan realisasi Laporan realisasi telah |30 menit |Hardcopy Laporan

belanja gabungan seluruh DIPA pada
pimpinan dan BAPSI

terkirim

realisasi yang sudah
terkirim




3. Pelaporan Saldo Rekening
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355)

NOMOR SOP 11.1.3.3
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVIST 5 Maret 2021 (Revisi 2)

TGL. EFEKTIF

|30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH:"( )

Rektor,

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP

Penyusunan Laporan Keuangan

Semesteran dan Tahunan
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |Mampu mengoperasikan microsoft exel

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.05/2017
tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup
Kementerian Negara/L embaga
KETERKAITAN

1. |Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Laptop

. |KPPN Padang

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan
dengan baik

Jaringan Internet

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kepala K la Bi
No Kegiatan Staf Akuntansi Subbagian Kepala Bagian epala Biro Keterangan
. Umum dan Kelengkapan Waktu Output
dan Pelaporan | Akuntansi dan Keuangan
Keuangan
Pelaporan
1 Mengumpulkan rekening koran dari Rekeing koran, 120 menit [Terkumpulnya data
Bendahara Penerimaan dan Pihak komputer, jaringan, yang dibutuhkan
Bank internet
2 Menyusun laporan saldo rekening Rekeing koran, 30 menit [Softcopy Draft
sesuai format Kementerian L komputer Laporan saldo
Keuangan rekeking
11
3 Mencetak laporan saldo rekening Komputer, printer 15 menit [Hardcopy Draft
sesuai format Kementerian Laporan saldo
Keuangan rekeking
4 Menyampaikan laporan saldo Draft Laporan saldo 30 menit [Hardcopy Laporan
rekening sesuai format Kementerian rekeking saldo rekeking
Keuangan untuk diperiksa
5 Menyampaikan laporan saldo Laporan saldo rekening |15 menit |Hardcopy Laporan
rekening sesuai format Kementerian yang telah diverifikasi saldo rekeking yang
Keuangan untuk diparaf | sudah diverifikasi
6 Menyampaikan laporan saldo v Laporan saldo rekening |15 menit [Hardcopy Laporan
rekening sesuai format Kementerian yang telah saldo rekeking yang
Keuangan untuk ditandatangani ditandatangani sudah ditandangani
7 Menginput laporan saldo rekening Laporan saldo rekening, |30 menit |Laporan saldo
pada Aplikasi SIPUR Kemenristek aplikasi SIPUR, rekening telah terinput
Dikti komputer, jaringan,
internet
8 Scan rekening koran dan deposito Rekeing koran, mesin 90 menit |[Rekening koran yang
scan, aplikasi SIPUR, telah terscan
komputer
9 Upload softcopy rekeing koran dan Sofycopy Laporan Saldo (15 menit [Laporan saldo
deposito ke aplikasi SIPUR Rekeing, softcopy rekening dan softcopy
Rekeing koran, aplikasi rekening koran telah
SIPUR, komputer, terupload
jaringan, internet
10 [Mengirim laporan saldo rekening Laporan saldo rekening |60 menit [Hardcopy Laporan
sesuai format Kementerian telah terkirim saldo rekeking yang
Keuangan pada KPPN b sudah terkirim




4. Pembuatan Surat Keluar Aklap

o NOMOR SOP 11.1.3.4
/‘g NEG}\
P N TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
& %» TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
‘F% ; TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
o DISAHKAN OLEH
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG o
Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003
NAMA SOP Surat Keluar Subag Aklap

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
" |Tatalaksana (Business Process)

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
" |Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

[}

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi
3. |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 3. |Memahami peraturan ferkait pelayanan publik
Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi
4. [Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evalnasi Kinerja | 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelayanan publik
Penyelenggara Pelayanan Publik
5. [Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 5
Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
6. |59 Talmn 2016 tentang Pelayanan Pubhk di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

. |[Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
" |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. 1. |Komputer/Laptop
2 2. |Jaringan Internet

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Disimpan sebagal data elekironik dan manual
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan
dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Kepala Biro
No Kegiatan Staf Akuntansi Subbagian Kepala Bagian P Keterangan
. Umum dan Kelengkapan Waktu Output
dan Pelaporan | Akuntansi dan Keuangan
Keuangan
Pelaporan
1 Menghimpun data dasar pembuatan surat Lampiran surat, 10 menit [Terkumpulnya data
keluar komputer yang dibutuhkan
2 Membuat draft surat keluar Komputer 15 menit |Softcopy Draft surat
%V
3 Mencetak draft surat keluar Komputer, printer 5 menit |Hardcopy Draft surat
4 Menyampaikan surat untuk diperiksa Draft surat 10 menit [Hardcopy surat
5 Menyampaikan surat untuk diparaf Surat 10 menit |Hardcopysurat yang
sudah diverifikasi
Menyampaikan surat untuk ditandatangani Surat 10 menit |Hardcopysurat yang
E: sudah ditandangani
6 Mengirim surat pada alamat yang dituju buku ekspedisi, surat 30 menit |Hardcopy surat yang
sudah terkirim




5. Pengesahan

DASAR HUKUM

—— NOMOR SOP 11.1.3.5
P
%«\* 2N TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
i{%- 'g\ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
) 2/ TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
2 5
Nones DISAHKAN OLEH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN
UNIVERSITAS NEGERIPADANG

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan L embaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286).

NAMA SOP

BLU
KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |Menguasai M S Office

[39)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4301).

[39)

Mengetahui dan memahami DIPA/RKA K/L

Undang-Undang Republik hdonesia Nomor 1 Tahun 2004 Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan I.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355).

3 |Memahamiragam dan substansi kegiatan keuangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi (L.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 158, Tambahan 1.embaran Negara Republik Indonesia Nomor
5336).

Peraturan Pemermiah Repubhk Indonesia Nomor 23 Tahun 2005
Tentang Pengelolaan Kenangan Badan 1. ayanan Umum (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 53
Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusnnan Standar Pelayanan Minimum
Bagi Pergnman Tinggi Negeri Yang Menerapkan Pengelolaan Kenangan
Badan Layanan Umnm.

Peraturan Menteri K enangan Republik lndonesia Nomor PMK -
92/PME_05/2011 Tentang Rencana Bisnis Dan Anggaran Serta
Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umnm.

TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [KPPN Padang 1. [Komputer/L aptop
2. [SAIBA UNP 2. |ATK

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

SOP Pengesahan Pendapatan dan Belanja

Disimpan scbagai data elektronik dan manmal
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan

dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
Rektor, Wakil
Bendahara Kepala Rektor Il dan
No Kegiatan Penerimaan dan Subbagian Kepala Bagian Kepala Keterangan
e Staf Aklap g‘ P 8 Kepala Biro KPPN p Kelengkapan Waktu Output g
Bendahara Akuntansi dan Keuangan Umum dan Subbagian BMN
Pengeluaran Pelaporan
Keuangan
1 Menghimpun, mengelompokkan data Komputer, Jaringan, 840 menit |Terkumpulnya data
pendapatan dan belanja internet, SPTB, Slip dukung
Pengembalian, Rekening
koran
2 Rekonsiliasi internal file konsep realisasi dan |90 menit |Data Belanja dan
pendapatan, komputer, pendapatan yang
I I"_'I I printer sudah direkon
3 Membuat lembaran realisasi dan Data rekapitulasi 60 Dokumen realisasi
pendapatan yang telah direkonsiliasi realisasi dan pendapatan dan pendapatan
I I belum sesuai RKAKL
4 Memproses data pendapatan dan hardcopy dan softcopy |60 menit [Dokumen realisasi
belanja menjadi data realisasi Belanja data realisasi dan dan pendapatan
dan Pendapatan BLU belanja sudah sesuai RKAKL
5 Membuat SP3B dan SPTJ BLU hardcopy data realisasi 120 menit (Dukumen SP3B dan
k dan pendapatan, SPTJ BLU yang
komputer, aplikasi SAS belum diverifikasi
|:_r puter. ap
6 Melakukan verifikasi hardcopy SP3B dan 60 menit |Dukumen SP3B dan
SPTJ BLU SPTJ BLU yang
belum ditandatangani
7 Melakukan Validasi hardcopy SP3B dan 1440 |menit |Dukumen SP3B dan
SPTJ BLU dan lampiran SPTJ BLU yang
| I data realisasi belanja sudah ditandatangani
dan pendapatan
8 Mengirimkan ke KPPN hardcopy SP3B dan 1440 |menit |Dukumen SP3B dan
SPTJ BLU yang telah SPTJ BLU yang
ditandatangani dan sudah ditandatangani
E_l‘ datang o 9
lampiran data realisasi
belanja dan pendapatan
9 SP2B Pengesahan diterbitkan hardcopy dan softcopy (1440 |menit [Dokumen SP2B BLU
I I SP2B
10 |Membuat daftar Belanja Modal dan T SP2B Pengesahan, 90 menit |Daftar Belanja Modal
Belanja Persediaan yang telah Kuitansi dan SPTB dan Belanja
disahkan I" Belanja Persediaan Persediaan yang
telah disahkan yang
belum diverifikasi
11 |Melakukan Verifikasi Daftar Belanja Daftar Belanja Modal 30 menit |Daftar Belanja Modal
Modal dan Belanja Persediaan yang dan Belanja Persediaan dan Belanja
telah disahkan yang telah disahkan Persediaan yang
telah disahkan yang
telah diverifikasi
12 |Menyerahkan daftar Daftar Belanja Daftar Belanja Modal 15 menit (Daftar Belanja Modal

Modal dan Belanja Persediaan yang
telah disahkan

dan Belanja Persediaan
yang telah disahkan
yang sudah diverifikasi

dan Belanja
Persediaan telah
diserahkan




6. Penyusunan Laporan Keuangan
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

DASAR HUKUM

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan
" |Negara

NOMOR SOP 11.1.3.6

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan
Tahunan

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memiliki komptensi dibidang akuntansi

NAMA SOP

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang APBN Tahun
" |2014

(]

Pendidikan dan Pelatihan SAIBA (Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual)

(5]

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
" [Negara

Memahami DIPA dan RKA K/L

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.06/2007
4. |tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013
tentang Pedoman Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan
" |Laporan Keuangan Lingkup Bendahara Umum Negara dan
Kementerian

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Negara/Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan nomor 270/PMK.05/2014
7. |tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Pusat

ATAN/PERLENGKAPAN

1 |Sub Bagian BMN Universitas Negeri Padang 1 |DIPA

2 |Eselon | Kementerian Ristek Dikti 2 |RKAK/L

3 |Kementerian Keuangan 3 |SP2D

4 |Inspektorat Kementerian Ristek Dikti 4 |SP2B

5 |Dewan Pengawas UNP 5 |SPM

6 |SPIUNP 6 |Rekening Koran
7 |LPJ Bendahara
8 |Rincian Saldo Kas
8 |BA Stock Opaname
9 |BA Cash Opaname

—
(=]

BA Rekonsiliasi SIMAK — SAK

—
—

BAR KPKNL

12 |Perhitungan Piutang dan Cadangan Kerugian Piutang

13 |Mutasi Dana Titipan

14 |Mutasi Aset

15 [Mutasi Persediaan

16 |Perhitungan Akrual : belanja dibayar dimuka, belanja yang masih harus dibayar

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan
dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Disimpan sebagai data elektronik dan manmal




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Rektor, Wakil
No Kegiatan Penyusun Subbpa ian Kepala Bagian Rektor Il dan Keterangan
. Staf Aklap Laporan g- o . Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output =
Akuntansi dan Keuangan
Keuangan Umum dan
Pelaporan
Keuangan
1 Menghimpun data awal Neraca, LRA, LO, LPE, (120 menit [Terkumpulnya data
Ekuitas , Laporan dukung
SIMAK-BMN dan data
dukung lainnya
2 Membuat draft CALK pada format Laptop,Jaringan, internet (1440 [menit |Tersusunya
yang telah diatur dengan tambahan ‘LL dan data dukung
informasi penting lainnya | "
3 Mencetak konsep CALK File konsep CALK, 30 menit [Tercetaknya konsep
f' laptop, printer, kertas CALK
4 Memeriksa konsep CALK beserta Hardcopy CALK 120 menit |Terkoreksinya draft
data dukungnya ‘ ' CALK
5 Mencetak Laporan CALK final (yang | laptop, printer, kertas 30 menit [Tercetaknya Laporan
telah diperiksa) CALK final
:_I‘
6 Menyampaikan Laporan Keuangan Laporan CALK 1440 |menit |Laporan Keuangan
untuk dimintai paraf dan tandatangan ,:— I telah ditandatangani
7 Menduplikasi Laporan keuangan Laporan Keuangan 180 menit [Duplikat Laporan
Keuangan
I I
8 Mengirimkan Laporan Keuangan ke Hardcopy, softcopy 30 menit |Terkirimnya laporan
Kemenristekdikti, DJPB, PK-BLU, Laporan keuangan, keuangan
SPI, Dewas laptop, jaringan internet




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN KEPEGAWAIAN

A. Subbagian Pendidik

1. Prosedur Kenaikan Jabatan Assisten Ahli dan Lektor

NOMOR SOP 11211

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)

\
= ‘g\, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
IS
= UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,

333
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a Sebagai acuan prosedur pengajuan Kenaikan Jabatan secara resmi
Asisten Ahli dan Lektor

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan kenaikan jabatan

c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan kenaikan jabatan untuk tenaga pengajar (dosen)
Asisten Ahli dan Lektor

NAMA SOP Usulan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan Lektor

RUANG LINGKUP

1 bulan kerja SOP Sidang K enaikan Jabatan Asisten Ahli dan1ektor
Sidang Penilaian Angka Kredit Tingkat Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |UU RINo. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 1. {Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

2. Dosen: 2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan Lektor
3 l;in(hl:!-gqmtmgkeplﬂiiklmhmaNmmrllTaHmZOIZtenmngPemh(h}m 3 hammi Tentang Terkait Pela Publik
4 Peratnran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahmn 2009 tenfang 4 Memahami Tentang Penggnnaan Komputer dan Aplikasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan A paratur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
" 12013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan A paratur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peratnran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.
" [No.44 Tahun 2015 tentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24
" |Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan
angka kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92
8. |Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pengusulan Kenaikan Jabatan

Asisten Ahli dan Lektor tidak dapat berjalan dengan baik Disimpan scbagai data elektronik dan mamal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kenala Biro Kelengkapan Waktu Output
No Kegiatan X P . Tim Penilai Syarat Pengajuan Kenaikan Jabatan Asisten Ahli dan
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Aneka Kredit Lektor
Keuangan .
1 |Fakultas mengajukan usulan kenaikan Berkas kenaikan Pangkat | 1 hari 1. Surat Pengantar Dari Fakultas
jabatan/Pangkat untuk asisten ahli dan lektor Asisten Ahli dan Lektor 2. Lembar Penilaian Dari Fakultas
3. Berita Acara Senat Dan Daftar Hadir Sidang Senat
4. Dupak
2 |Memberikan pertimbangan administrasi usulan Berkas kenaikan Pangkat | 1 hari 5. Tanda Tangan Dekan Pada Dupak
kenaikan jab/pang untuk Asisten Ahli dan lektor Asisten Ahli dan Lektor 6. Bukti Pelaksanaan Pendidikan
untuk diperiksa tim PJA Universitas 7. Bukti Pelaksanaan Penelitian
8. Bukti Pelaksanaan Pengabdian
3 |Menerima dan memeriksa administrasi usulan Tidak Ya Berkas kenaikan Pangkat | 1hari |Berkas kenaikan PJA 9. Bukti Pelaksanaan Penunjang
kenaikan jab/pang untuk Asisten Ahli dan lektor Asisten Ahli dan Lektor Asisten Ahli dan Lektor 16 Fotocopy ljazah Terakhir
untuk diperiksa tim PJA Universitas 11‘ Fotocopy Sk Jabatan Terakhir
4 |Tim PJA Universitas memeriksa dan menilai berkas Berkas kenaikan PJA 120 Menit [Hasil Sidang PJA Asisten |12. Fotocopy Sk Pangkat Terakhir
kenaikan jab. / pangkat 4 Asisten Ahli dan Lektor Ahli dan Lektor
Tolg
5 |Membuatan Draft SK Jabatan Asisten Ahli dan ) | Hasil Sidang PJA Asisten | 1 Hari
Lektor Tidak ’DlsetUjUI Ahli dan Lektor dan
N pembuatan SK
Mengkoreksi draft SK Asisten Ahli dan Lektor Hasil Sidang PJA Asisten 1 Hari
Yh / Ya \, Ahli dan Lektor dan
- pembuatan SK
6 |Menandatangani dan menerbitkan SK jabatan Hasil Sidang PJA Asisten | 1 minggu [SK Asisten Ahli dan
Asisten Ahli dan Lektor Ahli dan Lektor Lektor
7 [Menerima SK Fungsional Asisten Ahli dan Lektor SK Asisten Ahlidan Lektor| 1 Hari |SK Asisten Ahlidan
yang sudah ditandatangani rektor Lektor
8 |Mengirimkan SK fungsional Asisten Ahli dan Lektor Y SK Asisten Ahli dan Lektor

ke fakultas




2. Usulan Pengangkatan Dosen Luar biasa

NOMOR SOP 11.2.12
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
j— TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
S
&) 2,  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
iy [
'%;c /s  UNIVERSITAS NEGERIPADANG DISAHKAN OLEH
X uUny. pr
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Sebagai acuan pengangkatan dosen luar biasa
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengangkatan dosen luar biasa
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan pengangkatan dosen luar biasa
NAMA SOP Usulan Pengangkatan Dosen Luar biasa

RUANG LINGKUP
1 Minggn Kerja SOP usulan pengangkatan dosen Inar biasa

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
_ 2 2 i
1 gcrf;;:ﬁkanU;{i:Tfn];I Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Undang — Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi

[+]

2. [Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Pengangkatan dossen luar biasa

Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 talmn 2010 teniang
Pengelolaan dan Penyclenggaraan Pendidikan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI 4 Mcmaham Tenlang Penggunaan Kompuler dan Aplikasi
Nomor 66 tahun 2010 )
Undang-Undang No. 14 Talun 2005 tentang Gurn dan Dosen

Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

3. |Memahami Tentang Py Terkait Pelay Pobhik

'

th

(=]

=Y

o

TERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [Dosen 1. [Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. [Jaringan Internet

3. |Kerlas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pengangkatan dosen luar

biasa tidak dapat berjalan dengan baik pan sobagai data el dan




Pelak Mutu Baku Keterangan
) Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
No Kegiatan . . . A
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il |  Umum dan Kepegawaian Syarat Pengajuan Dosen Luar Biasa
Keuangan

1 [Fakultas Mengajukan permohonan Berkas usulan dosen 1 hari 1. Surat Lamaran;

usulan dosen Luar Biasa 3 Tidak luar biasa 2.ljazah S1,S2 dan S3;

- 3. Transkip Nilai S1, S2 dan S3;
4. KTP;

2 |Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan dosen 1 hari 5. Photo;

dosen luar biasa I-- luar biasa
3 |Memeriksa berkas usulan dosen luar ) Berkas usulan dosen 1hari |konsep SK dosen luar biasa

biasa luar biasa

Ya
4 |membuat draft SK dosen luar biasa konsep SK dosen luar 1 hari
biasa
5 |Mengkoreksi draft SK dosen luar biasa % konsep SK dosen luar 1 hari
a
I Ya <>: < biasa
6 |menandatangani SK dosen luar biasa i SK dosen luar biasa 1 minggu |SK dosen luar biasa
N ) Tidak
Y

7 |Menerima SK dosen luar biasa yang SK dosen luar biasa 1 hari

sudah ditandatangani untuk di

arsipkan dan mengirimkan ke fakultas
8 [SK diterima fakultas SK dosen luar biasa




3. Usulan Pindah Homebase External dan Internal

NOMOR SOP 11213
TGL. PEMBUATAN 22 Apustus 2019
I TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
‘:{’g NEG‘%}\
;;{;”\ 3 KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
| =}
% /s UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
N2 ST
e j; 11
HER
Prof. Ganefri, PhD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP.196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Scbagai acuan usulan homebase
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan homebase
khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan homebase untuk tenaga pengajar (dosen)
NAMA SOP Usulan pindah homebase external dan internal

RUANG LINGKUP
S0P usulan homebase untuk Tenapa Pengajar (Dosen)

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor § Tahun 2014 tentang ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

—_

. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

(3]

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan homebase

Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Perguman Tingpi RI No. 2 Talmn 2016
3 |Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi No. 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perpuruan Tinggi

3. [Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Publik

-

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

4 Memahami Tentang Penppgunaan Komputer dan Aplikasi

KETERKAITAN

1. |Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas

2. |Jaringan Internet

3 |Bagian Keuangan

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik. maka usulan homebase tidak dapat
berjalan dengan baik

3. [Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan schapai dafa elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Kepala Biro Kelenelapan el outpt Syarat Pengajuan Usulan Homebase
& Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kemdikbud u E I(External)
Keuangan

1 |Fakultas Mengajukan permohonan Berkas usulan homebase 1 hari 1. KTP;

Homebase 2. Photo;

3. SK CPNS;
4. SK CPNS;
2 |Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan homebase 1 hari 5. 5K Lulus Butuh;. .
. 6. SK rekomendasi kopertis;
permohonan homebase ke bagian
. 7. Surat Pernyataan;

kepegawaian
3 |memeriksa usulan homebase dan jika Tidak Berkas usulan homebase lhari Usulan homebase

lengkap diupload ke http://pddikti- 1da

admin.kemdikbud.go.id/
4 |Memeriksa usulan homebase oleh Usulan homebase bulan homebase

admin kemdikbud -

Tidak
5 [Pindah homebase disetujui homebase bulan  [homebase
Pelal Mutu Baku Keterangan
No exiatan Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
8 Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kemdikbud Syarat Pengajuan Usulan Homebase (Internal)
Keuangan

1 |Fakultas Mengajukan permohonan Berkas usulan 1 hari 1. SK Penetapan homebase dari Dekan;

Homebase homebase

Tidak

2 |Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan 1 hari

permOhonan o II- o
3 |memeriksa usulan homebase dan jika v Berkas usulan 1hari Usulan homebase

lengkap diupload ke http://pddikti- \ a homebase

admin.kemdikbud.go.id/
4 |Memeriksa usulan homebase oleh idak Usulan homebase bulan homebase

admin kemdikbud Tidg
5 |Pindah homebase disetujui va homebase bulan  |homebase




4. Usulan Izin Belajar

NOMOR SOP

11214

TGL. PEMBUATAN

22 Agustus 2019

RUANG LINGKUP

) TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
SHES
7 3, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
| Z
B\ /s UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
N one
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Sebagai acuan prosedur pengajuan izin belajar secara resmi
tetapi tetap melakukan proses pembelajaran
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan izin belajar
c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan izin belajar untuk tenaga pengajar (dosen) Afdalisma, SH., M.Pd.
NIP. 197012051992032002
NAMA SOP Usulan Izin Belajar

SOP Snrat keterangan Izin belajar diberikan kepada dosen yang

ingin melanjutkan program stdi d

Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |[Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

2 |PPNomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

2. |[Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Izin Belajar

Peratnran Menteri Pertama 224/MPf1961 Tentang Perainran Pelaksanaan
Tentang Pemberian Tngas Belajar dalam dan di Luar Negeri

3. |Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Pablik

Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan

Memahami Tentang Penggnnaan Komputer dan Aplikasi

5 |Undang-Undang No. 14 Talnn 2005 tentang Gom dan Dosen

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
7 |Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
9 |2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
10.]2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

1. |Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas

2. |Jaringan Internet

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan izin belajar
tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan schagai data clektronik dan marmal




Mutu Baku

Keterangan

No Kegiatan Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Syarat Pengajuan lIzin Belajar
Keuangan

1 |Mengajukan permohonan izin belajar Surat Pengantar 30 Menit 1. Surat pengantar dari Fakultas;

dosen Pengajuan Usulan 2. Surat permohonan izin belajar dari yang bersangkutan;

; |zin Belajar 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang asli;

2 [Membertikan pertimbangan sampai ke T'TaaKk Surat Pengantar 15 Menit 4. Foto copy SK CPNS;

bagian kepegawaian Pengajuan Usulan 5. Foto copy Pangkat terakhir;

‘I‘ 1zin Belajar 6. Foto copy SK Jabatan terakir

3 |Memeriksa kelengkapan berkas Ajuan tugas/izin 15 Menit |Ajuan tugas/izin | 7. Foto copy SKP dua tahun terakir

pengajuan usulan izin belajar belajar belajar 8. Surat keterangan dari atasan lansung mengenai bidang

studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan atau
4 |Membuat konsep SK izin belajar R Konsep SK I1zin 120 Menit sesuai dengan tugas ?ekerjaannya; )
Tidak Belajar 9. Surat pernyataan tidak akan menuntut kenaikan
A pangakat/penyesuaian ijazah;
10. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan tugas
5 [Memeriksa konsep SK izin belajar Konsep SK Izin 1 Hari selama kuliah;
Ya / Ya <> Ya Belajar 11. Surat pernyataan biaya pendidikan

6 |menandatanganni dan menerbitkan SK v SK Izin Belajar 1 minggu [SK Izin Belajar

I1zin Belajar -
7 |Menerima SK |zin Belajar yang sudah SK Izin Belajar 1 hari

ditandatangani dan mengirimkan ke

Fakultas -
8 |Menerima SK |zin Belajar SK Izin Belajar




5. Usulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar

Bulan Kerja

NOMOR SOP 11215
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
o TGL.REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
oSS
/ B,
Iy 2, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL.EFEKTIF 30 Agustus 2019
] g
%;, 532);" UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
omes ;
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan is
a. Sebagai acuan prosedur pengajuan Kenaikan Jabatan secara resmi
Lektor Kepala dan Guru Besar
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan kenaikan jabatan
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan kenaikan jabatan untuk tenaga pengajar (dosen)
Lektor Kepala dan Guru Besar
T -
NAMA SOP ;sulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru
esar

RUANG LINGKUP

Lektor Kepala dan Gumn Besar

DASAR HUKUM

1. |UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Kenaikan Jabatan Lektor Kepala dan Guru

Dosen;

2 2
“" |Dosen; “" |Besar

Tnd. d “Epfllb T A, . ] - li_l - -
3. ;,,. g = lik Nomor 12T 2012 g Pendi 3. |[Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Publik
4 Peratnran Pemeriniah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang 4 Memahami Tentang Penggp: Komp dan Aplikasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 17 Tahun 2013 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun
" 12013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang jabatan
Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peratnran Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tingpi Republik Indonesia.
" [No.44 Talun 2015 lentang tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Peraturan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24
" |Tahun 2014 tentang ketentuan pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan
angka kreditnya;

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92
. | Tahun 2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan Penilaian Angka Kredit
Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.

=)

KETERKAITAN

1. |Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas

2. |Jaringan Internet

3 |Senat Universitas dan Komisi
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan kenaikan
Jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Kerias
CATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai daia elekironik dan mannal




Mutu Baku Keterangan
X - Tim Penilai ) Kelengkapan Waktu Output . .
po Kegiatany Fakultas Rektor Wakil Rektor | ‘Wakil Rektor Il kepalaBlicomun Kepegawaian Angka Kredit Senat Ul ?AK S e alian e nalkaabatan
dan Keuangan > B Kemdikbud Lektor Kepala dan Guru Besar
Universitas
1 |Fakultas mengajukan usulan kenaikan Berkas kenaikan 30 Menit 1. Surat Pengantar Dari Fakultas
jabatan/Pangkat untuk Lektor Kepala pangkat Lektor Kepala 2. Lembar Penilaian Dari Fakultas
dan Guru Besar dan Guru Besar 3. Berita Acara Senat Dan Daftar Hadir
A Sidang Senat
— - - - 4. Dupak
2 Mem_berllfan pertimbangan usulan Berkas kenaikan 15 Menit 5. Tanda Tangan Dekan Pada Dupak
kenaikan jabatan Lektor Kepala dan -_- pangkat Lektor Kepala 6. Bukti Pelaksanaan Pendidikan
Guru Besar dan Guru Besar 7. Bukti Pelaksanaan Penelitian
8. Bukti Pelaksanaan Pengabdian
3 |Memeriksa berkas usulan kenaikan Tidak /\Ya Berkas kenaikan 30 Menit |Berkas kenaikan 9. Bukti Pelaksanaan Penunjang
jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar pangkat Lektor Kepala pangkat Lektor 10. Fotocopy ljazah Terakhir
\/ dan Guru Besar Kepaladan Guru 111 Fotocopy Sk Jabatan Terakhir
4 [Tim PAK Universitas melakukan sidang Y Berkas kenaikan Hari Hasil Sidang Tim 12. Fotocopy Sk Pangkat Terakhir
& penilaian berkas kenaikan jabatan Tolak pangkat Lektor Kepala PJA Universitas 13. Reviewer
fungsional. dan Guru Besar
Ya
5 |Membuat draft surat pengantar senat Hasil Sidang Tim PJA 120 Menit
Universitas dan surat
pengantar
N
6 |Mengkoreksi draft surat pengantar ) Hasil Sidang Tim PJA Hari
senat Ya /\ Tidak Universitas dan surat
\/ pengantar
7 |Menandatangani surat pengantar A 4 Hasil Sidang Tim PJA Hari Surat pengantar
senat Universitas dan surat sidang komisi c dan
pengantar paripurna
8 |Menerima surat pengantar yang sudah Surat pengantar 120 Menit
ditandatangani wakil rektor | dan sidang komisi c dan
mengirimkan berkas usulan Lektor paripurna
Kepala dan Guru Besar untuk sidang
komisi c dan paripurna
9 |Sidang komisi c dan paripurna v Surat pengantar 1 hari hasil sidang komisi
sidang komisi c dan c dan paripurna
- paripurna
10 [Menerima berkas setelah sidang ) hasil sidang komisi ¢
komisi c dan paripurna dan membuat Tidak Tidak dan paripurna dan
draft pengantar usul Lektor Kepala dan surat pengantar usul
Guru Besar
11 |Mengkoreksi draft pengantar usul hasil sidang komisi ¢
Lektor Kepala dan Guru Besar Ya dan paripurna dan
<> Ya </< surat pengantar usul
12 [Menandatangani surat pengantar usul \ 4 hasil sidang komisi ¢ 1 minggu |Surat Pengantar
Lektor Kepala dan Guru Besar dan paripurna dan usul LK dan GB
surat pengantar usul
13 [Menerima surat pengantar yang telah Surat Pengantar usul 1 hari
ditandatangani dan menginputkan ke LK dan GB
aplikasi dikti.go.id
14 |Memeriksa berkas usulan kenaikan Surat Pengantar usul Bulan SK Lektor Kepala
jabatan Lektor Kepala dan Guru Besar - / LK dan GB dan Guru Besar
>
Ya
15 [SK Lektor Kepala dan Guru Besar SK Lektor Kepala dan
Guru Besar




6. Usulan mutasi Dosen

NOMOR S0P 112186
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
o TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
S,
PA )
;:;? 8, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  [TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
I o
12 J
%) q-g UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
NUNES
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
. Sebagai acuan Mutasi Dosen
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan mutasi
khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan mutasi untuk tenaga pengajar (dosen)
NAMA SOP Usulan mutasi Dosen

WAKTU

DASAR HUKUM
Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

RUANG LINGKUP

SOP usulan mutasi dosen

KUALIFIKASI PELAKSANA

—

. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

(3]

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

(3]

. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan

3 [Undang-Undang No. 14 Talun 2005 tentang Gurn dan Dosen

. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Publik

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

.

Memahami Tentang Penggunaan Komputer dan Aplikasi

wn

UndangUndang No. 14 Talmn 2005 tentang Gurn dan Dosen

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

KETERKAITAN ALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet

3 |Kemdikbud 3. |Kertas

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan mutasi tidak dapat
berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebaga data elekironik dan mamal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
X Kepala Biro
No Kegiatan . . . o q
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kemdikbud Kelengkapan Waktu Output Syarat Pengajuan Mutasi Dosen
Keuangan
1 |Fakultas Mengajukan permohonan Berkas usulan mutasi 1 hari 1. Surat permohonan yang ditujukan
usulan mutasi dosen dosen kepada Kemdikbud;
2. Surat Pernyataan Persetujuan
Melepas dari Pemerintah Daerah;
2 |Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan mutasi 1 hari 3. Salinan sah surat keputusan
mutasi dosen hingga staff dosen pengangkatan sebagai Calon Pegawai
kepegawaian Negeri Sipil;
4. Salinan sah surat keputusan
3 |Memeriksa berkas usulan mutasi . . Berkas usulan mutasi lhari  |konsep surat i i i
Tidak Tidak P pengangkatan sebagai Pegawai Negeri
dosen mutasi dosen Sipil
5. Salinan sah surat keputusan
4 [Membuat konsep surat usulan mutasi . konsep surat mutasi 1 hari pengangkatan dalam pangkat terakhir;
Tidak dosen 6. Salinan sah DP3 / Penilaian Prestasi
I Kerja Pegawa (SKP) dua tahun terakhir;
5 [Memeriksa konsep surat usul mutasi v konsep surat mutasi 1 hari ; za:!nan sa: ﬁkts Nplkah; i (KARPEG)
a Ya Ya dosen . Salinan sah Kartu Pegawai
<>Aﬁ <>< dan SK Konversi NIP Baru.
6 |Menandatangani surat usul mutasi surat usul mutasi lhari |suratusul mutasi
7 |Menerima surat usul mutasi yang surat usul mutasi Bulan
sudah ditandatangani dan mengirim ke
kemdikbud
8 |Memverifikasi berkas usulan mutasi SK usul mutasi lhari  [SKusul mutasi
9 |SK mutasi SK usul mutasi 1 hari




7. Usulan NIDN dan NIDK

NOMOR SOP 112.1.7
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
) TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
SHES
7 3, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
| Z
B\ /s UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
N one
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Sebagai acuan prosedur pengajuan usulan NIDN dan NIDK
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan NIDN dan NIDK
K¥hususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)
c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan NIDN dan NIDE untuk tenaga pengajar (dosen)
NAMA SOP Usulan NIDN dan NIDK

RUANG LINGKUP
SOP usulan NIDN dan NIDK. Tenaga Pengajar (Dosen)

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Pendidikan Tinggi

1 Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan
" |Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015
Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi

Pada Universitas
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Lampiran Peraturan Menteri Riset, Teknologi. Dan Pendidikan Tinggi Republik
Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

. . |Mengetahui Prosedur Tentang NIDN dan NIDK
2 Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang 2 = =
Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi
3 WPMMR@M&M@aNmS?TﬂhmZthI:mg 3 hami Ten Terkait Pela Publik
4 Memahami Tentang Penggnnaan Komputer dan Aplikasi

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pengusulan NIDN / NIDK
tidak dapat betjalan dengan baik

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mammal




Pelak Mutu Baku Keterangan
N (egiatan Kepala Biro Kelengkapan Waktu Output
Fakultas Rektor Wakil Rektor 11 Umum dan Kepegawaian | Kemedikbud Syarat Pengajuan Usulan NIDN / NIDK
Keuangan
1 |Fakultas mengajukan usulan NIDN / Berkas usulan NIDN | 30 Menit Syarat NIDN :
NIDK /NIDK 1. KTP
2. Photo
2 [Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan NIDN | 15 Menit 3. S.K Dosen Tetap (Slf FNS bagi Eegawai Negeri) .
NIDN/NIDK - - /NIDK 4. 1jazah Lengkap (Minimal Pendidikan S2) (SK Penyetaraan ljazah
bagi lulusan Luar Negeri)
5. Surat Keterangan Sehat Jasmani
3 |Memeriksa berkas usulan NIDN / NIDK i Berkas usulan NIDN | 60 Menit [Usulansyarat |6. Surat Keterangan Sehat Rohani
yang diajukan fakultas. Tidak A’ Tidak /NIDK NIDN/NIDK |7 Surat Keterangan Bebas Narkotika
- 8. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
%a 9. Surat Keterangan Aktif Melaksanakan Tridharma PT
4 |Membuat konsep surat pernyataan Usulan syarat NIDN /| 1 hari 10. Surat Perjanjian Kerja
syarat usulan NIDN/NIDK Tidak], NIDK 11. Nama Ibu Kandung
\ L
Syarat NIDK :
1. KTP
5 |Mengkoreksi konsep surat pernyataan Usulan syarat NIDN /| 1 hari 2. Photo
Ya \‘ /\, NIDK 3. SK Dosen/Instruktor/Tutor
\/‘ v‘ 4. SK CPNS / SK PNS (Bagi Pegawai Negeri)
5. ljazah Lengkap (Minimal Pendidikan S2) (SK Penyetaraan ljazah
6 |Menandatangani surat pernyataan Usulan syarat NIDN /| 1 minggu [surat bagi lulusan Luar Negeri)
NIDK pernyataan dan |6. Kontrak Kerja / Surat Perjanjian Kerja
syaratusulan |7. Surat Keterangan Sehat Jasmani
8. Surat Keterangan Sehat Rohani
7 [Mengupload surat pernyataan dan surat pernyataan 120 menit 9. Surat Keterangan Bebas Narkotika
syarat usulan NIDN/NIDK ke dan syarat usulan 10. Surat Pernyataan dari Pimpinan PT
https://pddikti.kemdikbud.go.id/ 11. Surat ljin Dari Instansi Induk
12. Surat Keterangan Jadwal Mengajar
8 |Memeriksa berkas usulan NIDN / NIDK surat pernyataan bulan  [NIDN/NIDK Dosen Asing :
dan menerbitkan NIDN/NIDK dan syarat usulan 1. KITAS Bagi Dosen Asing
2. Jurnal Internasional Bereputasi untuk Dosen Asing
3. Associate Professor
9 |NIDN/NIDK NIDN / NIDK




8. Usulan Pengaktifan Kembali Dosen Jabatan Asisten Ahli dan Lektor

NOMOR SOP 11218
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
) TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
SHES
7 3, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
| Z
B\ /s/ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
N one
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a4 Sebagai acuan pengaktifan kembali dosen jabatan asisten ahli dan lektor
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengaktifan kembali
khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen) setelah selesai masa belajar
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan pengaktifan kembali untuk tenaga pengajar (dosen)
NAMA SOP Usu.lan Pengaktifan Kembali Dosen Jabatan Asisten
Ahli dan Lektor

RUANG LINGKUP

DASAR HUKUM

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

1. |[Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Pengaktifan Kembali

Peratnran Menteri Pertama 224/MPf1961 Tentang Perainran Pelaksanaan
Tentang Pemberian Tngas Belajar dalam dan di Lnar Negeri

3. |Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Publik

Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan
Nasional

A 1

i Tentang Py Komputer dan Aplikasi

Undang-Undang No. 14 Talnn 2005 tentang Gom dan Dosen

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Bagian Keuangan 3. |Kertas

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pengaktifan kembali
tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan mammal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
' Kepala Biro Baglan Kelengkapan Waktu Output _ ' _
No Kegiatan . ) Syarat Pengajuan Pengaktifan kembali
Fakultas Rektor Wakil Rektor II Umum dan Kepegawaian Keuangan Rk
o Tugas Belajar
Keuangan Universitas
1 |Fakultas Mengajukan permohonan Surat Pengantar 30 Menit |Disposisi Pengajuan Usulan [1. Fotocopy NIP baru;

Pengaktifan kembali dari tugas belajar

Pengajuan Pengaktifan
Tugas Belajar

pengaktifan kembali Tugas

Belajar

2 |Memberikan pertimbangan Surat Pengantar 15 Menit
Permohonan usul pengaktifan kembali Pengajuan Pengaktifan
dari tugas belajar Tugas Belajar
3 [memeriksa dan membuat usulan Ajuan usulan 120 Menit [Ajuan usulan Pengaktifan
pengaktifan kembali Tidak Pengaktifan kembali kembali
Ya
4 |Membuat konsep SK Aktif kembali Ajuan usulan Hari
Tidak Pengaktifan kembali
A
5 |Mengkoreksi konsep SK aktif kembali SK pengaktifan kembali Hari
Ya Ya Tugas Belajar
6 |Menandatangani SK aktif kembali SK pengaktifan kembali | 30 Menit [SK pengaktifan kembali Tugas
Tugas Belajar Belajar
7 |Menerima SK aktif kembali yang sudah SK pengaktifan kembali 1 hari

di tandatangani dan mengirimkan ke
fakultas juga ke bagian keuangan

Tugas Belajar

SK diterima fakultas dan bagian
keuangan Universitas

SK pengaktifan kembali
Tugas Belajar

SK diterima fakultas dan bagian
keuangan Universitas

SK pengaktifan kembali
Tugas Belajar

2. Laporan selesai studi secara tertulis
dari yang bersangkutan (asli);

3. Foto Kopi SK kenaikan pangkat
terakhir;

4. Foto kopi SK jabatan fungsional
terakhir dan PAK;

5. Foto kopi SK tugas belajar;

6. Foto kopi DP 3 satu tahun terakhir;
7. Foto kopi Surat Persetujuan
penugasan ke luar negeri dari Setneg
RI;

8. Foto kopi ljazah dan
kelengkapannya;

9. Surat Keputusan Pembebasan
sementara dari jabatan fungsional
Dosen;

10. Surat pernyataan melaksanakan
tugas;




9. Usulan Sanksi Dosen

NOMOR SOP 11.2.1.9
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
S TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
CmE
i-‘&‘\ © KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
I o
??'a géh UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
N~
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
berikan penjelasan i
a. Scbagai acuan pemberian sanksi
b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pemberian sanksi
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan pemberiaan sanksi
NAMA SOP Usulan Sanksi Dosen

RUANG LINGKUP

SOP usulan berian sanksi
KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010

1 \entang Disiplin Pegawai Negeri Sipil 1. |[Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan K epegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

(=]
(=

. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Pemberian sanksi

Peraturan Pemeriniah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

Nomor 25 Tahun 2015 tentang Tindakan : .
4 |Administratif dan Hukuman Disiplin Terhadap 4. Mommhami Tontung Ponggunaan Kompulor dan Aplikasi
Pegawai Negeri Sipil Yang Menggunakan
Ijazah Palsu.

3. |Memahami Tenlang Py Terkait Pelay Pobhik

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. [Dosen 1. [Komputer/Laptop/Printer

(=]

. [Fakultas

[

Jaringan Internet

3. |Kerlas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan pemberian sanksi dosen | .
tidak dapat berjalan dengan baik Disimpan sebagai data clektronik dan mamal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
No Kegiatan
2 Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Syarat Pengajuan Sanksi
1 [Fakultas Mengajukan permohonan Berkas usulan sanksi 1 hari 1. Surat Panggilan I, I dan 111 oleh atasan langsung PNS
usulan sanksi yang bersangkutan.
2. Pembentukan Tim Pemeriksa pada Unit kerja PNS yang
bersangkutan.
2 |Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan sanksi 1 hari 3. Berita Acara Pemerlkéaan.
L . ) 4. Keterangan Rekan Sejawat.
sanksi hingga bagian kepegawaian o - ) .
5. Rekapitulasi Presensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
6. Laporan Kewenangan Penjatuhan Hukuman Disiplin
7. Surat Usul Pemberhentian
3 |Memeriksa berkas usulan sanksi Berkas usulan sanksi lhari  [konsep suratusulansanksi |3 pemberitahuan kronologis permasalahan, dasar hukum
dan rekomendasi.
9. Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Gaji
al
4 |Memproses konsep surat sanksi - konsep surat usulan 1 hari
sanksi
5 |Memeriksa konsep surat sanksi konsep surat usulan 1 minggu
Ya />‘lil sanksi
6 |menandatangani surat sanksi surat sanksi 1hari [suratsanksi
7 |Menerima dan mengirimkan surat surat sanksi 1 hari
sanksi ke fakultas
8 |surat sanksi diterima fakultas surat sanksi 1 hari




10.

Usulan Penerimaan tanda jasa / penghargaan

DASAR HUKUM
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang
Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

—_

NOMOR SOP 11.2.1.10
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
P TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
S

;é" o KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

i o

"% 5?: UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,

NoNe G
(:'1;__32_;:—'-”/
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a Sebagai acuan penerimaan tanada jasa / penghargaan

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan penerimaan

fanda jasa/ penghargaan khususnya bagi Tenaga Pengajar (Dosen)
c. Terkoordinasinya unit ketja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan usulan penerimaan tanda jasa / penghargaan

NAMA SOP Usulan Penerimaan tanda jasa / penghargaan

RUANG LINGKUP
KUALIFIKASI PELAKSANA

1. [Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010
2 |tentang Dewan Gelar, Tanda Jasa dan Tanda
Kehormatan.

2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Penerimaan tanda jasa / penghargaan

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahmn 2010
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20
Tabmn 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan
Tanda K ehormatan.

3. |Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Poblik

4 Memahami Tentang Penggunaan Kompater dan Aplikasi

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan penerimaan tanda jasa /
penghargaan tidak dapat berjalan dengan baik

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Kemdikbud 3. [Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manmal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Kepala Biro Syarat Pengajuan usulan tanda jasa /
€ Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kemdikbud Kelengkapan Waktu Output ¥ Ea) )
penghargaan
Keuangan
1 |Fakultas Mengusulkan penerima Berkas usulan tandajasa| 1 hari 1. Fotocopy sah SK CPNS
penghargaan / penghargaan 2. Fotocopy sah SK Kenaikan
Pangkat/Jabatan Terakhir
3. Fotocopy sah SK jabatan terakhir
2 [Memberikan pertimbangan usulan Berkas usulan tandajasa| 1 hari (fungsional tertentu)
. 4. Fotocopy sah ljasah terakhir
penerimaan tanda penghargaan / penghargaan
5. Fotocopy sah Konversi NIP
- - - - 6. Fotocopy sah Penilaian prestasi kerja
3 [Memeriksa ) Berkas usulantandajasa| 1hari |daftar usulan tanda jasa / PNS tahun Terakhir
berkas usulan calon penerima Tidak Tidak / penghargaan penghargaan untuk di ttd .
. 7. Asli surat pernyataan
penghargaan/tanda jasa rektor .
! Ya pertanggungjawaban mutlak
jasa 8. Asli Daftar riwayat hidup PNS yang
4 |Membuat konsep surat pengantar dan Tidak daftar usulan tandajasa | 1 hari diusulkan
daftar usul penerima tanda Ida / penghargaan untuk di 9. Salinan sah Piagam satyalancana 10
A
penghargaan ttd rektor tahun, 20 tahun apabila telah memilikinya
5 [Mengkoreksi konsep surat pengantar daftar usulan tanda jasa 1 hari
dan daftar usul penerimaan Ya / \‘ Ya / Ya / penghargaan untuk di
penghargaan \/ ttd rektor
6 |Menandatangani daftar nama dan daftar usulan tanda jasa 1hari |usulan tandajasa/
surat pengantar usulan / penghargaan untuk di penghargaan untuk di ttd
penerima penghargaan/tanda ttd rektor rektor
jasa
7 |Menerima surat pengantar dan daftar usulan tanda jasa / 1 hari
penerima penghargaan yang sudah penghargaan untuk di
ditandatangani dan dikirim ke ttd rektor
kemdikbud
8 |Memeriksa persyaratan daftar usulan usulan tanda jasa / 1Bulan |Tanda Jasa / penghargaan
penerima tanda jasa / penghargaan penghargaan untuk di
dan mengirimkan tanda penghargaan ttd rektor
Ya
9 [Tanda jasa / penghargaan satya Tanda Jasa / 1 hari

lancana

penghargaan




11.

Usulan Alih Status Tugas Belajar Ke Izin Belajar

NOMOR SOP 112.1.11

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISIL 5 Maret 2021 (Revisi 1)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

a4 Sebagai acuan prosedur pengajuan perubahan

alih tugas belajar ke izin belajar

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan perubahan
alih status tugas belajar ke izin belajar

c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan

pemrosesan alih status tugas belajar ke izin belajar dosen

DISAHKAN OLEH

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP
RUANG LINGKUP
SOP Sural kelerang:

Usulan Alih status tugas belajar Ke izin belajar

Izin belajar diberikan kepada dosen yang

ingas belajar

ingin melanjutkan program sindi tetapi belum menyel

Pasal 70 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN

KUALIFIKASI PELAKSANA

. [Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

. |[Mengetahui Prosedur Tentang Usulan alih status

Peratnran Menteri Pertama 224/MPf1961 Tentang Peratnran Pelaksanaan
Tentang Pemberian Togas Belajar dalam dan di Lnar Negeri

Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Poblik

Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Pendidikan

Memahami Tentang Penggnnaan Komputer dan Aplikasi

i}ndang:Umtmg No. 14 Talmn 2005 tentang Gum dan Dosen

Peraturan Menteri Riset, Teknologi. dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

Surat Edaran Menteri Riset. Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
.|2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERALATAN/PERLENGKAPAN

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan alih status
tugas belajar ke izin belajar tidak dapat berjalan dengan baik

1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Bagian Keuangan Universitas 3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan schagai data elektronik dan marmal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
X Kepala Biro . . .
No Kegiatan . i Syarat Pengajuan alih status tugas belajar ke
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output A
Keuangan
1 |Mengajukan permohonan perubahan Surat Pengantar 30 Menit 1. Surat pengantar dari Fakultas;
status tugas belajar ke izin belajar Pengajuan Usulan 2. Surat permohonan izin belajar dariyang
perubahan bersangkutan;
2 |Memberikan pertimbangan usulan Surat Pengantar 15 Menit 3. Surat keterangan kesehatan dari dokter yang
-- Pengajuan Usulan asli;
perubahan 4. Foto copy SK CPNS;
5. Foto copy Pangkat terakhir;
3 |Memeriksa kelengkapan berkas . Surat Pengantar 15 Menit |Konsep SK Izin 6. Foto copy SK Jabatan terakir
pengajuan usulan perubahan tugas Tidak Pengajuan Usulan Belajar 7. Foto copy SKP dua tahun terakir
belajar ke izin belajar perubahan 8. Surat keterangan dari atasan lansung
Ya mengenai bidang studi yang akan ditempuh
4 [membuat konsep SK alih status tugas Konsep SK Izin 120 Menit [Konsep SK Izin mempunyai hubungan atau sesuai dengan tugas
belajar ke izin belajar Tidak Belajar Belajar pekerjaannya;
9. Surat pernyataan tidak akan menuntut
T kenaikan pangakat/penyesuaian ijazah;
5 |mengkoreksi konsep SK izin belajar Konsep SK Izin 1 Hari 10. Surat pernyataan tidak akan meninggalkan
Ya / Ya Belajar tugas selama kuliah;
11. Surat pernyataan biaya pendidikan
12. Surat keterangan perkembangan kuliah
6 |Menandatangani SK izin belajar Konsep SK Izin 1Hari |SKlzin Belajar (progre Refor)
Belajar 13. Alasan belum tamat
14. SK sudah mengajar 1 semester
- — - - - - 15. SK tugas belajar
7 |Menerima SK izin Belajar yang sudah SK 1zin Belajar 1 Hari

ditandatangani dan menyampaikan ke
fakultas

Menerima SK alih status tugas belajar
ke izin belajar

SK 1zin Belajar

16. Surat pengantar dari dekan
17. Surat permohonan pribadi




12. Usulan Tugas Belajar

NOMOR SOP 112112
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
. TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
AN
@ ¢ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
i o
%\ )/ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
\L({mg)/ o A
g
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Sebagai acuan prosedur pengajuan tugas belajar secara resmi
b Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan tugas belajar
c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan
pemrosesan tugas belajar untuk tenaga pengajar (dosen)
NAMA SOP Usulan Tugas Belajar

RUANG LINGKUP

S0P Surat Usulan Tugas Belajar

KUALIFIKASI PELAKSANA

Pasal 70 UU Nomor 5 Tabun 2014 tentang ASN 1. [Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

2 |PP Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. |Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Tugas Belajar
Peraturan Menteri Pertama 224/MP/1961 T Peratran Pelaksanaan . .

Tontang Pombertan Tuges Beljar dalam m"":"fw Neot 3. [Memahami Tentang Peraturan Terkait Pelayanan Publik
Permendiknas Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pemberian Tugas 4. |Memahami Tentang Penggunaan Komputer dan Aplikasi
'Undang-Undang No. 14 Talun 2005 tentang Guru dan Dosen

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun
2016 Tentang Pemberian Kuasa Dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu Di Lingkungan
Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Pemberian Tugas Belajar
dan Izin Belajar

Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
03/M/KPT.KP/2016 Tentang Nama Program Studi Pada Perguruan Tinggi;

-

th

-

Surat Edaran Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
9 |2979/A A2/SE/2018 Tentang Penggunaan Aplikasi Tugas Belajar dan izin
Belajar Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Dosen 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Fakultas 2. |Jaringan Internet
3 |Bagian Keuangan Universitas 3. |Kertas

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan tugas

belajar tidak dapat betjalan dengan baik Disimpan sebagai data clek tronik dan mamial




Pelak Mutu Baku Keterangan
. Kepala Biro
No Kegiatan . . . ) .
Fakultas Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kemdikbud Kelengkapan Waktu Output Syarat Pengajuan Tugas Belajar
Keuangan
1 [Mengajukan permohonan tugas Surat Pengantar 30 Menit 1. SK pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil;
belajar Pengajuan Usulan 2. SK pengangkatan sebagai PNS/ SK Kenaikan pangkat
Tugas Belajar terakhir
(SK PNS bagi yang belum pernah naik pangkat);
2 |Memberikan pertimbangan usulan Surat Pengantar 15 Menit 3. SKJabata-n te”rakh|r; .
. . 4. Surat perjanjian tugas belajar
tugas belajar Pengajuan Usulan T K .
Tugas Belaiar 5. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar;
¢ ! 6. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan
3 | memeriksa kelengkapan berkas, . . Surat Pengantar 120 Menit |Ajuan tugas tempat melaksanakan tuga} beala;ar; o
membuat usulan tugas belajar dan Tidak . Tidak Pengajuan Usulan belajar 7. Surat keterangan stlehatjasmanl dan rohani dari dokter;
mengupload ke etubel.ristekdikti.go.id ~ Tugas Belajar 8. Kartu PNS Elektronik/ Karpeg;
9. DP3/ SKP terakhir
10. KP4;
4 [Memproses konsep surat pengantar Ya Ajua{n tugas/izin 1 hari 11. Akta Nikah;
belajar 12. Surat rekomendasi dari atasan langsung;
ﬂ‘ 13. Surat keterangan dari pimpinan unit kerja mengenai
bidang studi yang akan ditempuh mempunyai hubungan
5 [Mengkoreksi konsep surat pengantar Ajuan tugas/izin 1 hari atau sesuai dengan tugas pekerjaannya;
Ya / Ya A belajar 14. Surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa
-~ seluruh data yang diisikan benar/diketahui oleh Dekan atau
Kaprodi;
- - — " 15. surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari
6 [Menandatangani surat pengantar Ajuan tugas/izin 1hari [Surat pengantar . K R Lo X
. X . |Sekretaris Kabinet RI bagi yang tugas belajar di luar negeri;
belajar ajuan tugas belajar
16. Surat pernyataan :
a) tidak sedang menjalankan cuti di luar tanggungan
Negara;
7 [Menerima surat pengantar yang sudah Surat pengantar 120 menit b) tidak sedang mengajukan upaya hukum keberatan ke
ditandatangani rektor dan ajuan tugas/izin Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK);
mengupload ke etubel.ristekdikti.go.id belajar ¢) tidak sedang/ dalam proses penjatuhan hukuman
disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
8 |Memeriksa berkas dan divalidasi Surat pengantar Bulan |SKtugas belajar |9 tidék sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang
kemdikbud serta penerbitan SK tugas ajuan tugas/izin atau tingkat berat;
belajar belajar e) tidak sedang dalam proses perkara pidana, baik tindak
pidana kejahatan maupun pelanggaran;
Ya f) tidak sedang melaksanakan kewajiban ikatan dinas;
9 |SK tugas belajar SK Tugas Belajar

g) tidak sedang/dalam jabatan melaksanakan pendidikan
dan pelatihan penjenjangan;

h) tidak pernah gagal dalam tugas belajar yang disebabkan
oleh kelalaiannya;

i) tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar karena
kesalahannya.




13. Usulan Penerimaan DTNPNS
NOMOR SOP 11.2.1.13
TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
. TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
& NEG,
by 2

.":%’ s, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

1 o

%) %=/ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH “-.. Rektor,

\;!,{Nf/:/ S . !
FeafoGarefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a. Sebagai acuan penerimaan DTNPNS

b. Terbitnya mekanisme layanan pemrosesan usulan pengangkatan DTNPNS

c. Terkoordinasinya unit kerja dan personil yang terlibat dalam layanan

pemrosesan usulan penerimaan DTNPNS

NAMA S0P Usulan Penerimaan DTNPNS

Undang — Undang RT Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional

RUANG LINGKUP

SOP usulan penerimaan DTNPNS

KUALIFIKASTI PELAKSANA

1. |Memahami Tentang Peraturan Terkait Dengan Kepegawaian

2 (Undang-Undang No. 14 Talmn 2005 tentang Gurn dan Dosen

2. |[Mengetahui Prosedur Tentang Usulan Penerimaan DTNPNS

Peraturan Pemerintah RT Nomor 17 tabmn 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

3. [Memahami Tentang Peratnran Terkait Pelayanan Publik

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan
4 |Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tingg (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16).

[Memahami Tenlang Penggnnaan Kompuler dan Aphkasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan K ebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang
Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

1. [Dosen

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Fakultas

2. |Jaringan Internet

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka usulan penerimaan DTNPNS tidak
dapat berjalan dengan baik

3. |[Kerlas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elekironik dan mammal




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
. Kepala Biro
No Kegiatan . . .
Rektor Wakil Rektor Il Umum dan Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output Syarat Penerimaan DTNPNS
Keuangan
1 |menerima usulan formasi DTNPNS dan usulan formasi DTNPNS 1 hari 1. Surat Lamaran;
membuat pengumuman peneriman 2. ljazah S1, S2 dan S3;
DTNPNS, mengumumkan penerimaan 3. Transkip Nilai S1, S2 dan S3;
DTNPNS di Website UNP 4. KTP;
5. Photo;
2 |Menerima berkas lamaran dan usulan formasi DTNPNS 5 hari
memeriksa berkas administrasi
3 |memeriksa daftar nama yang lulus usulan dan berkas 3 hari Daftar nama lulus adm
administrasi Ya administrasi DTNPNS
4 |menetapkan dan mengumumbkan hasil I Daftar nama lulus adm 1 hari
seleksi administrasi Tidak
5 |menyelengarakan ujian SKD pengumuman hasil lulus 1 hari hasil ujian SKD
- administrasi
6 |memeriksa daftar nama yang lulus berkas hasil ujian tahap 1 hari
SKD SKD
7 |menetapkan daftar nama yang lulus I berkas hasil ujian tahap 1 hari daftar nama lulus ujian SKD
SKD dan Mengumumkan daftar nama SKD
yang lulus SKD
8 |menyelengarakan ujian SKB daftar nama lulus ujian 1 hari hasil ujian SKB
9 |Memeriksa daftar nama yang lulus SKB daftar nama lulus ujian 1 hari
Yal "\ SKB
10 [menetapkan dan mengumumkan hasil A\ 4 &—I daftar nama lulus ujian 1 hari Hasil ujian SKB
akhir DTNPNS ‘ SKB
11 |memproses dan menerbitkan SK A\ 4 Hasil ujian SKB 3 hari SK DTNPNS
12 é SK DTNPNS




B. Subbagian Tenaga Kependidikan
1. Administrasi Pengusulan Formasi CPNS dan P3K
NOMOR SOP 11.2.2.6
TGL. PEMBUATAN (4 September 2020
B TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 1)
s  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [TGL. EFEKTIF |30 Desember 2020
‘%@; UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH : Rektor,
UNY & /" "'\-..‘“I
Vs >

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk pengusulan formasi

CPNS atau P3K

5

Prof. Gapefri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

NAMA SOP

Administrasi Pengusulan
Formasi CPNS dan P3K

WAKTU RUANG LINGKUP

SOP Pengusulen Formasi CPNS dan P3K mencakup
seluruh proses adminmistrasi terkait usulan formasi
CPNS dan P3K

KUALIFIKASI PELAKSANA

DASAR HUKUM

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 Memahami Peraturan terka1:u pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 jo Peraturan

3 |Pemerintah Nomor 97 Tahun 2003 tentang Formasi Pegawai Negeri 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan pubhk
Sipil

4 PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Tatalaksana (Business Process) kualitas pelayanan publik

5 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Perahnml Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Memahami Peraturan terkait pedoman

6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6 ;

penyusunan standar operasional prosedur

Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 7 |Memahami Analisis Jabatan
Penyelenggara Pelayanan Publik

5 g&ﬁxﬁ?&ﬁﬁ:iﬁdﬂm‘ ?{‘;::;:::’h‘nl 3 Mengetahui struktur organisasi, tugas pokok dan

. £ £ fungsi unit kerja UNP

Pendidikan dan Kebudayaan

9 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 9 Memahami prosedur penyusunan usulan formasi
Tata Kerja Universitas Negeri Padang pegawai
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggm Nomor 59

10 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, 10 |Memahami peraturan dan ketentuan yang berlaku
Teknologi. dan Pendidikan Tinggi

KETERKAITAN ~ " PORALATAN/FERLENGRAPAN __________

1 |Tenaga Kependidikan 1 |Komputer/Laptop /Printer

2 |Pimpinan 2 |Jaringan Internet

3 |Pemroses di Kemendikbud 3 |Kertas

4 [SOP Analisis Jabatan

5 [SOP Penerbitan Surat Keluar

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini idak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Disimpan sebagai data elektronik dan m al

administrasi usulan formasi tidak dapat berjalan dengan baik




Mutu Baku

No. Kegiatan Bagian Keterangan
UHBMN Kelengkapan Waktu Output
an Sub HTL

1 Menugaskan Bagian Lembar Disposisi, 15 menit Pertimbangan
Kepegawaian untuk menyusun OTK, KAK, RAB, tertulis pada
konsep usulan formasi pegawai RKAKL, RKT disposisi

2 Menerima pertimbangan, Disposisi, OTK, 15 menit Pertimbangan
kemudian menugaskan KAK, RAB, tertulis pada
Subbagian Tendik untuk RKAKL, RKT disposisi, Surat
menyusun konsep usulan Tugas
formasi pegawai

3 |Mengumpulkan bahan Peta Jabatan, 10 menit Bahan
penyusunan formasi Uraian Jabatan, penyusunan

DUK, Usulan usulan formasi
Promosi. RKT pDegawai
4 |Menyusun daftar nama jabatan Peta Jabatan, 60 menit Daftar Nama
Uraian Jabatan Jabatan
(Formulir A)
5 [|Menyusun daftar nama DUK 60 menit Daftar Nama
pegawai menurut jabatan Pegawai
menurut jabatan
(Formulir B)
6 |Menyusun daftar bezeting DUK 2 jam Daftar bezeting
(Formulir C)

7 |Menyusun daftar keadaan DUK 4 jam Daftar Keadaan
pegawai menurut jabatan, Pegawai
golongan ruang, jenis kelamin, menurut
dan usia Jabatan,

Golongan Ruang,
Jenis Kelamin,
dan Usia
(Formulir D)

8 |Menyusun daftar perkiraan DUK, SK Mutasi, 30 menit Daftar Perkiraan
perubahan komposisi pegawai SK Pensiun, perubahan
dalam 5 tahun ke depan Usulan Promosi, komposisi

Formulir D Pegawai
(Formulir E)

9 [|Menyusun daftar perkiraan DUK, Formulir E 30 menit Daftar perkiraan
persediaan pegawai selama 5 persediaan
tahun ke depan pegawai

(Formulir F)
10 |Melakukan analisis beban Peta Jabatan, 40 jam Laporan Analisis [terkait POS
kerja Uraian Jabatan, Beban Kerja Analisis
RKT (Formulir G) Jabatan
—
Melakukan analisis kebutuhan 20 jam Daftar
SDM kebutuhan

11 |Menyusun daftar Formulir F, dan 30 menit Daftar
keseimbangan kebutuhan dan Formulir G Keseimbangan
persediaan pegawai selama 5 kebutuhan dan
tahun persediaan

pegawai
(Farmulir H)

12 |Menyusun daftar prioritas Formulir H 60 menit Daftar prioritas
kebutuhan pegawai ‘ kebutuhan

pegawai

13 |Memeriksa konsep usulan Konsep usulan 60 menit Konsep Usulan
formasi pegawai, bila: formasi pegawai formasi pegawai
Ya, maka menyerahkan Ya (Formulir A - H) yang sudah di
kepada Rektor untuk verifikasi
ditetapkan;

Tidak, maka mengembalikan
ke Bagian Kepegawaian untuk
di revisi/diperbaiki

15 |Melakukan validasi konsep Konsep usulan 60 menit Usulan formasi
usulan formasi pegawai, bila: formasi pegawai pegawai yang
Ya, maka memvalidasi, (Formulir A - H) sudah di validasi
menetapkan dan
menyerahkan kepada Bagian
Kepegawaian untuk diajukan
ke Biro SDM Dikbud;

Tidak, maka mengembalikan
ke Bagian Kepegawaian untuk
di revisi/diperbaiki

16 |Mengajukan dokumen usulan Usulan formasi 10 menit Usulan formasi |terkait POS
formasi pegawai kepada pegawai yang pegawai yang Surat Keluar
Sekretaris Ditjen Dikdasmen sudah di validasi sudah di validasi

17 |Mengarsipkan dokumen Dokumen Usulan 5 menit Arsip usulan

usulan formasi pegawai

formasi pegawai

formasi pegawai




2. Administrasi Rekrutmen Tendik Non-PNS

NOMOR SOP 11.2.2.1
TGL. PEMBUATAN (22 Agustus 2019
N TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
sZ@%  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
‘%@; UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH . Rektor,

NP

Pror. Gaaefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 12£21217 198903 1 003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk rekrutmen Tendik
Non-PNS

Administrasi Rekrutmen Tendik

NAMA SOP Non-PNS

WAKTU RUANG LINGKUP

1 kali/tahun dengan lama pelaksanaan 2 bulan SOP Administrasi Rekrutmen Tendik Non-PNS
mencakup seluruh kematan admimistras: yang berkaitan
dengan rekrutmen tendik Non PNS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 |PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K 3 [Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4 PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Tatalaksana (Business Process) kualitas pelayanan publk

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

5 . .. . . 5 M ikan k ter d baik
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah ampu mengoperasitan xompuier cengan ba
P(_-:Iatlna_n Menteri Pendayapgunaan Aparatur Negara dan Reformasi Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan

6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6

standar operasional prosedur
Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 7 |Memahami aturan ketenaga kerjaan
Penyel ra Pelayanan Pubhk

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman

10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pgjabat Tertentu di Lingkungan Kemenrnistekdikti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |Tenaga Kependidikan 1. |Komputer/Laptop /Printer
2 |Bagian Keuangan 2. |Jaringan Internet

3 |Pimpinan 3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan

rekrutmen tidak dapat berjalan dengan baik Disimpan scb data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Fakultas/ Bagian Ket.
Ul L WRII BUK Kepegawai- | Pelamar | Kelengkapan [ Waktu Output
Lembaga/ an
PPs
1 |Usulan kebutuhan SDM ljam |Surat usulan
” kebutuhan

3 |Menugaskan Pelaksana 1 hari |Rekapitulasi
membuat rekapitulasi usulan
kebutuhan SDM kebutuhan SDM

2 [Melakukan analisis dan 1 jam |Hasil analisis
pertimbangan kebutuhan

3 |Memberikan pertimbangan 1 hari
usulan

Ditolak Ditkrima
1

5 [Menyusun formasi yang akan Hasil analisis | 2 hari |Kebutuhan
ditawarkan, merencanakan kebutuhan formasi
proses seleksi dan penilaian,
serta menginformasikan ke
pada peserta ]

6 [Menerima informasi melalui 1 hari [Pengumuman,
pengumuman/undangan undangan, dan
pelaksanaan seleksi, serta soal ujian
mengikuti pelaksanaan seleksi

8 |Pelaksanaan penilaian, Lembar max 1 |Rekapitulasi
penyusunan rekap dan jawaban dan | minggu |hasil penilaian
penyampaian hasil secara bukti hadir
berieniang
Melakukan analisi dan 2 hari |Hasil analisis
pertimbangan nilai seleksi

9 |Memberikan pertimbangan max 1 |Keputusan hasil
penerimaan minggu |seleksi

Diterima

10 [Menyusun dan menerbitkan - 1 hari [Dokumen

kontrak kontrak
Ditolak

14 |Menerima salinan dokumen max 1 [Salinan
kontrak - hari |dokumen

kontrak

15 [Mengarsipkan 5 menit |Arsip (dokumen

\.< kontrak dan
bukti
penerimaan)




3. Administrasi Pengusulan Kenaikan Pangkat

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjel n mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan pada saat pengusulan pangkat

NOMOR SOP 11.2.2.4
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
o TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
i NEGI“%_; KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
‘f‘% ; UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
b L e,

G O
Prof. -‘G;iw&fri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

WAKTU
12 Hari Kerja

NAMA SOP

RUANG LINGKUP

SOP Kegiatan Pengusulan kenaikan pangkat mencakup
seluruh kegiatan admimistrasi yang dipersiapkan untuk
pengusulan kenatkan pangkat

Administrasi Pengusulan
Kenaikan Pangkat

LIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan

Tata Kerja Universitas Negeri Padang

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 standar operasional prosedur
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah kualitas pelayanen publik
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
5 |Birckrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Pelayanan
P(_-:Iatula_n Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara den Refotmam Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan
6 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 6 -
" standar operasional prosedur
Penyelenggara Pelayanan Publik
7 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan 7 Memahami aturan serta proses kenaikan pangkat

PNS

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
8 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknolopi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
9 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2002
Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun
2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negen Sipil

Kep BKN No. 12 Tahun 2002 tentang Perubahan atas PP Nomor 99
Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS
KETERKAITAN

1 |Tenaga Kependidikan

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Laptop/Printer/scanner

2 |Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Jaringan Internet

3 [Pimpinan

I

Kertas

4 [SOP Pembinaan Disiplin PNS
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
pengusulan kenaikan pangkat tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Thsimpan sebagai data elektronik dan mamuaal




Pelaksana Mutu Baku
. Bagian Fakultas/
o Kegatan Kepegawai- | Pengusul BUK | Biro/ Unit/ | Kelengkapan | Waktu Output fe.
an Lembaga
1 |Pemberitahuan kenaikan Daftar jadwal | 1jam [Surat
pangkat secara berkala 9. kenaikan Pemberitahuan
pangkat
2 |Menerima pemberitahuan 2jam (Informasi batas
kenaikan pangkat >- waktu
pengumpulan
bahan
3 |Melakukan pengecekan sanksi Ad Dokumen 2jam |Informasi
disiplin penundaan kenaikan ‘ disiplin ada/tidak
pangkat hukuman
disiplin
penundaan KP
4 |Mempersiapkan bahan usulan Tobk ads 7hari (Berkasusulan [Kelengkapan berkas KPO: Foto
dan mengirimkan ke bagian KP kopi sk terakhir, SK NIP Baru (Jika
kepegawaian Ada), SKP dan capaian SKP 2
tahun terakhir (sekurang-
idak lengkap kurangnya bernilai baik).
Kelengkapan berkas KP dalam
jabatan: Foto kopi sk terakhir, Foto
kopi sk jabatan, Foto kopi sk
pelantikan, SPMT, SKP dan
capaian SKP 2 tahun terakhir
(sekurang-kurangnya bernilai
baik).
Kelengkapan berkas JFT: Foto
kopi sk terakhir, Foto kopi sk
jabatan fungsional tertentu,
Penilaian Angka Kredit (PAK), SKP
dan capaian SKP 2 tahun terakhir
(sekurang-kurangnya bernilai baik)
5 |Memerikasa dan membuat L 1 hari
engkap)
pengantar usul KP *—
6 |Memeriksa kelengkapan Ditolak 1sd.5
berkas, dan pengentrian ke hari
SAPK di alamat
https://sapk.bkn.go.id/
7 |Proses cetak usul dan e 2jam |Draft surat
pembuatan surat pengantar pengantar
usul KP usulan KP
8 |Penandatanganan surat 1 hari |Surat pengantar
pengantar usul kenaikan >-_ usulan KP
pangkat
9 |Perekaman data softcopy ke 2jam |Surat
CD dan mengirimkan usulan pengantar,
kenaikan pangkat ke berkas usulan,
kemendikbud CD, daftar
nominatif, dan
bukti
pengiriman
10 [Pengarsipan Surat 2jam |Arsip dokumen
pengantar, hardcopy dan
berkas usulan, softcopy
CD, daftar
nominatif




4. Administrasi Pensiun BUP

DASAR HUKUM

NOMOR SOP 11.2.2.2
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
B TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
P Nmﬂ KEMENTE RIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
‘%@; UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH wenRektor,
& Ny > ) "//_—_‘“‘-“\I
A T -
Prof Gonefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk mengurus pensiun
NAMA SOP Administrasi Pensiun BUP
WAKTU RUANG LINGKUP
17 hari kerja SOP Kegiatan Administrasi Pensiun BUP mencakup

seluruh kepgiatan administrasi yang dipersiapkan
untuk pengusulan pensimin

LIFIKASI PELAKSANA

KUA

Apabila SOP ini tidak diyjalankan dengan baik, maka pelaksanaan usulan
pensiun BUP tidak dapat berjalan dengan baik.

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 Memahami Peraturan terkalta pedoman
penyusunan standar operasional prosedur
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tingei 2 [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan
3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 [Memahami peraturan terkait pelayanan publik
4 PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Tatalaksana (Business Process) kualitas pelayanan publk
5 PermenPANRB Nomor 35 Tah.un 2012 tentang Pe.,d(.)man. . 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peram.ran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Memahami Peraturan terkait pedoman
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6 -
penyusunan standar operasional prosedur
Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaliasi Kinerja 7 |Memahami aturan serta proses pensiun PNS
Penvyelenggara Pelayanan Publik
3 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Peraturan Menteri Riset, Teknolog, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tabun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
11 |PEMBERIAN PERTIMBANGAN TEKNIS PENSIUN PEGAWAI NEGERI
SIPIL DAN PENSIUN JANDA/DUDA PEGAWAI NEGERI SIPIL
12 Peraturan BKN Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Masa
Persiapan Pensiun
KETERRAITAN L ATAN, PERLENGKAPAN |
1. [Tenaga Kependidikan 1. [Komputer/Laptop/Printer
2. |Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian 2. |[Jaringan Internet
3 |Pimpinan 3. |Kertas
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bagian Fakulta / Ket.
Kepegawai- | Pengusul iy Wil BUK Kelengkapan | Waktu Output
Lembaga/
an
PPs
1 [Membuat surat pemberitahuan Daftar BUP 30 menit |Surat 18 bulan sebelum masa BUP
Batas Usia Pensiun (BUP) . Pemberitahuan
2 [Menerima pemberitahuan BUP 2jam  |Informasi batas|18 bulan sebelum masa BUP
dan mempersiapkan bahan pengumpulan
usulan bahan
3 [Mempersiapkan bahan usulan Dokumen 2 minggu [Berkas usulan |Berkas kelengkapan: Surat
kelengkapan Permohonan, DPCP, Foto kopi SK
bahan usul CPNS dan PNS, Foto kopi surat nikah,
Foto kopi akte kelahiran, Surat
keterangan kematian, Foto kopi SK
| * pangkat terakhir, Surat keterangan
janda/duda, Daftar keluarga, Pas foto
3x4 sebanyak 5 (lima) lembar, SKP 1
tahun terakhir, Surat Pernyataan
tidak Pernah dijatuhi hukuman
disiplin tingkat sedang/ berat dalam 1
tahun terakhir, Surat Pernyataan
TidskSesun Superpidana; Semua bahan di buat
rangkap 2 (dua)
4 [Memeriksa kelengkapan sesuai 2jam  [Berkas telah
aturan ’é- dicek
Sesifai
5 |Membuat surat pengantar 30 menit (Berkas usulan,
usulan pensiun “ dan pengantar
Fak/ Unit/
Lembaga
6 [Memeriksa kelengkapan ljam  [Berkas telah
usulan pensiun dicek
Tidak Sesuai
Spsuai
7 [Membuat surat pengantar, 2jam  [Draf surat
i pengantar
usulan pensiun
8 [Menandatangani pengantar ljam  |Surat
usul pensiun pengantar
usulan pensiun
|
9 |Update data dan buat usul ljam  |Update data
melalui SAPK di alamat SAPK
https:/ /sapk.bkn.go.id/
10 {Melakukan proses digitalisasi 2jam  [Arsip dokumen
dokumen, mengirimkan usulan hardcopy dan
pensiun BUP ke Kemendikbud softcopy serta
dan mengarsipkan dokumen bukti
L lusul peneiriman




5. Administrasi Kenaikan Gaji Berkala

NOMOR SOP 11.2.2.5
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)

NE
B OF,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

>

TGL. EFEKTIF

30 Agustus 2019

;ﬂ UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk kenaikan gaji berkala

DISAHKAN OLEH Rektor,
1 -
ST -"’//
Poail ) e

Prof. ﬁlﬁlei’ri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

WAKTU
3 jam 35 menit

DASAR HUKUM

NAMA SOP

Berkala
RUANG LINGKUP
SOP Kenaikan Gajp Berkala mencakup proses
administrasi gaji berkala di lingkungan KPTU

Administrasi Kenaikan Gaji

Tatalaksana (Business Process)

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 |Memahami Peraturan terkait pedoman

2 |UU Nomeor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4 PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan

kualitas pelayanan publik

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik

Memahami aturan gaji

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Memahami proses kenaikan gaji berkala

Peraturan Menten Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tahun 2016 tenteng Pelayanan Publik di Kementerian Riset,

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur

di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

11 |PP Nomor 15 Tahun 2019 tentang Peraturan Gaj PNS

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa

12 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian

kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti

KETERKAITAN
1 |Tenaga Kependidikan

o}
=

ALATAN/PERLENGKAPAN
Komputer/Laptop /Printer

2 |Bagian Keuangan

Jaringan Internet

3 |Pimpinan

o B

Kertas

4 |SOP Pembinaan Disiplin PNS
PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan

kenaikan gaji berkala tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual

ATATAN DAN PENDATAAN




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bagian Ket.
Kepegawaian BUK Kelengkapan | Waktu Output
Sub Tendik
1 |Memeriksa database tenaga Database tenaga | 1jam |Daftar pegawai
kependidikan KPTU untuk E kependidikan yang akan naik
menentukan siapa yang berhak KPTU (hardcopy/ gaji berkala
diajukan kenaikan gaji berkala Ada soft file)
oleh pelaksana
2 [Melakukan pengecekan sanksi Dokumen sanksi | 2jam |Informasi
disiplin penundaan berkala & penjatuhan ada/tidak
hukuman hukuman
disiplin disiplin
Tidak Ada penundaan penundaan
kenaikan gaji kenaikan gaji
herkala herkala
3 |Mengumpulkan bahan dan Fotocopy gaji 1jam |Kesesuai
menyusun kelengkapan “‘, berkala/SK informasi
dokumen tenaga kependidikan pengangkatan berkala dan data
yang berhak untuk mendapat terakhir pendukung
kenaikan gaji berkala.
4 |Memproses konsep SK ljam [Konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala - Tidak Sesuai Kenaikan Gaji
Berkala
5 |Memeriksa konsep SK 10 menit |Konsep SK
Kenaikan Gaji Berkala & Kenaikan Gaji
Berkala telah
dicek
6 [Menandatangani SK Kenaikan pesuai 10 menit |SK Kenaikan
Gaji Berkala Gaji Berkala
7 |Perbanyakan SK berkala, dan S menit [Salinan SK
pembubuhan stempel Kenaikan Gaji
Berkala
8 |Distribusi SK Kenaikan Gaji S menit (Bukti
Berkala pada yang penerimaan SK
bersangkutan dan BPP Gaii
9 |Pengarsipan | 5 menit [Arsip berkala




6. Administrasi Usulan Penghargaan Satyalancana Karya Satya

NOMOR SOP 11.2.2.8
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
_ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
Mm%, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
%} j UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH “onRektor,

oy

Fiof! ‘Gazefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk administrasi

Penghargaan Satyalancana Karya Satya

Administrasi Usulan
NAMA SOP Penghargaan Satyalancana
Karya Satya

WAKTU RUANG LINGKUP

2 kalijtahun dengan lama pelaksanaan 2 minggn SOP Administrasi Usulan Penghargaan Satyalancana
Karya Satya mencakup seluruh kegiatan administrasi
yang berkaitan dengan usulan penghargaan

Satyalancana Karya Satya
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 |Memahami Peraturan terkait pedoman

2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang-undang . . .

3 Nomor 43 Tahun 1999tentang pokok-pokok Kepegawaian 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik

4 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 4 |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman . .

5 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 6
Pelayanan

Peraturan Mentieri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refoermasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman

10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Memahami Peraturan terkait pemberian
penghargaan Satyalancana Karya Satya

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |Tenaga Kependidikan 1. |Komputer/Laptop/Printer
2 |Pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga 2, |Jaringan Internet
3 |Pejabat Pembina Kepegawaian 3. |Kertas

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
administrasi usulan penghargaan Satyalancana Karya Satya tidak dapat |Disimpan sebagai data elektronik dan manual

berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan F.‘akultas'/ Bagian Ket.
IEfife)) Winidi) WR II BUK Kepegawai- | Kelengkapan Waktu Output
Lembaga/
an
PPs

1 [Menerima berkas dari yang Fc SK CPNS Periode |Berkas usul
bersangkutan, melakukan -< (Dilegalisir) Mei max
pengecekan awal, dan Fe SK PNS akhir
memberikan pertimbangan (Dilegalisir) Januari

Fc SK qabatan dan
Terakhir i
(Dilegalisir) Periode
Fc Karpeg Agustus
(Dilegalisir) max
SKP 1 Tahun akhir
Terakhir. Maret
Daftar Riwayat
Hidup Di Tempel
Photo.
Surat Tidak

Ada Pernah Dijatuhi
Hukuman Disiplin|
Dari Atasan
Langsung dan
Penghargaan
Satyalancana
yang pernah
diperoleh (kalau

da)

2 |Melakukan pengecekan Dokumen sanksi 2 jam |Informasi
penjatuhan sanksi hukuman penjatuhan ada/tidak sanksi
disiplin hukuman disiplin hukuman

Tidgk Ada disiplin

3 |Mengusulkan nama-nama Berkas usul 1 hari [Daftar usul dan
penerima Satyalancana Karya berkas calon
Satya beserta kelengkapan
berkas

4 |Memberikan pertimbangan Daftar usul dan | 1jam |Pertimbangan
melalui disposisi usulan secara -- berkas calon melalui disposisi
berjenjang usulan

5 |Melakukan pengecekan Berkas usul 5 hari |Berkas usul
kelengkapan usul telah dicek

Tidak lengka

6 [Melakukan perbaikan Informasi 1 hari |Berkas usul

kelengkapan berkas usulan -< kelengkapan yang telah
Ledgkap berkas dilengkapi

7 |Membuat daftar usul dan Berkas usul 2 hari [Daftar usul dan

pengantar * telah lengkap surat pengantar
Salah

8 [Pengecekan daftar usul dan Daftar usul dan | 10 menit | Daftar usul dan

pengantar surat pengantar surat pengantar
telah di cek
RI

9 [Melakukan paraf secara o Daftar usul dan | 1 hari |Daftar usul dan
berjenjang ' surat pengantar surat pengantar

telah di cek telah di paraf

10 [Melakukan penandatanganan Daftar usuldan | 1 hari |Daftar usul dan
daftar usul dan pengantar surat pengantar surat pengantar

telah di paraf telah di
tandatangani

11 |Mengentry dan mengupload Daftar usul, 15 menit |Pemberitahuan
dokumen usul, ke pengantar, dan oleh sistem
https://layanan.sdm.kemdikbu kelengkapan keberhasilan
d.go.id/e-sipd berkas entry dan upload

dokumen usul

12 [Monitoring usul melalui laman Pemberitahuan
https://layanan.sdm.kemdikbu - oleh sistem usul
d.go.id/e-sipd yang diterima

13 |Mengarsipkan secara manual Daftar usul, 1 hari [Arsip
dan digital ‘ pengantar, dan

kelengkapan
berkas




7. Promosi Jabatan
NOMOR SOP 11.2.2.10
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
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TUJUAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk promosi

jabatan PNS

Prof.. Gaﬁefri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

NAMA SOP

RUANG LINGKUP
SOP Promosi Jabatan PNS mencakup seluruh kegiatan

Promosi Jabatan

promosi jabatan PNS

WAKTU
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Memahami Perat terkait ped
1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara | [ ermetam Feraturan ter al, pecoman
penyusunan standar operasional prosedur
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang—lundang 3 |Memahami terkait pelayanan publik
Nomor 43 Tahun 1999tentang pokok-pokok Kepegawaian
4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Pegawai Negeri Sipil kualitas pelayanan publik
s Peratur:an Pen?er}nltah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 5 [Memahami Administrasi Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil
6 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 6 |Memahami Peraturan Kepegawaian
7 PermenPANRB Nomor 335 Tahlun 2012 tentang Pe:df)manl . 7 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
8 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
9 [Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik
10 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Tenaga Kependidikan 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Jaringan Internet
3. |Map Ordener dan Kertas
PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga

1
2
3 [Pejabat Pembina Kepegawaian

Dicatat dalam berkas kearsipan Subbag. Tatalaksana

dan Kepegawaian secara elektronik dan atau manual

PERINGATAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan

promosi jabatan PNS tidak dapat berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Tim Ket.
BaglanA BUK WR I Rektor Pertimbangan Kelengkapan Waktu Output
Kepegawaian Jabatan dan
Kepangkatan
1 |Menyampaikan formasi jabatan DUK dan SOTK 1 jam |Daftar Jabatan
yang akan diisi beserta daftar dan Daftar PNS
nama yang memenuhi kriteria - memenuhi
mengikuti promosi kriteria promosi
2 [Melakukan analisis dan 1 hari |Pertimbangan
pertimbangan dan arahan
untuk
pelaksanaan
I nromosi
2 [Menyampaikan hasil analisis 1 hari |Pertimbangan
dan pertimbangan dan arahan
untuk
pelaksanaan
NA Dromosi
Memberikan pertimbangan 1 hari |Pertimbangan
Rektor
4 |Mempersiapkan kelengkapan 10 menit [Undangan rapat
rapat tim untuk memberikan
pertimbangan pengisian
jiabatan
5 [Menerima informasi 1 hari |Pernyataan
pelaksanaan pertimbangan kesediaan hadir
pengisian jabatan Tidak Sepakat,
6 |Melaksanakan rapat Daftar Jabatan, | 1 hari |Keputusan tim
pertimbangan pengisian Daftar PNS
jabatan memenuhi
kriteria
promosi, dan
Seppkat daftar hadir
7 |Memproses berita acara 30 menit |Berita acar
pertimbangan pengisian -< pertimbangan
jabatan pengisian
jabatan
Memberikan putusan pengisian Tidak Setuju max '3 Pertimbangan
jabatan hari |dan keputusan
Rektor
8 |Mempersiapkan administrasi max 3 |Berkas
pelantikan Setuju hari |administrasi
pelantikan




8. Administrasi Pelantikan

NOMOR SOP 11.2.2.3
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
B TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
A E“‘“‘%a_ KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
E ﬂ;E UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor,
) ,ﬁ T
A f = 5 ‘//
e T
Proi. Gauefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217-198903 1 003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan setelah pelantikan
NAMA SOP Administrasi Pelantikan
WAKTU RUANG LINGKUP
8,75 Jam Kersja {1 Hari Kerja) SOP Kegiatan Administrasi Pelantikan mencakup
seluruh kegiatan administrasi yang dipersiapkan
sebelum pelaksanaan pelantikan
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
. Memahami Tentang Peraturan terkait dengan
1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 .
Kepegawaian
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui Prosedur Terkait dengan Pelantikan
3 PP Nomor 10 Tahun 2000 jo Nomor 13 Tahun 2002 tentang 3 Memahami tentang peraturan terkait pelayanan
Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktharal publik
4 PP Nomor 9T Jo Nomor 63T tentang 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

‘Wewenang Pengangkatan, Pemberhentian, dan Pemindahan PNS
5 |PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS

Perpres Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan
Struktural

Perpres Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian
Negara

8 |Perpres Nomor 13Tabun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi
g |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman

10 . . . .
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
11 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar
Pelayanan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
12 |Birokeasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evahuasi Kinerja
Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

13

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
14 |Tabuan 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
15 |Penvusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi
Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian

Riset. Teknologi. dan Pendidikan Tinooi
KETEREKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

16

1. |Pendidik 1. |Komputer/Laptop,/Printer

2. |Tenaga Kependidikan 2, |Jaringan Internet

3 |Bagian Keuangan 3. |Kertas
| PER ATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan

pemantauan dan evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan Disimpan sebagai data elektronik dan manual
dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Bag. Bag. Keterangan
Kepegawai- UHBMN BUK WR II REKTOR Kelengkapan Waktu Output
an Sub HTL
1 |Pembuatan konsep SK Daftar nama |1 jam Konsep SK Dokumen yang
Pelantikan untuk diperiksa dan 9- yang Pelantikan dipersiapkan
direvisi oleh pelaksana, setelah memenuhi antara lain:
menerima instruksi personil kualifikasi undangan,
yang akan dilantik berdasarkan naskah serah
persyaratan terima, naskah
dan pelantikan,
Salah pertimbangan berita acara
pimpinan pengambilan
sumpah
2 [|Pengecekan data personil yang Database 15 menit |Konsep SK
dilantik pada Sipeg dan Pelantikan
http://sipeg.unp.ac.id atau SAPK telah di cek
https://sapk.bkn.go.id/ secara ||Benar datanya
berjenjang oleh Kasubag
o fatar: Kahae
3 |Pengecekan peraturan terkait salah Daftar aturan |15 menit |Konsep SK
salah terkait bidang Pelantikan
Kepegawaian telah di cek
Benar data dan
— aturan terkait
4 |Memeriksa dan memaraf 1 hari Konsep SK
konsep SK pelantikan secara Benar Pelantikan
berjenjang hingga ke unit yang l' telah di cek
berada satu tingkat di bawah data dan
penandatangan SK aturan terkait
dan telah di
paraf secara
herieniang
5 |Menandatangani SK pelantikan 60 menit |SK Pelantikan
6 |Pembuatan dokumen 3 jam Dokumen Dokumen
pelantikan oleh pelaksana pelantikan pelantikan:
undangan,
naskah
pelantikan,
berita acara
pengambilan
sumpah,
naskah serah
terima, pakta
7 |Koordinasi dan persiapan 2 jam Kesiapan Perlengkapan
perlengkapan pelantikan “ untuk pelantikan
dengan Bag. Humas, Bag. pelaksanaan |antara lain:
UHBMN dan Tim Dekorasi pelantikan label nama,
(dokumen, label map,
tempat, dan label tempat
acara) berdiri,
ballpoint, label
segitiga akrilik,
dekorasi
ruangan, dll
8 |Pelaksanaan pelantikan 3 jam Personil
pemangku
jabatan
9 |Melaksanakan pembuatan SK pelantikan |3 jam Draft dokumen|Dokumen
dokumen pasca pelantikan dan dokumen pasca pasca
oleh pelaksana pelantikan pelantikan pelantikan:
Surat
pernyataan
Melaksanakan
Tugas (SPMT),
Surat
Pernyataan
Pelantikan,
Surat
Pernyataan
Melaksanakan
Tioa
10 |Menandatangani dokumen 1 jam Dokumen
pasca pelantikan ﬁ pasca
pelantikan
11 |Menggandakan dan 2 jam Salinan
mendistribusikan dokumen dokumen
pasca pelantikan kepada unit pasca
kerja personil yang dilantik pelantikan
dan vb;
12 |Pengarsipan * 1 hari Arsip

dokumen




9. Pembinaan Disiplin PNS

NOMOR SOP 11.2.2.9
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
B TGL. REVISI S Maret 2021 (Revisi 2)
S . KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
%@; UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH - Rektor,
b SN -_;/---—_\_\
Prol.«Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk pembinaan

disiplin PNS
NAMA SOP Pembinaan Disiplin PNS
WAKTU RUANG LINGKUP
S0P Pembinaan Disiplin PNS mencakup seluruh
kegiatan pembinaan disiplin PNS

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 [Memahami Peraturan terkait pedoman
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 juncto Undang—.undang 3 |Memahami peraturan terkait pelayanan publik
Nomor 43 Tahun 1999tentang pokok-pokok Kepegawaian
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin 4 Memahami pedeman pengelolaan peningkatan
Pegawai Negeri Sipil kualitas pelayanan publik
Peraturfm Perger%nj[ah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen 5 |Memahami Administrasi Kepegawaian
Pegawai Negeri Sipil
4 |PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 6 [Memahami Peraturan Kepegawaian
5 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 7 Memahami Peraturan Perundang-Undangan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah tentang Disiplin Pegawai
Peraturan Mentieri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 8 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Pelayanan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
7 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik
8 Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59
9 |Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
10 |Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
11 |dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti
12 |Perka BKN Nomor 21 tahun 2010
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1 |SOP Kenaikan Pangkat 1. |Komputer/Laptop/Printer
2 |SOP Kenaikan Gaji Berkala 2. [Jaringan Internet
3 |SOP Penghargaan 3. |Map Ordener dan Kertas
4. |Finger print
Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan Dicatat dalam berkas kearsipan Subbag. Tatalaksana

pembinaan disiplin PNS tidak dapat berjalan dengan baik dan Kepegawaian secara elektronik dan atau manual




Pelaksana

Mutu Baku

Univ/
No. Kegiatan Fakultas/ Ket.
Kasubag Unit/ Biro/ PYB YBS Kelengkapan Waktu Output
Lembaga/
PPs
1 |Kasubag sebagai atasan Dokumen 30 Menit |Laporan indikasi
langsung melaporan indikasi - Pelanggaran pelanggaran
pelanggaran disiplin pegawai Disiplin: finger disiplin
= print dan bukti
yang dilakukan oleh stafnya laporan
berdasarkan bukti kehadiran
dan laporan yang disertai bukti
bukti yang dapat
dipertanggung jawabkan
2 |Melakukan tinjauan atas Laporan 60 menit [Hasil tinjauan
pelanggaran hukuman disiplin indikasi laporan indikasi
PNS dan menyampaikan pelanggaran pelanggaran
kepada Kepala SPI untuk disiplin disiplin
dilakukan tindak lanjut sesuai
dengan PP 53 Tahun 2010
3 |Menelaah pejabat yang Hasil tinjauan 60 menit |Keputusan
berwenang memberikan Tidak Perlu Ti laporan indikasi kebutuhan
hukuman disiplin sesuai pelanggaran penunjukan tim
dengan jenis pelanggaran yang disiplin Binap
diduga telah dilakukan oleh Perlu Tjm
PNS tersebut
4 |Menunjukan tim Binap sebagai Daftar nama 60 menit |SK Tim Binap
PYB tim Binap sebagai Pejabat
Yang Berwenang
5 |Pejabat yang berwenang PP 53 Tahun 30 menit |Surat
Memberikan Hukuman/Pejabat | 2010, Pemanggilan,
Atasan Langusng/Tim BINAP ﬁ-P‘ERKABKN 21 Daftar
memanggil Pegawai yang Tahun 2010 Pertanyaan
diduga melakukan Pelanggaran
6 |Pejabat Yang Berwenang 120 Jawaban dari
Memberikan Hukuman/Pejabat menit Daftar
Atasan Langsung/Tim BINAP Pertanyaan
memeriksa Pegawai yang
diduga melakukan pelanggaran
7 |Pejabat Yang Berwenang 120 Laporan BAP
Memberikan Hukuman/Pejabat menit sebelum
Atasan Langsung/Tim BINAP diverifikasi
membuat Laporan Berita Acara
Pemeriksaan
8 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit |[Laporan BAP
Memberikan Hukuman/Pejabat telah diverifikasi
Atasan Langsung/Tim BINAP
memverifikasi Laporan Berita
Acara Pemeriksaan
9 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit [Laporan BAP
Memberikan Hukuman/Pejabat
Atasan Langsung/Tim BINAP
menentukan jenis hukuman
disiplin sesuai dengan laporan
hasil pemeriksaan
10 |Pejabat Yang Berwenang 60 menit |Laporan hasil
Memberikan Hukuman/Pejabat -69— pemeriksaan
Atasan Langsung/Tim BINAP
mengusulkan kepada pejabat
yang berwenang atas laporan
hasil pemeriksaan
11 |Pejabat Yang Berwenang 30 menit |Draf Keputusan
Memberikan Hukuman/Pejabat Penjatuhan
Atasan Langsung/Tim BINAP -69— Disiplin
memverifikasi Surat Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin
12 |Menganalisa apakah memiliki 30 menit
Kewenangan menerbitkan
Surat Keputusan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Tidak lva
13 |Menerbitkan Surat Keputusan 60 Menit [Surat Keputusan
Penjatuhan Hukuman Disiplin Penjatuhan
Hukuman
Disiplin
14 |Pendistribusian Surat 15 menit |Surat Keputusan
Keputusan Penjatuhan Penjatuhan
Hukuman Disiplin Hukuman
Disiplin dan
bukti serah
terima
15 |Menyusun kelengkapan dan PP 53 Tahun 60 Menit [Surat usul dan
membuat usul penjatuhan - _ 2010, kelengkapan
hukuman disiplin dan PERKABKN 21 penjatuhan
melakukan proses secara Tahun 2010 hukuman
berjenjang disiplin
16 |Mengarsipkan -< 5 menit Arsip




10. Administrasi Mutasi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

BIRO UMUM DAN KEUANGAN

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk mutasi Tenaga
Kependidikan

NOMOR SOP 11.2.2.7
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH Rektor,

Y AN

PRt
Frof. Canéfri, P.hD
NIP. 19631217 198903 1 003

WAKTU
Max 1 bulan sampai dengan penerbitan SK

DASAR HUKUM

1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

NAMA SOP

Administrasi Mutasi

RUANG LINGKUP

S0P Mutasi Tendik mencakup seluruh kematan
administrasi yang berkaitan dengan Mutasi Tenaga
Kependidikan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen P3K

Memahami peraturan terkait pelayanan pubhk

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan
Tatalaksana (Business Process)

Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
kualitas pelayanan publik

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan

Memahami Peraturan terkait mutasi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tenteang Pedoman Evaluasi Kinerja
Penyelenggara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Negeri Padang

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, den Pendidikan Tinggi Nomor 59
Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

10

Permenristekdikti Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa
dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Adm Kepegawaian
kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kemenristekdikti

RKAITAN
Tenaga Kependidikan

11

PERALATAN/PERLENGKAPAN

Komputer/Laptop/Printer

Pimpinan Fakultas/Biro/Unit/Lembaga

Jaringan Internet

Pegjabat Pembina Kepegawaian

1.
2.
3.

Kertas

-llm[\‘)»—AE

Bagian Keuangan
PERINGATAN

Apabila SOP ini idak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan mutasi

PE

ATATAN DAN PENDATAAN

Thsmmpan sebagai data elektronik dan mamual

tidak dapat berjalan dengan baik




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Fak/ Unit/ Ket.
Biro/
Loz Bag. Kepeg. BUK WR II Kelengkapan [ Waktu Output
PPs
1 |Menyampaikan usulan mutasi Surat usulan 1 jam
SDM ’ mutasi
2 |Mengumpulkan data dan Berkas data 1 hari
informasi SDM calon mutasi “ pegawai
3 |Melakukan analisis dan max 3 |Pertimbangan
pertimbangan hari  [usul mutasi

4 |Mempertimbangan usul Ditolak 1jam |Rekomendasi
Ditgrima
5 |Membuat Draf SK mutasi 1 hari |[Draf SK
6 [Menetapkan usulan mutasi ljam [SK Mutasi
7 |Mendistribusikan dan 10 menit | SK Mutasi
mengarsipkan SK Mutasi
8 |Menerima SK Mutasi 2jam |SK Mutasi




11. Monitoring Berkas Usulan

NOMOR SOP 11.2.2.6
TGL. PEMBUATAN |22 Agustus 2019
B TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
imNe  KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN [TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
"% d::‘:’ UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH . Rsktor,

e

1T
gl

Prof: Garefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 19631217 198903 1 003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Proses administrasi yang dilaksanakan untuk monitoring

lberkas usulan
NAMA SOP Monitoring Berkas Usulan
WAKTU RUANG LINGKUP
Hingga berkas usulan tersebut terbit SOP Monitoring berkas usulan mencakup seluruh
usulan yang berhubungan dengan satuan kerja lain
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1 |UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 1 |Memahami Peraturan terkait pedoman
2 |UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2 [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
3 PermenPANRB No.mor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan 3 |Memahami peras terkait pel an publik
Tatalaksana (Business Process)
4 PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman 4 Memahami pedoman pengelolaan peningkatan
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah kualitas pelayanan publik
Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
5 |Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar 5 |Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Pelayanan

Peraturan Menten Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
6 |Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja 6
Penyelenggara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan

Memahami Peraturan terkait pedoman
penyusunan standar operasional prosedur

Memahami struktur organisasi untuk memahami

7 7
Tata Kerja Universitas Negeri Padang garis koornisasi dan perintah
Pera Menter Risct, Teknolog, dan ?endl(hkan_ ng_gl Nomor 59 Memiliki kemampuan komunikasi yang baik secara

8 |Tahun 2016 tenteng Pelayanan Publik di Kementerian Riset, 8 I .

~ > ~ N 1san maupun tertulis
Teknologi, dan Pendidikan Tinge;
KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN

1 |Tenaga Kependidikan 1 |Komputer/Laptop/Printer

2 |Bagian Keuangan 2 |Jaringan Internet

3 |Pimpinan 3 |Kertas

4 |Pemroses di Kemendikbud

5 |Pemroses di BKN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan
monitoring berkas tidak dapat berjalan dengan baik

Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Ket.
Pemroses | Pemroses .
Bag. Kepeg. Kemdikbud BKN Biro Kelengkapan | Waktu Output

1 |Daftar usulan KP dan Pensiun 1l jam |Daftar usul

2 |Pengecekan status usulan di Daftar usul ljam |Status usulan
alamat https://sapk.bkn.go.id dan laman

Masalah https://sapk.b
kn.go.id
—

3 |Menghubungi pemroses di 1 hari |Informasi dari
Kemdikbud pemroses

4 [Menghubungi pemroses di BKN Tidak Masalah 1 hari |Informasi dari

pemroses

5 [Menerima informasi dari 1 hari |Informasi dari
pemroses berkas pemroses

|

6 [Mengkoordinasikan 2jam |Putusan
tindaklanjut informasi dari tindaklanjut
Kemdikbud dan/atau BKN

[

7 |Menerima arahan dan 1 hari |Hasil eksekusi
memproses tindaklanjut tindak lanjut
informasi yang telah
diputuskan oleh pimpinan

8 [Menunggu luaran usul (SK KP, 1 hari |Dokumen
SK Fungsional, SK Pensiun, SK luaran usulan
TB, Pengakuan Gelar, SK
Perbaikan)




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR BAGIAN UMUM, HUKUM, DAN
BARANG MILIK NEGARA

A. Subbagian Hukum dan Tatalaksana

1. Penghimpunan & Penyusunan Peraturan Perundangan di Perguruan Tinggi
(Peraturan Rektor)

/\;é N g‘“}é\ NOMOR SOP 11.3.1.1
163 P
it };" TGL. PEMBUATAN 04 JULI 2019
2 )
\Onf/ TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 18 AGUSTUS 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Penghimpunan Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan
Tatalaksana/Tata Kelola di Lingkungan UNP
Penyampaian Rancangan Peraturan Rektor

&

c. Pemutakhiran Dokumen Peraturan dan Perundang-undangan sesuai Prosedur

d Penyampaian/Pengedaran Salinan Peraturan Rektor ke Unit terkait

NAMA SOP P.enghlmpunan .& P.enyusunﬂn Peraturan Perundangan
di Perguruan Tinggi (Peraturan Rektor)

RUANG LINGKUP
17 Hari Kerja 1 Rancangan Peraturan Rekior
2 Masukan Kepada Atasan dalam Rangka Rancangan Peraturan Rektor

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
- i i 5
L E.;I;dang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1 |Memahami Peraturan Terkait Tata Naskah Dinas
2. |Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. |Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana

. " s — -
) Permenristekditi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja 3. |Memahami Terkait Pel Putik

Permenristekdikti Nomor 20 Tahmn 2015 tentang Tata Naskah Dinas di

. . Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Linglknngan K ementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 4

5. |Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Statuta UNP 5. |Mampu Mengoperasikan Komputer dengan Baik

K epninsan Rektor Nomor 22 1/UN35/TU/2015 tentang Tata Naskah Surat

& Dinas di Lingknungan UNP
7 [PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penynsanan SOP
s PermenPANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penynsunan Peta Proses

" [Bisnis Instansi Pemerintah

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |SOP Pengembangan SDM & Organisasi 1. |Komputer/Laptop/Printer, Scanner
2. |SOP Sarana & Prasarana 2. |Jaringan Internet
3. |SOP Layanan Akademik 3. |Doknmen Pendnknng

Apabila SOP ini tidak dilakukan dengan semestinya maka peraturan yang akan
dibuat sebagai turunannya akan bertentangan dengan payung hukum yang ada.

Disimpan dan di-scan sebagai data elektronik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan e Keterangan
Staf Ahli Bidan,
Staf Kasubag. Hukum . Kabag. Ka. Biro Wakil Rektor Il | Senat Akademik Rektor Kelengkapan Waktu | Output
. Dokumen, Dokumen )
1 |Mengumpulkan Peraturan Menteri ,——- ! 1Hari [Dokumen
L Pendukung
5 Mengumpulkan Bahan & Dokumen - Dokumen, Dokumen Liam |bokumen
Pendukung Peraturan Rektor Pendukung
3 Mengklasifikasi, Verivikasi dan >-< Dokumen, Dokumen 7Hari |Dokumen
Menyusun Bahan Peraturan Rektor Pendukung
4 Mengkonsultansikan Draft Peraturan >- Tidak Dokumen, Dokumen 1sam |Dokumen
Rektor Pendukung
5 |Memeriksa Bahan Peraturan Rektor ’ FD’ok:mken, Dokumen 25am  |pokumen
endukung
6 Mengetahui & Memaraf Dokumen Ya *_’ Tidak Tidak Dokumen, Dokumen 30 Menit [Dokumen
Peraturan Rektor Pendukung
Mengetahui dan/atau Menyetujui Pembahasan dan
7 v Dokumen 7Hari |Dokumen |Persetujuan Senat
Peraturan Rektor Khusus Akademik
‘l’d
Menerima dan Menyimpan Dokumen )
8 ) o -< Dokumen 15 Menit |Dokumen
yang Telah Disetujui |
Mendistribusikan Salinan Peraturan Dokumen/Pos
9 1Jam |Dokumen

Rektor

Kampus




2. Proses Pengurusan Perizinan di Lingkungan Universitas Negeri Padang

& NEGR. Y
’@,s Gs%\‘ NOMOR SOP 11.3.1.2
I~ iy
.-i;f 5 TGL. PEMBUATAN 04 JULI 2019
S (.',NF/"/ TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2019
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN TGL. EFEKTIF 18 AGUSTUS 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH
o
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Sebagai Acnan dan Knalitas Mntn Pengnmsan Perizinan di Lingknngan
Universitas negeri Padang
NAMA SOP Pengurusan Perizinan

RUANG LINGKUP

Proses Pengnmsan Perizinan di Lingknngan Universitas Negeri Padang

DASAR HUKUM

. [Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. |Memiliki Kemampuan Pengolahan Data Sederhana

[Peratnran Pemerintsh Nomor 4 Talnn 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pergnman Tinggi (Lembaran

" [Negara Republik Indonesia Talmn 2014 Nomor 16, Tambahan

L emit Negara Republik Indonesia Nomor 5500)

2. |Mengetahui Alur/Mekanisme Pengurusan

" |tentang Pelayanan Perizinan Bernsaha Terinteg

[Peratnran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahmn 2018 tentang
i Secara Flektronik

3. Mengetalmi Doknmen yang Diperiukan dalam Pengnmsan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2017 tentang

" |Percepatan Pelaksanaan Berusaha

Permenristekdikti Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tatakerja

" |Universitas Negeri Padang

. |[Permenkes Nomor ¢ Thn 2014 tentang Klinik

[Peratnran Menteri Kenangan Nomor 335/KMK /05/2015 tentang Penetepan

" [UNP sebagai Pengelola Badan Layanan Umnm

=)

. |Permenristekdikti Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama

. [tentang

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673)

PerkaBKPM No. 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perka BKPM

.[Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Perijinan dan Non

Perijinan Penanaman Modal

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer, Scanner

2. |Jaringan Internet

Apabila SOP ini tidak dilakukan sebagaimana mestinya maka proses pengurusan
akan tertunda dan tidak akan tepat sasaran.

3. |Doknmen Penduknng

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan dan di-scan sebagai data elekironik dan manmal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag. Kabag. Ka. Biro Wakil Rektor Il Rektor Kelengkapan Waktu Output
1 [Mendisposisi ’—-(—-< -< - Disposisi, Dokumen 1Jam |Draft Dokumen
Menganalisis Permasalahan Terkait degan J
2 Dokumen Pendukun 1Jam |Draft Dokumen
Pengurusan Perizinan ‘ g
Dokumen Pendukung,
Menyiapkan Dokumen Terkait . &
3 . o Formulir, Surat 1Jam |Draft Dokumen
Pengurusan Perizinan di Lingkungan UNP
Permohonan
Inventarisasi Literasi dari Buku, Peraturan Dokumen Peraturan
4 . R 1Jam |Draft Dokumen
Perundangan Terkait Terkait
Dokumen Pendukung,
Menyusun Draft Surat/Dokumen Terkait i & .
5 - Formulir, Surat 15 Menit |Draft Dokumen
Pengurusan Perizinan
Permohonan
Mengetahui dan Memaraf Surat ]
6 & ) . >- -_* Tida |Dokumen 1Jam |Draft Dokumen
Dokumen Terkait Pengurusan Perizinan
Menyetujui Surat dan Dokumen Terkait )
7 . Dokumen 15 Menit |Draft Dokumen
Pengurusan Perizinan
Melaksanakan Pengurusan Perizinan ke Y
8 Dokumen 1Hari |Dokumen
Instansi Terkait -<
Menunggu Output dari Instansi Terkait Dokumen (Bukti
9 . Dokumen 1Jam .
dan Melaksanakan Lanjutan Proses Tanda Terima, dll.)




3. Penyempurnaan Organisasi

/‘;é."ﬁli‘ég‘-v\ NOMOR SOP 11.3.1.3

TGL. PEMBUATAN 04 TULI 2019

> TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2019

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAY AAN TGL. EFEKTIF 18 AGUSTUS 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH

Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003

JAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a Pelaksanaan Pengumpulan Data Organisasi di Lingkungan UNP

b. Penginputan Data Organisasi di Linglkungan UNP

c. Pengolahan & Rekapitulasi Data Organisasi di Lingkungan UNP
d. Verivikasi Data Struktur Organisasi di Lingkungan UNP

e. Penyajian Struktur Organisasi di Lingkungan UNP

NAMA SOP PENYEMPURNAAN ORGANISASI

RUANG LINGKUP

1 [Pelaksanaan Proses Pengnmpulan, Penginputan Data Organisasi
o |Pelaksanaan Proses Pengolahan & Rekapitnlasi Data Organisasi

3 |Pelaksanaan Verivikasi & Penyajian Data Strkinr Organisasi
DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Pemerintah No. 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
" |Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

1. |Memahami Peraturan Terkait Tata Naskah Dinas

PermenPANRB Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan dari PermenPANRB

" |Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi RB Instansi Pemerintah 2. |Memilild Kemampuan Pengolahan Data Sederhana

3. |PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan 3. Memahami Peraturan Terkait Pelayanan Publik

PermenPANREB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penynsunan SOP
. . ;ntal

. Permem‘lstekdl . “h_Nom 56 Talun 2016 fentang Pelayanan Publik di 5. |Mampu Mengoperasikan Komputer dengan Baik
Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan dan

6. |Evaluasi Peta Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti No. 21 Tabmn 2018 tentang Pernbahan Permenristekdikti No.
7. (19 Tahnn 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Pergnman
Tinggi Negeri

Peratnran Menteri Pendayagnnaan A paratnr Negara dan Reformasi Birokrasi

8. |Republik Indonesia Nomor 19 Tabmn 2013 tentang Penynsunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerinkah

4. Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

PERALATAN/PERLENGKAPAN

—

. |SOP Tata Kelola Universitas Negeri Padang 1. |Modul, Lembar Kerja Verifikasi dan Klasifikasi Data

2. |Jaringan Internet

3. [Komputer, Printer, Scanner

4. |Doknmen Pendulmng

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka Penyempurnaan

Struktur Organisasi tidak semmpurna. ipan dan di sebagai data El dan al




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
Staf Kasubag. Kabag. Ka. Biro Wakil Rektor Il Rektor Kelengkapan Waktu Output

Mengintruksikan Penyempurnaan Struktur Instruksi, Dokumen

1 Organisasi & Tata Kerja UNP -< -< -< - Pendukung 1Jam |Draft Dokumen
Menganalisis Perihal Penyempurnaan Struktur .

2 Organisasi & Tata Kerja UNP Draft Dokumen 4 Hari [Draft Dokumen
Menyiapkan Dokumen Terkait Penyempurnaan ‘ . " ‘

3 Struktur Organisasi & Tata Kerja di Lingkungan -< Dokumen 3Hari |Draft Dokumen
Inventarisasi Literasi dari Buku, Peraturan

4 . Dokumen 7 Hari |Draft Dokumen
Perundangan Terkait
Menyusun Dokumen Terkait Penyempurnaan

5 L . I—* Dokumen 14 Hari |Draft Dokumen
Struktur Organisasi & Tata Kerja
Memeriksa dan Memaraf Dokumen Terkait

6 Penyempurnaan Struktur Organisasi & Tata Kerja -_ - - T ||Pokumen 45 Menit| Draft Dokumen

AL

Menyetujui Dokumen Terkait Penyempurnaan K . K

7 Struktur Organisasi & Tata Kerja Dokumen 10 Menit| Dokumen
Menerima dan Menyimpan Dokumen SOTK yang | Ya

8 . . Dokumen 1Hari [Dokumen
Telah Disetujui
Memonitor Dokumen SOTK yang sudah disetujui | * .

9 . Dokumen 5 Menit [Dokumen
dan diarsipkan




B. Subbagian Barang Milik Negara

1. Rencana Kebutuhan BMN di Lingkungan Universitas Negeri Padang

s, NOMOR SOP 11.3.2.1
iy )
& > TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
heA E.‘
B /s TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
N~ ’
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Relktor

TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengen ai:

a4 Sebagai acuan prosedur untuk melaksanakan Rencana Kebutuhan BMN
di Lingkungan Universitas Negeri Padang.

b. Untuk memastikan Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara berjalan

dengan baik sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

Rencana Kebutuhan BMN di Lingkungan Universitas
Negeri Padang

NAMA SOP

RUANG LINGKUP

i i i 5
L Peraturan Menteri Keunangan Republik Indople51a Nomor 150/PMK.06/2014 1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
Tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor 134/PMEK.06/2015
2. |Tentang Modul Tata Cara Review Perencanaan Kebutuhan Barang Milik 2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
[Negara oleh Aparat Pengawas Ontern Pemerintah Kementerian/Lembaga

[Peratnran Pemerintah Nomor 90 Tahnn 2010 Tentang Penynsunan Rencana
3. Keja dan K N 3. |Mampn mengoperasikan kompnter dengan baik

Peratnran menteri kenangan nomor 7/PME_06/2016 tentang pernbahan
4. |Peratnran Menteri Kenangan Nomor 24 3/PMK .06/2011 tentang, Standar barang | 4. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
dan standar kebntnhan barang milik negara bernpa tanah dan/atan bangnnan

Peraturan Menteri Kenangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tentang Standar barang
. |dan standar kebutuhan barang milik negara berupa alat angkutan darat bermotor
dinas operasional jabatan dalam negeri

K epninsan Menteri Kenangan Nomor 332/KM.6/2016 Tentang Modnl Tatacara
6. |Review Perencanaan Kebatnhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 127/KM.6/2015 tentang Tahapan

7. |Pelaksanaan Penyusunan dan Menelaah rencana kebutuhan Barang Milik
[Negara pada kementerian/ Lembaga

Permenristekdikti Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pelimpaan sebagian

. |wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN di Lingkungan
Kemenristekdikti

th

=)

KETERKAITAN ALATANPERLENGKAPAN
. |Rektor 1. |Komputer/Laptop/Printer

SPI 2. |Jaringan Internet

. |Ka. Biro Umum dan Keuangan 3. |Kerlas

. |Kabag. UHBMN
. |[Kasubbag BMN
. |Staff BMN
PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

|| |w o=

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pengadaan dan

pemeliharaan bisa terhambat Disimpan sebagai data elekironik dan manmal




SOP Rencana Kebutuhan BMN UAKPB

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Petugas BMN UAKPB| Kasub Bag. BMN Kabag. UHBMN BUK SPI REKTOR
1 |Penelitian RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan Surat pengantar RKBMN UAPKPB; SPTIM lhari  |Hasil Penelitian
tingkat UAPKPB oleh UAKPB RKBMN UAPKPB; RKBMN pengadaan tingkat RKBMN oleh UAKPB
f ] UAPKPB; RKBMN Pemeliharaan tingkat
1" UAPKPB; Hasil Penelitian RKBMN pengadaan
dan Pemeliharaan UAPKPB; Arsip data
komputer (ADK) RKBMN dari Aplikasi
SIMAN; Dokumen pendukung RKBMN
2 |Kompilasi RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan ! Hasil Penelitian RKBMN oleh UAKPB 2hari  |Konsep RKBMN
tingkat UAPKPB menjadi RKBMN tingkat UAKPB Eil tingkat UAKPB
3 |Rekapitulasi RKBMN tingkat UAPKPB yang telah Konsep RKBMN tingkat UAKPB 2hari  |Konsep RKBMN
dikompilasi dalam RKBMN tingkat UAKPB ¥ tingkat UAKPB;
E]f- Rekapitulasi RKBMN
UAPKPB
Tidak Tidak Tidak Tidak
4 |Pengecekan RKBMN tingkat UAKPB Konsep Surat Pengantar RKBMN; Konsep lhari  |Konsep RKBMN
SPTIMRKBMN UAKPB; Konsep RKBMN tingkat UAKPB telah
Pemeliharaan Tingkat UAKPB; Hasil diteliti
Penelitian RKBMN oleh UAKPB; Rekapitulasi
RKBMN UAPKPB pada UAKPB yang
_ bersangkutan; Surat Pengantar RKBMIN
T e Mg Ya "l s W Ya UAPKPB; SPTIM RKBMN UAPKPB; RKBMN
Pengadaan tingkat UAPKPB; RKBMN
Pemeliharaan tingkat UAPKPB; Hasil
Penelitian RKBMN UAPKPB; Dokumen
Pendukung RKBMN; ADK RKBMN dari
Aplikasi SIMAN
5 |Penandatanganan RKBMN Pemeliharaan tingkat v Konsep RKBMN Pemeliharaan tingkat UAKPB|  1hari  [RKBMN
UAKPB L__j telah diteliti Pemeliharaan
T tingkat UAKPB
6 |Penyampaian RKBMN tingkat UAKPB kepada RKBMN Pemeliharaan tingkat UAKPB lhari |TandaTerima

UAPPB-E1




SOP Rencana Kebutuhan BMN Pengadaan UAPKPB

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan PetugasBMN | Kasub Bag. UHBMN Kabag. BMN BUK/WDII RES e kspan W Cutprt Keterangan
1 |Persiapan Penyusunan RKBMN Usulan RKBMN Tahun Sebelumnya; hasil 1 hari Data Existing BMN
penelaahan RKBMN tahun sebelumnya;
{ )3 Renstra Eselon I; Komposisi Bezetting
1 Pegawai; data KDB; Rencanapenghentian
penggunaan, pemindahtanganan,
pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan,
dan alih fungsi BMN (untuk kendaraan)
dalam tahun yang direncanakan terhadap
objek RKBMN pengadaan; dokumen lainnya
2 |Perhitungan SBSK Data Existing BMN 3 Hari Kebutuhan Riil; SBSK
h
-
3 [Penyusunan RKBMN Pengadaan Kebutuhan Riil; SBSK 3 hari Konsep RKBMIN
i: - Pengadaan tingkat
TEE—— UAPKPB;
4 |Penelitian RKBMIN Pengadaan Konsep RKBMN Pengadaan tingkat UAPKPB; 2 hari Hasil Penelitian;
- Konsep RKBMN
1:3'1 pengadaan tingkat
UAPKPB telah
Tidak Tidak diteliti
5 [Pengecekan RKBMN Pengadaan Konsep RKBMN Pengadaan tingkat UAPKPB 1 hari Konsep RKBMIN
> > telah diteliti Pengadaan tingkat
e va e va UAPKPB telah
diteliti
6 [Penandatanganan RKBMN Pengadaan tingkat L Konsep RKBMN Pengadaan tingkat UAPKPB 1hari |RKBMN Pengadaan
UAPKPB E:’ telah diteliti tingkat UAPKPB
7 |Penyampaian RKBMN tingkat UAPKPB kepada RKBMN Pengadaan tingkat UAPKPB 1 hari Tanda Terima

UAKPB




SOP Rencana Kebutuhan BMN Pemeliharaan UAPKPB

Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas BMN Kasub Bag, BMN Kabag, UHBMN e Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 |Persiapan Penyusunan RKBMN Usulan RKBMN Tahun Sebelumnya; hasil lhari  |DaftarBarang per

penelaahan RKBMN tahun sebelumnya; tanggal penyusunan

{ 3 Dokumen rencana penghentian RKBMN

T penggunaan, pemindahtanganan,
pemanfaatan, penghapusan, pemusnahan,
dan alih fungsi BMN (untuk kendaraan)
dalam tahun yang direncanakan terhadap
objek RKBMN pemeliharaan; dokumen
rencana perolehan BMN sampai dengan
ol A DYVDBRAN - Amleygmnmin Inimimygn.

2 |Penyusunan RKBMN Pemeliharaan | Daftar Barang per tanggal penyusunan 3hari  [Konsep RKBMN
i;[ RKBMN Pemeliharaan
tingkat UAPKPB;

3 [Penelitian RKBMN Pemeliharaan Konsep RKBMN Pemeliharaan tingkat 2hari  [Hasil Penelitian;

‘L' UAPKPB; Konsep RKBMN
E__[: pemeliharaan
tingkat UAPKPB
Tidak Tidak telah diteliti
4 |Pengecekan RKBMN Pemeliharaan Konsep RKBMN Pemeliharaan tingkat lhari  |Konsep RKBMN
N UAPKPB telah diteliti Pemeliharaan
R tingkat UAPKPB
5 |Penandatanganan RKBMN Pemeliharaan tingkat + Konsep RKBMN Pemeliharaan tingkat lhari  |RKBMN
UAPKPB E:[ UAPKPB telah diteliti Pemeliharaan
T tingkat UAPKPB
6 [Penyampaian RKBMN tingkat UAPKPB kepada 5 RKBMN Pemeliharaan tingkat UAPKPB lhari  |TandaTerima
UAKPB ( )




2. Penetapan Status Penggunaan BMN

S ES,

WWERS;

/3

Vyavad ¥

oy

UNE-
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TUJUAN

NOMOR SOP 11.3.2.2
TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

a Pelaksanaan Penetapan status Penggunaan BMN di Lingkungan

Universitas Negeri Padang

b. Untuk memastikan Penetapan status penggunaan BMN berjalan sesuai

dengan waktu yang telah ditetapkan

DISAHKAN OLEH Rektor

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP Penetap an Status Penggunaan BMN
RUANG LINGKUP
1. Penetapan Staitns Penggnnaan Tanah

2. Penefapan Statns penggnnaan Gedung dan Bang

3. Penctapan stalns penggnnaan sclain tanah dan bangnnan

1. |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

2. |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
. [Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 tahun
2008

™

3. (Memahami pedoman pengelolaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMEK.06/2007 tentang Tata Cara

4. |Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan 4. (Mampn mengoperasikan komputer dengan baik
Pemindahtanganan Barang Milik Negara
I Menteri K. O/PMK_06/2007 tent ] . ‘

5. N ! 2an Ny 12 07 5. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
[ Barang Milik Negara = =

E Menteri K gan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016
" |Tentang Pengelolaan Aset pada layanan Umnm

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014
" |Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pendelegasian

8. |Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang
Kepada Pengguna barang di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan

KETERKAITAN

1. |Wakil Rektor II

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Biro Umum dan Keuangan

2. |Jaringan Internet

3. |Ka. Bag UHBMN

3. [Kertas

4. |Kasub Bag. BMN

5. |Staf BMN

o

. |[Kementerian/DIKN/KPKNL

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat betjalan dengan baik

ATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data clektronik dan mannal




F 1a Mutu Baku Keterangan
No Kegiatan Kelengkapan Wakt Output
& Petugas BMN Kasub. Bag. BMN Kabag. UHBMN BUK Wakil Rektor Il Kementerian/KPKNL ge=ls u s
1 |Membuat dan Menyusun usulan naskah PSP sesuai Kartu identitas barang 3 Hari Draf Daftar Usulan
klasifikasi dan kewenangan PSP, yaitu: ( } (KIB); Bukti PSP
a. Usulan kepada Sekjen Ristekdikti, yaitu BMN selain T Kepem\hk-ar? (STNK,
BPKB, Sertifikat Tanah,
Tanah dan Bangunan dengan harga perolehan
dibawah 100 juta tanpa dokumen kepemilikan IMB); Dokumen
(peralatan dan mesin) Perolehan
b. Usulan kepada kepala KPKNL Padang, yaitu :
- BMN selain Tanah dan Bangunan dengan harga
perolehan dibawah 100 juta dengan dokumen
kepemilikan
- BMN selain Tanah dan Bangunan dengan harga
perolehan di atas 100 juta dengan dokumen dan
tanpa dokumen (kendaraan roda 2,4, dan 6 serta
peralatan dan mesin)
- BMN Tanah dan Bangunan berupa bangunan
gedung
o Draft Daftar usulan PSP 1 hari Draft Daftar usulan
. o L—'_'—‘—‘ Ya PSP yang telah
2 |Memverifikasi dan Memvalidasi berkas Usulan PSP .
Tidak divalidasi
Draft Daftar usulan PSP Lhari Daftar usulan PSP
3 |Mengesahkan berkas usulan PSP yang telah divalidasi yang telah
ditandatangani
¥ - -
. Mengirimkan berkas PSP yang sudah disahkan dan ] Daftar L_’5”|a” PSP yang 30Menit |Berkas terkirim
menunggu proses sesuai kewenangannya | telah ditandatangani
5 |Menerimadan Memverifikasi isi berkas PSP
Berkas terkirim Berkas diterima
1 Ya
6 |Menerima SK PSP yang telah disetujui dan diterbitkan 1 n
- SK PSP 15 Menit |SK PSP terarsip
. Mengarsipkan dan melaporkan SK yang telah terbit ke Biro ]
Umum dan Keuangan =
- SK PSP S5Hari  |[Update data di
. L ( ): SIMAN; Laporan
8 |Menginput data PSP ke aplikasi SIMAN e — WASDAL




3. Penghapusan Barang Milik Ne

ara

NOMOR SOP 11.3.2.4

TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI S Maret 2021 (Revisi 2)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

mem berikan penjelasan mengenai:

Pelaksanaan Penghapusan BMN vang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang

Untuk memastikan Peneghapusan BMN berjalan sesuai dengan waktu
vang telah ditetapkan

a

b-

DISAHKAN OLEH

Rektor

Prof. Ganefri, P.hD
NIP.196312171989031003

Penghapusan Barang Milik Negara

SAR HUKUM

Peraturan Menteri K euangan Republik Indonesia NOMOR 83/PME_06/2016
. |Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik|
[Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Peraturan Menteri K enangan Republik Indonesia NOMOR 87
/PME_06/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri K euangan
" |Republik Indonesia NOMOR. 246/PME_.06/2014 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menteri K euangan Republik Indonesia Nomor 65/PME_06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PME_06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

W7 1l

BMN

Peraturan Menteri K euangan Republik Indonesia Nomor 69 /PME_.06/2016
. |Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

M,

1 K Republik Indonesia Nomor

7L/PMEK 06/2016nomor 7L/PMK 06/2016 Tentang Tata CmPengmelolmn
" [Barang Milik Negara Yang Tidak]_"' kan U; Mo lengg;

Tuogas Dan Fongsi K Ni ib

T

. |Memahami SOTE. Universitas Negeri Padang

P, Mo 1 K Republik Indonesia Nomor 7 /PMK_06/20 16
Tentang Pernbahan A tas P M i K Nomor
T |248/PMEK _06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebntunhan Barang

[Milik Negara Bernpa Tanah Dan/Atan B

M,

P, 1 K Republik Indonesia Menimbang Nomor 181
_ |/PMK 062016 Tentang Penatansahaan Barang Milik Negara

[Py M i K Republik Nomor 14/PMK 0 6&016 Tentang
Tata Cara Penjnalan Barang Milik Negara Bernpa Kend.

. |Dinas Kepada Pepawai Aparainr Sipil Negara, Anppota Tentara Nasional
End. Atam A Kepolisian Negara Republik Indonesia Tanpa
[Melatni Lel:

T cl

Mentri K.

ia Nomor 136/PMK _05/2016
) |Tmlangr ol asset pada 1

T

Repub]

Iy Mentri K Republik Ind ia Nomor 111/PMK 062016
“|Tentang Tata cara pelaksanaan indah milik ne;

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2014 Tentang
|Pengelolaan Barang milik Negara/daerah

. |Wakil Rektor IT

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. |Komputer/Laptop/Printer

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat berjalan dengan baik

2. |Biro Umum dan Keuangan 2. |Jaringan Internet
3. |Ka. Bag UHBMN 3. |[Kertas

4. |Kasub Bag. BMN

5. [Staf BMIN

6. |Kementerian/DJEKIN/KPEKNL

TAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan manmal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Keterangan
& Petugas BMN  [Panitia Penghapusan| Kasub.Bag.BMN | Kabag. UHBMN BUK Wakil Rektor Il Rektor Kementerian/DIKN KPKNL Kelengkapan Waktu Output &4
{ \ Surat Usul
1 |Membuat usulan pembentukan panitia Penghapusan BMN Data BMN RusakBerat | 1Hari |0 o o0ian
_— Penghapusan
5 |Mengoreksi dan Memvalidasi draft usulan pembentukan Tigak~" Ya Ya ¥al Ya Surat Usulan Lhar |Usulanvang sudah
Panitia Penghapusan BMN g g . Penghapusan divalidasi
2K Tidak Tidak
Usul dah Usulan Yang telah

3 |Mengesahkan Usulan 5K Panitia Penghapusan BMN 1 sulan yang sudal 1hari sulan Yang telal
divalidasi disahkan
SK Paniti

4 |Menerima SK Panitia Penghapusan anitia 1jam
Penghapusan
BMN rusak berat BA Hasil

Mendata, Menilai dan meneliti aset BMN yang akan N rusak berat yang i st .
s (M diusulkan untuk 7hari  [penilaian/penelitian
dihapuskan N
dihapuskan barang
BMN rusak berat yang
N I diusulkan untuk
Mengajukan permohonan bantuan penilaian aset BMN ! ! )
5 ' : ranan dihapuskan, BA Hasil 1hari  [Surat permohonan
yang akan dihapuskan kepada instansi terkait P ra
penilaian/penelitian
barang
Data BMN yang akan Berkas usulan
, |Membuat usuilan penghapusan BVIN dengan penjualan — dihspuskan; SK panitia |, |penghapusan;
BMN ke pengelola barang (KPKNL/DIKN) penghapusan; Hasil Laporan Kendisi
penilaian BMN; Barang
ek Berkas usulan <K Penualon &
8 |Memeriksa usulan penghapusan BMN > penghapusan; Laporan | 30hari mili::r;: arang
Ya
o |Menerima SK persetujuan penghapusan dengan penjualan SK Penjualan Barang Lhari |sk Penjualan e
dari pengelolabarang milik negara
<K Peniualan SVI Surat penetapan
10 |Mengajukan penjualan aset ke pengelala barang (KPKNL) enjuaian . lhari  |Pejabat Lelang;
Berkas Penghapusan ;
jadwal lelang
L BMNyang akan
dihapuskan; 5K
11 |Melaksanakan penjuslan BVN secara elektronik (e- persetujuan perjualan | |l
auction) BMN dari KPKNL surat
penetapan pejabat
I lelang; Jadwal lelang
Risalah lel : BAST
Menerima risalah lelang, membuat BA serah terima barang {saan ielang;
i '  |barang; bukti setor/

12 |dengan pemenang lelang dan menyetorkan hasil lelang Risalah lelang Lhari [

pada kas negara melalui bank yang ditunjuk . pajak (558P)
Surat persetujuan
Penjualan/Rekomenda
si dari KPKNL; Risalah Surat usulan
lel : Bukti setor; f d,

13 |Mengajukan usulan Sk penghapusan BMN ;A;Tgl;ar:n; ;:", " 1hari z:EEma::sa" an
penjual ke pembeli; kelengkapannya
dataBMN yang
dihapuskan
Surat usulan

h d SK Pengh:

14 |Mengesahkan Sk Penghapusan Barang Milik Negara penghapusan dan 1hari enghapusan
dokumen BMN
kelengkapannya

15 |venginout data Pengh SN ke SIMAK skpenghapusanBMN | |Update data di

nNEINpUt data Penghapusan € dan Risalah Lelang M [sivak
Dok Tersi dal

16 |Mengarsipkan Dokumen penghapusan okumen ljam | oo mpandalam

penghapusan arsip




4. Pemanfaatan Barang Milik Negara

3 Hari

s NE@;_,\%‘ NOMOR SOP 11.3.2.3
Iy 5,
& E‘ TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019
=
\\.-QN!’, - TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL.EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor
BIRO UMUM DAN KEUANGAN N
TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Peclaksanaan Pemanfaatan BMN yang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang
b. Untuk memastikan Pemanfaatan BMN berjalan sesuai dengan waktu
vang telah ditetapkan
NAMA S0P Pemanfaatan Barang Milik Negara

RUANG LINGKUP

Penyewaan Gednng

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /PMK.06/2016

. |Tentang Tata cara pelaksanaan peng gunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan

pemindahtanganan barang milik negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

o

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

=]

. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 71/PMK.06/2016
nomor 71/PMK.06/2016 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik

" |Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas Dan Fungsi

Kementerian Negara/Lembaga

3. [Memahami pedoman pengelolaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 /PMK.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

" |248/PMK.06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kebutuhan Barang

baik

ngop

Milik Negara Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan

WMenk

i K Republik Indonesia Menimbang Nomor 181

" |[/PME_06/2016 Teniang Penatansahaan Barang Milik Negam

5. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

P Montori K

Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016

" |Tentang pengelolaan asset pada lay

Tmmnm

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Talun 2014 Tentang

" |Pengelolaan Barang milik Negama/daerah

PME. . Nomor 78/PMK.06/2014 Tenlang cara pemanfaatan BMN

KETERKAITAN

. |Rektor

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

(=]

. |Wakil Rektor II

=]

Jaringan Internet

. |Biro Umum dan Keuangan

3. |Kertas

. |Ka. Bag UHBMN

. |[BMN/RT

. |Bag. Keuangan

. |Pemohon

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan scbagai daia clcktronik dan manual

1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur




Pelak Mutu Baku
No Kegiatan . Keterangan
Pemohon/Penyewa BMN/RT Kabag. UHBMN BUK Wakil Rektor Il Rektor Kelengkapan Waktu Output
Surat Permohonan 1Hari |Disposisi Surat
1 |Mengajukan permohonan Peminjaman Permohonan
Disposisi Surat 1Hari  |Surat permohonan
3
Permohonan ang telah
2 |Memberikan Disposisi atas permohonan | |q— —l |<— | V_ .g .
] didisposisi
- Surat permohonan 15Menit [Jadwal Peminjaman
3 |Mengisi Buku Peminjaman : yang telah didisposisi yang tercatat
Slip Pembayaran
4 |Membayar Uang muka ke bank yang ditunjuk Uang Muka
Slip Pembayaran Uang
5 |melaporkan pembayaran uang muka Muka
Slip Pembayaran Uang | 15 Menit |Tanda Pembayaran
Muka Uang Muka
6 |Memverifikasi dan Mencatat Pembayaran uang muka g
Ya Slip Pembayaran
Lunas
7 |Melunasi Pembayaran
| Slip Pembayaran Lunas
8 |Melaporkan Pelunasan Pembayaran I
ok Slip Pembayaran Lunas | 15 Menit |Tanda Lunas
fdal
Pemb:
9 |Memverifikasi dan Mencatat Pelunasan Pembayaran embayaran
Tanda Lunas 15Menit |Surat Izin Pemakaian
10 |Mengeluarkan surat izin pemakaian gedung Pembayaran Gedung
11 [Pemakaian Gedung ( )




5. Penyimpanan Barang Milik Negara
,(s"ﬁ“'\_ NOMOR SOP 11.3.2.7

TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019
TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor

TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD

NIP. 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a Pelaksanaan Penyimpanan BMN yang ada di Lingkungan Universitas

Negeri Padang
b. Untuk memastikan Penyimpanan BMN berjalan sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan

NAMA SOP Penyimpanan Barang Milik Negara
RUANG LINGKUP
3 Hari Penyimpanan Barang Milik Negara/ Persediaan

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /PMK.06/2016
1. |Tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan | 1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
pemindahtanganan barang milik negara

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kevangan Nomor

" |164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang
Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menimbang Nomor 181

" |/PMK.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor 136/PMK.05/2016
Tentang pengelolaan asset pada layanan umum

[Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Talmn 2014 Tentang

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

3. [Memahami pedoman pengelolaan BMN

4. (Mampn mengoperasikan komputer dengan baik

5. |[Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

" [Pengelolaan Barang milik Negara/daerah }
KETERKAITAN
1. |KPA (Rektor) 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |[Wakil Rektor IT 2. [Jaringan Internet
3. |Biro Umum dan Kenangan 3. |Kertas

4. |Ka. Bag UHBMN

5. |Kasub Bag. BMN

o

. |Kepala Gudang

-1

. |Operator SIMAK

8. |PPHP

AN DAN PENDA’

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan

BMN tidak dapat begjalan dengan baik Disimpan scbagai dafa elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Operator SIMAK Keterangan
PPHP BMN Kepala Gudang |Kasub. Bag. BMN | Kabag. UHBMN BUK WRII KPA Kelengkapan Waktu Output
BA Pemeriksaaan 15 Menit [Daftar Penerimaan
1 Menyerahkan Laporan Pemeriksaan ( ) Barang Barang
Barang e :
Daftar Penerimaan | 30Menit |Daftar Penerimaan
5 Menerima dan Mendisposisikan Barang Barang
daftar barang
Daftar Penerimaan 1Hari  |Daftar Barang yang
3 |Memvalidasi daftar barang Barang sudah divalidasi
Tidak Daftar Barang yang 1Hari  |Daftar Barang yang
4 |Memverifikasi daftar barang </: sudah divalidasi sudah diverifikasi
Daftar Barang yang lJam |Barangyang
5 |Menyimpan barang di gudang 4 sudah diverifikasi tersimpan di gudang
v Daftar Penerimaan 1Hari |Update data
6 Mencatat barang masuk pada ‘ | Barang BMN/Persediaan di
aplikasi SIMAK BMN/Perse diaan ;3 q SIMAK dan

Persediaan




6. Pendistribusian Barang Milik Negara

& NE

GE,

NOMOR SOP 11.3.2.8

TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

2 Pelaksanaan Pendistribusian BMN yang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang
b. Untuk memastikan Pendistribusian BMN berjalan sesuai dengan waktu

yang telah ditetapkan

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
DISAHKAN OLEH Rektor

Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP

Pendistribusian Barang Milik Negara
RUANG LINGKUP
Pendistribnsian Barang Milik Negara

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 /PMK.06/2016
. [Tentang Tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan
pemindahtanganan barang milik negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2016
Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

" |Tentang pengelolaan asset pada layanan umum

2 164/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang 2. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur
Milik Negara Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur

3. Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Memmbang Nomor 181 3. [ Memahami ped tlaan BMN
/PME._.06/2016 Tentang Penatausahaan Barang Milik Negara peng

4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 136/PMEK..05/2016 4 ikan 1 terd bail

[Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahmn 2014 Tentang

. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

" [Pengelolaan Barang milik Negara/daerah B
1. [Wakil Rektor II 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Biro Umum dan Keuangan 2. |Jaringan Internet
3. |Ka. Bag UHBMN 3. |[Kertas

. |Kasub Bag. BMN

. [Kepala Gudang

=N

. [Operator SIMAK BMN

. [User

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Operator SIMAK Keterangan
User BMN Kepala Gudang |Kasub. Bag. BMIN| Kabag. UHBMN BUK WRII Kelengkapan Waktu Output
Surat Permohonan Surat Permohonan
1 |Mengusulkan Permintaan BMN Permintaan Barang yang sudah
didisposisi
Surat Permohonan 15 Menit |Surat Permohonan
5 Memeriksa Pengadaan Barang apakah sudah yang sudah didisposisi yang sudah
sesuai dengan perencanaan kebutuhan user didisposisi
urat Permohonan 1 Hari
3 |Meneruskan Ke Ka.Bag UHBMN ] II ang sudah didisposisi
15 Menit
4 Memeriksa Permintaan apakah sesuai dengan
barang yang diadakan
15 Menit
5 [Memeriksa Ketersediaan Barang ] |
Daftar permintaan 15 Menit |Bon Pengeluaran
6 |Membuat Bon Pengeluaran Barang barang yang disetujui Barang
Bon Pengeluaran 15 Menit |Update data DIR

Memindahkan Barang dari Gudang Ke Ruang
User sesuai Pengguna pada aplikasi SIMAK BMN

Barang

Menyerahkan Barang ke User




7. Penggunaan Barang Milik Negara

> G NOMOR SOP 11.3.2.9
S -,
/e h
il %" TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019
i QNf,// TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL.EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor
TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
a. Pelaksanaan Penggunaan BMN vang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang
b. Untuk memastikan Penggunaan BMN berjalan sesuai dengan waktu
vang telah ditetapkan
NAMA SOP Penggunaan Barang Milik Negara

RUANG LINGKUP

Penggunaan Alat Tulis kantor dan Barang Perscdiaan

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014

KUALIFIKASI PELAKSANA

Memahami Peratr terkait ped tand ional d

1. Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara 1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2. |Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa | 2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87/PMK.06/2016

Tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Republik Indonesia .

. , . |Memahami pedoman pengelolaan BMN

3 Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan 3 t podomat N

Barang Milik Negara
4. |Per Pres No. 16 Tahun 2018 Tentang “Pengadaan barang/jasa pemerintah™ 4. [Mampu mengoperasikan kompuler dengan baik

P Menteri K. gan Repnblik Indonesia Nomor 7 /PMK.06/2016
5 Teatang, P Atas Kenangan Nomor 5. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

" |248/PMK_06/2011 Tentang Standar Barang Dan Standar Kcbuluhan Barang
[Milik Negara Bernpa Tanah Dan/Atan Bangnnan

P P Menteri K. gan Repnblik Indonesia Menimbang Nomor 181
' |/PMK.06/2016 Tentang Penatansah Barang Milik Negama
2 P Menti K. gan Republik Ind ia Nomor 136/PMK 05/2016

" |Tentanp pengelolaan asset pada lay mnm

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 27Tahun 2014 Tentang
" |Pengelolaan  Barang milik Negara/dacrah

9. |PMK . Nomor 78/PMK_06/2014 Teniang cara pcmanfaatan BMN

PMEK Nomor 23 Talmn 2018 Tentang jabatan Fungsional Penata I.aksana
[Barang

KETERKAITAN

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. [Wakil Rektor II 1. |Komputer/Laptop/Printer
2. |Biro Umum dan Keuangan 2. |Jaringan Internet
3. |Ka. Bag UHBMN 3. [Kertas

4. |Kasub Bag. BMN

wn

. |Pejabat Pengadaan

=

Operator Persediaan

=Y

Petugas Gudang Persediaan

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elekironik dan mannal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Peti Gud Operat Pejabat User/Bagian/Uni Keterangan
& etugas Gucang perator €jaba Ka. Subbag. BMN| Kabag. UHBMN BUK WRII S RO Kelengkapan Waktu Output i
Persediaan Py d Pengadaan t
Form Permintaan; data | 30 Menit
1 Mengajukan Permintaan Kebutuhan barang ( )‘base barang
persediaan S| persediaan
15 Menit
3 Menerima permintaan kebutuhan barang
persediaan
Form Permintaan 1Hari |Permintaan Barang
{
3 |Disposisi 1 Barang v.an.g sud.a!w
b didisposisi
. Mengecek persediaan ATK dan pendataan Permintaan Barang 1lam |Daftar Kebutuhan
kebutuhan yang sudah didisposisi Barang persediaan
Tersedia; Mendistribusikan barang +
persediaan yang dibutuhkan Terse
e ,f flia L(__ ]
Tidak tersedia; merencanakan proses Tidak R
1
pengadaan barang persediaan Terse
F Daftar Kebutuhan 1Hari |Berkas Rencana
Merencanakan proses Pengadaan barang :I Barang persediaan Pengadaan; Nota
persediaan sesuai dengan kebutuhan ¥ dinas permintaan
pengadaan
Berkas Rencana 7Hari  |Dokumen
6 Melakukan Pengadaan barang persediaan sesuai i Pengadaan; Nota dinas pengadaan; kwitansi
dengan kebutuhan fER— permintaan pengadaan pembelian
- Dokumen Kontrak 1lam |BA Pemeriksaan; BA
7 Melakukan pengecekan dan penerimaan barang Tigak Serat Terima Barang
persediaan yang telah dibeli
BA Pemeriksaan; BA 1 Hari Update database
g Input data ATK yang telah dibeli ke dalam | | Serat Terima Barang persediaan
database persediaan 'L--— S—
llam |Barang persediaan
Melakukan Penyimpanan ATK digudang L——L tersimpan
9 X *
persediaan - ,...,....J
Mendistribusikan barang persediaan yang - 1Jam Bon Keluar;.update
. data persediaan
10 |dibutuhkan dan mencatatnya dalam data base ( )
persediaan e = =




8. Pengadaan Barang Milik Negara

< NEGE, NOMOR SOP 11.3.2.5

)@

e > TGL.PEMBUATAN 22 Agustus 2019

iz i

) £

2 () - ..

kY !.{Ng,/ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor
TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD

NIP. 196312171989031003

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

4 Pelaksanaan Pengadaan BMN yang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang

b. Untuk memastikan Pengadaan BMN berjalan sesuai dengan waktu yang
telah ditetapkan

NAMA SOP Pengadaan Barang Milik Negara
RUANG LINGKUP
Pengadaan Barang/Jasa

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
2. |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara 2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

UU Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan

" [Pengelolaan dan Tanggung Keuangan Negara

Peraturan Menteri Kenangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.05/2017

4. |TentangTata Cara Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan 4. (Mampn mengoperasikan komputer dengan baik

Belanja Negara Sebelum Barang/Jasa Diterima

5 Perah@m Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/JTasa 5. [Memahami aturan- aturan tentang pengadaan
Pemerintah =ETE

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas

" |Peraturan

Peraturan Presiden Nomor 172 Tahun 2014 Tentang Perubahan Ketiga Atas

" |Peraturan

[Peraturan Presiden Nomor 4 Tahnn 2015 Tentang Pernbahan Keempat Atas

8. [Peraturan Presiden Nomor 54 Talnn 2010 Tentang Pengadaan Barang/Tasa

[Pemerintah

E Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang “Pengadaan barangfjasa

[pemerintah™

3. |Mempnnyai sertifikat keahlian pengadaan

KETERKAITAN PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. [KPA 1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |PPK 2. |Jaringan Internet

3. |Pejabat Pengadaan/POKJA 3. |Kertas

4. |Penyedia

5. |PPHP

6.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pengadaan . .
BMN tidak dapat berjalan dengan baik Disimpan sebagai data elekirondk dan manual




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan POKIA/Pejabat Keterangan
2 Rektor/KPA PPK /Pej PPHP Penyedia Kelengkapan Waktu Output T3
Pengadaan
Dokumen Rencana 1 Hari
1 Menyampaikan dokumen Rencana Pelaksanaan
Pelaksanaan Pengadaan (RPP) Pengadaan (RPP)
Dokumen Rencana 2Jam Dokumen Rencana
5 Melakukan Review dokumen RPP dan Pelaksanaan Pelaksanaan
mengusulkan perubahan jika ada Pengadaan (RPP) Pengadaan (RPP)
yang sudah direview
Dokumen Rencana 1 hari Draft Rancangan
h
Merencanakan metode pemilihan Pelaksanaan Kontrak; HPS;
3 |penyediabarang/jasa, konsep KAK, i Pengadaan (RPP) yang Konsep KAK;
rancangan kontrak dan HPS sudah direview metode pemilihan
barang/jasa
. . Draft Rancangan 1 hari Draft Rancangan
Memeriksa, meny.e.pak?tl dar! i Kontrak; HPS; Konsep Kontrak; HPS;
4 |menetapkan spesifikasi Teknis, f S KAK: metode Spesifikasi Teknis
Rancangaan Kontrak dan HPS pemilihan barang/jasa
s Draft Rancangan 1 hari Dokumen
5 Menyusun dan Menetapkan Dokumen i Kont.ra!k; H_PS; X Pengadaan
Pengadaan | E— Spesifikasi Teknis
Dokumen Pengadaan Terpilihnya
Penyedia
6 |Proses pemilihan Penyedia barang/jasa Barang/jasa
Draft Rancangan 1 hari Kontrak
Kontrak
7 |Membuat Kontrak
Kontrak 1jam Kontrak yang sudah
ditandat i
8 |Menandatangani kontrak Itandatangani
Kontrak yang sudah Tergantung
9 Melaksanakan kontrak pengadaan ditandatangani lama kontrak
barang/jasa yang
dise pakati
- Daftar barang yang 1 hari BA Serah terima
10 Menyerahkan barang/jasa sesuai > | didiadakan barang
dengan spesifikasi yang ada dikontrak I— T
Tidak BA Serah terima barang 1 hari BA Pemeriksaan
11 |Memeriksa barang/jasa yang diserahkan <>=
Ya
BA Pemeriksaan 1jam BA Serah terima
1 Melaksanakan Serah terima pekerjaan ( barang PPK ke KPA

ke KPA




9.

Inventarisasi Barang Milik Negara

/\4‘5’." NEéQ\é NOMOR SOP 11.3.2.6
&, i
i B TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
iz =)
\\1‘;) oé)f ..
N TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor
TUJUAN Prof. Ganefri, P.hD
NIP. 196312171989031003
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
2 Pelaksanaan Inventarisasi BMN yang ada di Lingkungan Universitas
Negeri Padang
b. Untuk memastikan Inventarisasi BMN berjalan sesuai dengan waktu
yang telah ditetapkan
NAMA SOP Inventarisasi Barang Milik Negara

RUANG LINGKUP

Inventarisasi barang milik negara

1. |Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kenangan Negara

KUALIFIKASI PELAKSANA

2. |Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

2. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
. [Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 38 tahun
2008

™

3. [Memahami pedoman pengelolaan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMEK.06/2007 tentang Tata Cara
. |Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan Dan
Pemindahtanganan Barang Milik Negara

s

4. (Mampn mengoperasikan komputer dengan baik

" | Tentang Pengelolaan Aset pada layanan Umnm

I Menteri K. omor 120/PMK.06/2007 fentang ] ‘ ] ‘
5. P I EI I\'I;likllie 12 o7 5. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
6 [F Menteri K Republik Indonesia Nomor 136/PMK 05/2016

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMEK..06/2014
" |Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara

Permendikbud No 67 Tahun 2015 tentang inventarisasi dan Pelaporan
. |Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan
K ebudayaan

=)

KETERKAITAN

1. |[Ka Satker UPKPB

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Komputer/Laptop/Printer

2. |Tim Inventarisasi

2. [Jaringan Internet

w

. |Petugas SIMAK BMN

3. [Kertas

4. |Penanggung Jawab Ruangan

5. |User

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan penatausahaan
BMN tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai data elektronik dan mannal

1. [Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas SIMAK | Penanggun, Keterangan
= KaSatker UPKPB |Tim Inventarisasi e e User Kelengkapan Waktu Output &
BMN Jawab Ruangan
lhar  |tim inventarisasi
1 |Menetapkan dan Menunjuk tim pelaksana inventarisasi {
lhan |Rencanakerja
) inventarisasi
2 |Menyusun rencana kerja pelaksanaan inventarisasi BMN [j
Mengumpulkan dokumen sumberdan Melakukan Rencana kerja lhari  |Dokumen-dokumen
Pemetaan pelaksanaan Inventarisasi BMN, Menyiapkan inventarisasi sumber, Blanko
3 blanko label sementara (dar kertas) yang akan label sementara,
ditempelkan pada BMN yang bersangkutan, Menyizpkan Kertas kerja
kertas kerjainventarisasi BMN beserta tata cara Inventarisasi BMN
Shari  |Daftar BMIN yang
J ! sudah diidentifikasi
4 |Melakukan identifikasi BMIN yang dikuasai 1 1
+ Shan
5 |Melakukan Pencatatan kode BMN ]
1han
6 Menerima dan mengkompilasi data perekaman dari I
seluruh user |
1har
7 |Mengentry datake dalam aplikasi SIMAK BMN
2hari  |BMN yang sudsh
ditempeli label
8 |Melakukan penempelan label sementara tempel
sementara
R lhari  |kertas kerja; ADK
Mencetak kertas kerjainventarisasi dan SIMIAK satker
9 |menandatanganinya serta membuat arsip ADK dari aplikasi
[ pembantu
SIMAK
ADK Inventarisasi BMIN | 1jam
0 Menggabungkan seluruh ADK ke dalam Aplikasi SIMAK
BMN tingkat satker
lhari |Database SIMAN
Mernverifikasi database inventarisasi BMN dengan BVIN yang sudzh
11 |mengidentifikasi database aplikasi inventarisasi BMN I diverifikasi
dengan database SIMAK BMN o o
+ Database SIMAN BMN 1jam
I ang sudah diverifikasi
12 |Melakukan penyesuaian pada aplikasi inventarisasi BMN vang su vermkas
lhar |Kertas kerja
3 Mencetak kertas kerjainventarisasi BMN untuk tingkat inventarisasi
satker
Kertaskerja 1jam  |Kertas kerja
1 Menandatangani kertas kerja inventarisasi BMN tingkat | I. inventarisasi inventarisasi yang
satker d telah ditandatangani
Kertas kerja Thari | Daftar Barang Hasil
Menyusun Daftar Barang Hasil Inventarisasi (DBHI) .r] X | R g !
15 |berdasarkan data kertas kerja hasil identifikasi dengan l inventarisasiyang nventarisasi
telah ditandatangani
menggunakan aplikasi inventarisasi BMN
Daftar Barang Hasil lhari |Laporan hasil
Inventarisasi inventarisasi BMN
Menyusun laporan hasil inventarisasi BMN tingkat satuan tingkat satker, Surat
16 |kerja, Menyusun surat pernyataan, Menyusun surat I | pernyataan, Surat
penetapan hasil inventanisasi BMN & - penetapan hasil
inventarisasi BMN
Menyampaikan laperan hasil Inventarisasi BMN yang telah Laporan hasil 1han
. ditandatangani, DBHI beserta ADK dari aplikasi I | inventarisasi BMN
inventarisasi BMN secara berjenjang ke tingkat wilayah, tingkat satker; DBHI;
Unit Eselon |, dan pengguna dengan tembusan ke KPKNL ADK SIMAN
Laporan hasil 2hari  |Hasilinventarisasi
18 Membukukan dan mendaftarkan hasil inventarisasi BMN inventarisasi yang telah
yang telah dilakukan di tingkat UPKPB dibukukan dan
terdaftar
Hasil inventarisasi yan 7hari  |DBRdan DBLyan
Mernperbaharui DBR dan DBL sesuai dengan hasil i sastyang X ¥ g.
. telah dibukukan dan telah diperbaharui
19 |inventarisasi BMN yang telah ditetapkan oleh 2 .
. - . ‘ . terdaftar
Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang dikuasai
DBRdan DBLyang telah| 7hari  |BMN yang telah
Menempelkan Blanko label permanen pada masing- X yang vang
diperbaharui terlabel
20 |masing barang yang diinventarisasi sesuai hasil
inventarisasi BMN
1jam  |Update data SIMAK
21 |Pemutakhiran data SIMAK BMN { )




C. Subbagian Tata Usaha

1. Pelayanan Front Office

NEG, é‘,?/

)
)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

45 menit pelaksanaan

DASAR HUKUM

Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Proses Bisnis)

NOMOR SOP 11.3.3.1

TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019

TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)

TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

DISAHKAN OLEH

Pr
NIP. 196312171989031003

RUANG LINGKUP

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

NAMA SOP PELAYANAN FRONT OFFICE

Mencakup proses pelayanan front office

KUALIFIKASI PELAKSANA

Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

(=]

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

P Menter: Pend
& F

3 yag Aparatur Negara dan Refi
" (Nomor 15 Talmn 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan

: Birokmsi

' Memsd terkait pelay

P publik dan pedoman pengelolaan peningkatan

Pematnran Menteri Pendayapunaan Aparatnr Nepara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

4. (Mampn mengoperasikan komputer deng;

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
" |Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

5. [Mampu berbahasa Inggris secara Lisan dan Tulisan

Pematuran Menteri Risct, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Talun.
6. |2016 tenianpg Pdayanan Publik di K Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tingpi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
8. |Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi
Pemerintah

—

PERALATAN/PERLENGKAPAN

. |Personal Komputer / Laptop

2. |Jaringan Internet

3. |Telepon

Apabila SOP Pelayanan Front Office hidak dilakuk
1 di Uni belum i pel

Py pal paay

prima

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Dist T

i data dlek ik dan 1




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas Front Waktu Keterangan
Pemohon Office Kasubag TU Kelengkapan it Output
1 Pemohon datang membawa dokumen yang akan C) Surat pemohon 5 menit [Berkas Surat pemohon

diproses atau informasi yang dibutuhkan

Pemohon mengisi buku kunjungan pada front

2 Buku Tamu 5 menit [Berkas Surat pemohon
office
Petugas Front Office menerima berkas yang

3 |dimaksud dan menjawab informasi yang Berkas dokumen pemohon |5 menit [Berkas Surat pemohon
ditanyakan
Petugas mengklarifikasi jenis dokumen yan - / Komputer, Scanne,

4 | .. g 9 J yang Printer, Jaringan Internet 5 menit [Berkas Surat pemohon
diterima

dan Telepon
Ya

5 Petugas _Front Ofﬁc_e _memberlkan dokumen Berkas dokumen pemohon 10 menit |Hasil Berkas pemohon
kepada tujuan surat (pimpinan) lengkap

6 Pfetugas Front Ofﬁ_ce _ mengantarkan  tamu Pemohon berpakaian rapi 5 menit |Sopan dan Rapi
pimpinan ke ruangan pimpinan dan sopan

7 Petugas_ Front Office rT_1emasukkan data Berkas surat pemohon 5 menit |Hasil Berkas pemohon
pengunjung secara manual on line keyboard lengkap

8 Memonitor surat pemohon yang di proses petugas >< > Berkas surat pemohon 5 menit |Hasil Berkas pemohon

front office

lengkap




2. Pengarsipan Dokumen Persuratan

NOMOR SOP 11.3.3.2

éég"NEﬁg#}‘ TGL. PEMBUATAN 22 Apustus 2019

I 3 TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi 2)

£l 1) TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019

’Q § DISAHKAN OLEH

N Rektor Universitas Negeri Padang
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
NIP. 196312171989031003

NAMA SOP Pengarsipan Dokumen Persuratan

RUANG LINGKUP

48 menit pelaksanaan Mencakup proses pendokumentasian pada arsiparis

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
Permen PANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Proses Bisnis)

Permen PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

(=]

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

3 Peraturan Menleri Pendayagnnaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi 3 ‘Memahami p terkait pelay publik dan pedoman pengelolaan peningkatan
| Nomor 15 Talun 2014 tentang Pedoman Standar Pelay " |kmalitas pelayanan publik
Peraturan Menleri Pendayagnnaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi
4. |Nomor 1 Talun 2015 tentang Pedoman Bvaluasi Kinerja Penydenggara 4. |Mampu mengop ikan komp dengan bak
Pelay Publik
s, Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 5. [Mampu berbahasa Inggtis secara Lisan dan Tulisan

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peratnran Menderi Riset, Teknolopi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahnn
6. |2016 tentang Pelayanan Publik di Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinppi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. | Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

8. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah
KETERKAITAN RALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Personal Komputer / Laptop
2 2. |Jaringan Internet
3. | Telepon




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Waktu Keterangan
Pengguna Petugas Arsiparis Kasubag TU Kelengkapan (menit) Output
Pengguna / pemakai dokumen menyerahkan dokumen Dokumen yang akan .

1 ‘ ’ 5 it Berkas Surat h
yang ada ke pada petugas arsiparis diserahkan men erkas surat pemonon
Arsipparis  mengumpulkan dokumen yang akan i L . Berkas Dokumen yang

2 |, . L
diarsipkan l Dokumen yang diterima 5 menit diterima

3 Petugas Arsmgns_ mengk'larrﬁka5|kan jenis dokumen : Dokumen per jenis kriteria |5 menit !Berkas_Do'kumen per
berdasarkan kriteria kearsipan jenis Kkriteria
Petugas Arsiparis mengkelompokkan / memasukkan N . Berkas Dokumen per

4 i~ tpart 9 P . ! Dokumen per jenis kriteria |5 menit R . P
dokumen kedalam kelompok yang tersedia jenis kriteria

- Digital N . -

5 |Dokumen manual atau digital <w Dokumen per jenis kriteria |3 menit Dokumen arsiparis

Manual

6 Petugas Arsiparis mt?nylr_npan do_kumen kedalam lemari | Dokun_len_per jenis kriteria 10 menit Dokumen arsiparis
penyimpanan / lemari arsip sesuai kelompok surat yang diarsipkan
Petugas Arsiparis menyimpan dokumen digital kedalam

7 |media Storage / hardisk / hd portabel sesuai folder Dokumen Digital 5 menit Dokumen arsiparis
kelompok surat
Pet ipari berikan | bulan kepad .

g | cugas ar_5|pe?r|s memberikan iaporan perbuian kepada Laporan kepada atasan 10 menit Laporan bulanan
atasan arsiparis (kasubag TU)

Memonitor / evaluasi dokumen dan lemari arsip pada . L L . Dokumen hasil

9 L :(: Hasil monitoring arsiparis |5 menit L

Arsiparis monitoring




3. Surat Keluar e-office

NOMOR SOP 11.3.3.3
K‘S’(—NEQ@ TGL. PEMBUATAN 22 Agustus 2019
é"’\ _;“:.‘ TGL. REVISI 5 Maret 2021 (Revisi2)
|u>: E‘I TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
\:‘Q- = ?‘? DISAHKAN OLEH
AN

N Rektor Universitas Negeri Padang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG 2

ziefri, Ph.D
NTP. 196312171989031003

NAMA SOP SURAT KELUAR e-Office
RUANG LINGKUP

35 menit pelaksanaan Mencakup proses surat keluar

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

o

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peratnman Menleri Pendayagunaan Aparatur Nogara dan Rformas Birokrasi I _

®: | Nomor 15 Talun 2014 tcatang, Pedoman Standiar Pelay 3. P terkait pelayanan public

4. |Nomor 1 Talun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggam 4. |Memahami pedoman pengelolaan peningkatan knalitas pelay publik
Pel! Publik

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menleri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun
6. 2016 g, Pelay Publik di K. ian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis Instansi Pemerintah

5. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

o

KETERKAITAN RALATAN/PERLENGKAPAN
SOP Surat Keluar . |Personal Komputer / Laptop
. |Jaringan Internet

—

b

PR R

4. [Telepon

'ENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP Surat Kelnar tidak dilaknkan mennmt semestimya maka informasi  [Disimp bagai data clek ik dan 1]
yang sampaikan ke wmum atan unit tejuan idak pai hasil yang maksimal




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas Tata Kasubag Tata Waktu Keterangan
Pemohon Usaha Usaha Kelengkapan (menit) Output
1 Pemoh_o n datang membawa surat keluar yang Surat pemohon 5 menit Berkas Surat pemohon
akan diproses )
Petugas Tata Usaha menerima dan
2 |memeriksa kelengkapan berkas yang Berkas Surat pemohon 5 menit Berkas Surat pemohon
dimaksud
i i ieni Tidak /
3 E;tslﬂj s mengklarifikasi jenis surat yang - Berkas Surat pemohon 5 menit Berkas Surat pemohon
Ya
Meng entri kan surat keluar (termasuk Komputer, Scanner, Printer,
4 [memberikan nomor dan men scan surat) ke Jaringan Internet dan 10 menit Hasil Berkas pemohon
sistem e-office UNP di Rumah Gadang Telepon
. . :t Komputer, Scanner, Printer,
5 Mengirimkan surat keluar di lingkungan UNP Jaringan Internet dan 5 menit Berkas Surat pemohon
dengan e-Office Telepon
. . . Komputer, Scanner, Printer,
6 Menglrlmkfan k_e lingkungan Kemdikbud < ’ Jaringan Internet dan 5 menit Berkas Surat pemohon
dengan aplikasi SINDE Telepon
7 |Memonitor surat keluar <! |Berkas surat pemohon 5 menit Hasil Berkas pemohon
8 i\/lujir;?:rlmkan surat keluar dengan Post sesuai D Buku Agenda e-Office 5 menit Nomor surat keluar




4. Surat Masuk e-office

NOMOR SOP 11.3.3.4
,ég'Néé'e&\ TGL. PEMBUATAN 22 Apustus 2019
i = TGL. REVISI 5 Maret 2021 [Revisi 2)
i B TGL. EFEKTIF 30 Agustus 2019
kS = 2 DISAHKAN OLEH
e Rektor Universitas Negeri Padang

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Prof ©azxefri, Ph.D
NIP. 196312171989031003

WAKTU

29 menit pelaksanaan

DASAR HUKUM
PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

NAMA SOP SURAT MASUK e-Office

RUANG LINGKUP
Mencakup surat masuk ke pimpinan Universitas

KUALIFIKASI PELAKSANA

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
" |Operasional Prosedur A dministrasi Pemerintah

[=]

[=]

. [Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

" |15 Tahun 2014 ientang Pedoman Standar

d. Negpara dan Reformasi Birokmsi Nomor,
Pelayanan

" |1 Tahun 2015 tentang, Pedoman Evaluasi

Negpara dan Reformasi Birokmsi Nomor,
Kinerja Penyelengpara Pelayanan Publik

Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
" |Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

. [Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

(Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 Tahun 2016
" |tentang Pelayanan Publik di K emenderian Riset, T eknologi, dan Pendidikan Tinggi

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta Proses
. |Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
. |Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah

=)

{ETERKAITAN

—_

. |SOP Surat Kelar

PERALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Personal Komputer / Laptop

2. |.Taringa.n Internet

3. |S|=mnu'

4. |Telepon

PERINGATAN

PENCATATAN DAN PENDATAAN
Dist bagai data elekironik dan manual

Apabila SOP Sural Masuk tidak dilakukan




Pelaksana Mutu Baku
No Kegiatan Petugas Tata Kasubag Tata Waktu Keterangan
Pemohon Usaha Usaha Kelengkapan (menit) Output

1 P.e mohon datang membawa surat yang akan ‘ ) Surat pemohon 5 menit Berkas Surat pemohon
diproses

2 Petugas Tata Usaha mene.rlma dan melinat Berkas Surat pemohon 3menit Berkas Surat pemohon
kelengkapan berkas yang dimaksud

3 Petugas. mengklarifikasi jenis - surat - dan Berkas surat pemohon 3 menit Hasil Berkas pemohon
memberikan nomor Agenda
Meng entri kan surat masuk (termasuk men Komputer, Scanner,

4 |scan surat) ke sistem e-office UNP di | I Printer, Jaringan Internet 3 menit Berkas Surat pemohon
Rumah Gadang dan Telepon

5 Memonitor surat masuk disistem e-office Surat Digital Pemohon 5 menit Tracking Berkas
UNP di Rumah Gadang 9 pemohon

6 |Mengarsipkan surat masuk Lemari Arsip Surat 5 menit Arsip Surat

7 Fl:/eljlz:;kan evalasi kegiatan surat masuk ’ ( ) Lemari Arsip Surat 5 menit Arsip Surat




D. Subbagian Rumah Tangga

1. Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana untuk Nilai Pekerjaan = Rp.

10.000.000,-
o REw NOMOR SOP 11.3.4.1
AT

f% )

e %"- TGL. PEMBUATAN 04 JULI 2019

= 5

B I/ TGL. REVISI 18 AGUSTUS 2019

NunNes
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TGL. EFEKTIF 18 AGUSTUS 2019
UNIVERSITAS NEGERI PADANG DISAHKAN OLEH Rektor
.. ;//—-._ -,
W JA T —
;Tv—z.@,‘—;;f
Prof. Ganefri, P.hD
BIRO UMUM DAN KEUANGAN NIP. 196312171989031003
TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Tata cara pengajuan dan proses perbaikan sarana dan prasarana
di ingkungan Universitas Negeri Padang
Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana untuk
NAMA SOP
Nilai Pekerjaan z Rp. 10.000.000,-

RUANG LINGKUP

P yang ada di lingknngan Universitas Negeri Padang

'yang tercatat sebagai Barang Milik Negara Universitas Negeri Padang

DASAR HUKUM
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
" |Pemerintah

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. (Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

2. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

PermenPANRE Nomor 35 Tabmn 2012 tentang Pedoman Penynsonan Standar

3. |ME mengoperasik

komputer dengan baik

Peratnran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
" |Nomor 15 Tahnn 2014 t Pedoman Standar Pel

4. Mengetabmi tata cara penggmnaan peralatan teknis perbaikan sarana prasarana

i ¥

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. |Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

Permenristekdikti Nomor 15 Tahmn 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
' KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. |Subag Barang Milik Negara

ALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Peralatan Teknis Perawatan Sarana Prasarana

2. |Subag Tata Usaha

2. |Komputer/Printer

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

3. |Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan sebagai arsip/berkas mammal




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
No Kegiatan Kabag. Kasubag. | Staf/ Pe_tugas/ Pembuat Keterangan
Pengguna Rektor WRII KA. BUK UHBMN Rumah Peny.edla. yang Komitmen Kelengkapan Waktu Output
Tangga Ditunjuk (PPK)

1 |Mengajukan permohonan Surat Berkas Surat
perbaikan/perawatan sarana C >—>1 | Permohonan Permohonan
prasarana

2 |Memberikan disposisi atas v Disposisi 240 menit |Surat Permohonan
permohonan I |_ I_.>| |_9| I__>| I dengan Disposisi

3 |Melakukan pengecekan Menyesuaikan| 180 menit |DataLapangan
lapangan N Kebutuhan

'l—: Peralatan
Lapangan
4 |Menyampaikan Laporan 60 menit |Data Lapangan
o N o N o N e

5 |Memberitahukan bahwa Tidak Ditkrima? 30 menit |Surat
Permohonan Diterima/ Ditolak/ D Pemberitahuan
Ditunda Ya

6 |Membuat Rencana Anggaran \ Data Lapangan 16jam
Biaya (RAB) (untuk Nilai 2 Rp. 10
o 3

7 |Menyetujui dan 8jam Dokumen RAB
Menandatangani RAB (untuk | S | f—1 |8
Nilai > Rp. 10Jt) |

8 |Membuat Harga Perkiraan L 120 menit |Dokumen HPS
Sendiri (HPS) ﬁ
(untuk Nilai > Rp. 10 Jt)

9 |Melaksanakan Pekerjaan Sesuai jangka
Perawatan/Perbaikan |_' _Pl‘ waktu

pelaksanaan

10 [Melaksanakan Serah Terima Pekerjapn b 4 \E 180 menit [Hasil Pekerjaan

Pekerjaan Diterim _>D

2 <?—
Tidak




2. Perawatan dan Perbaikan

Sarana Prasarana untuk Nilai Pekerjaan < Rp.

10.000.000,-
& NEGR. NOMOR SOP 3.4
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TUJUAN
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:
Tata cara pengajuan dan proses perbaikan sarana dan prasarana
di ingkungan Universitas Negeri Padang
Perawatan dan Perbaikan Sarana Prasarana untuk
NAMA SOP
Nilai Pekerjaan < Rp. 10.000.000,-

RUANG LINGKUP

P yang ada di linglmngan Universitas Negeri Padang

yang tercatat scbagai Barang Milik Negara Universitas Negeri Padang

" |Nomor 15 Tahlmn 2014 tentang Pedoman Standar Pelay

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. lP)eratu.railalli‘remden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
emerin
2 Perm.enPANR.B Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana 2. |Mengetahui tugas dan funesi Sistem dan Prosedur
(Business Process) = - i
3 WANRBNG]IG’SS :l‘:_ﬂnm?t)lZ l;enkmgl’edmmpenyummmsmhr 5. | — S ter & bail
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah o B
4 Peratmran Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi Birokrasi

4. |Mengetahni tata cara penggunaan peralatan teknis perbaikan sarana prasarana

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. [Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara
Pelayanan Publik

5. [Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

Permenristekdikti Nomor 15 Tahmn 2015 tenfang Organisasi dan Tata Kerja
" |KEMENTERIAN FENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. |Subag Barang Milik Negara

ALATAN/PERLENGKAPAN

1. |Peralatan Teknis Perawatan Sarana Prasarana

2. |Subag Tata Usaha

2. |Komputer/Printer

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantavan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat betjalan dengan baik

3. |Alat Tulis Kantor

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Disimpan scbagai arsip/berkas marmal




Pelaksana Mutu Baku

Pejabat
. Kasubag. | Staf/ Petugas/ !
Kegiatan Kabag. R Pembuat Keterangan
Pengguna Rektor WRII KA. BUK Rumah Penyedia yang X Kelengkapan Waktu Output
UHBMN . Komitmen
Tangga Ditunjuk
(PPK)

Mengajukan permohonan Surat Berkas Surat
perbaikan/perawatan sarana C ) 1 ] Permohonan Permohonan
prasarana
Memberikan disposisi atas v Disposisi 240 menit |Surat

permohonan | |—%| |_9| |_9| I__)I | Permohonan

dengan Disposisi
Melakukan pengecekan Menyesuaikan| 180 menit [Data Lapangan
lapangan - Kebutuhan
'l—j Peralatan
Lapangan
y

Menyampaikan Laporan

_I |<'_\ k__l |<__| I 60 menit |Data Lapangan

T

Memberitahukan bahwa Tidak Ditbrima? 30 menit |Surat
Permohonan Diterima/ C‘ Pemberitahuan
Ditolak/ Ditunda Ya

|
Melaksanakan Pekerjaan v Sesuai jangka
Perawatan/Perbaikan >{ |<——| | waktu

pelaksanaan

Melaksanakan Serah Terima Pekerjapn Y. Ya 180 menit [Hasil Pekerjaan

Pekerjaan Diterima? :F
Tidak

)




3. Pengelolaan Keamanan Kampus
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Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk

memberikan penjelasan mengenai:

Tata cara pengelolaan keamanan kampus Universitas Negeri Padang

‘bagi Satuan Pengamanan dan Pengelola Satuan Pengamanan Kampus

NAMA SOP
RUANG LINGKUP

Pengelolaan Keamanan Kampus

PermenPANRB Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana
" |(Business Process)

. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur

PermenPANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
" |Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

. |Mengetahui tugas dan fungsi Sistem dan Prosedur

Peratmran Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi Birokrasi

" [Nomor 15 Tahnn 2014 f Pedoman Standar Pelay

. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang

i =

Permenristekdikti Nomor 15 Tahmn 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
" | KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Memiliki kemampnan dan serlifikasi satnan p
" |Pengamanan Kampus

‘bagian Satn

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

. |Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pengamanan kampus

. | Snrat Kepuinsan No. Pol: SKEP/126/X1I/1930 tentang Pola Pembinaan Satpam

Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP/73/VI/1981 tentang Pola Pelaksanaan
" |Pembinaan Satuan Pengamanan

Peraturan Kapolri Nomor. 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen
. |Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga
Pemerintah

ALATAN/PERLENGKAPAN

. |Peralatan Teknis Satuan Pengamanan

. |Alat Tulis Kantor

PERINGATAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Laporan disimpan sebagai arsip/berkas manmal




Pelaksana Mutu Baku
Penanggung
Jawab/ Satuan
No Kegiatan Kepala Satuan Kabag. Keterangan
E Pengelola B Pengamanan : Ka. BUK WRII Rektor Kelengkapan Waktu Output E
Pengamanan UHBMN
Satuan (Satpam)
Pengamanan

1 |Membuat Pembagian Kerja dan Dokumen jadwal 30 menit |Draf Pembagian Kerja

Jadwal Tugas Pengamanan ( )——)l | pembagian tugas

pengamanan

2 |Melaksanakan Tugas \lj Peralatan teknis 480 menit

Pengamanan Kampus = satpam
3 |Membuat dan Menyampaikan \ 30 menit |Laporan Harian

Laporan Rutin Pelaksanaan | |(——| |@-—| | Satuan Pengamanan

Tugas
4 |Monitoring/ Pengawasan dan i

Evaluasi “1 I__>I I
5 |Mengetahui dan Melakukan N >(

q |

Evaluasi




4. Pemeliharaan Kendaraan untuk Nilai Pekerjaan > Rp. 10.000.000,-
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Al >
Je 4
i 5 TGL. PEMBUATAN 04 JULI 2019
'z =/
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TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

Tata cara pengajuan dan proses perbaikan kendaraan di lingkungan
Universitas Negeri Padang

Pemeliharaan Kendaraan untuk Nilai Pekerjaan > Rp.
10.000.000,-

NAMA SOP

RUANG LINGKUP
kend dinasfoperasional yang ada di linglmngan Universitas Negeri Padang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. lP)eratu.railalli‘remden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
emerin
2 Perm.enPANR.B Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana 2. |Mengetahui tugas dan fiunesi Sistem dan Prosedur
(Business Process) = = =
PermenPANREB Nomor 35 Tahnn 2012 tentang Pedoman Penynsunan Standar . N .
3. 3. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Peratmran Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi Birokrasi - .
4. 4. dan sistem dan liharaan kendaraan
Nomor 15 Talmn 2014 tentang Pedoman Standar Pelay Mengetahui tugas dan fimgd prosedur peme
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. |Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 5. |Mengetahui tata cara penggunaan peralatan teknis perbaikan kendaraan
Pelayanan Publik
6 Permenristekdikti Nomor 15 Talmn 2015 tenfang Organisasi dan Tata Kerja

" [KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Subag Barang Milik Negara 1. |Peralatan Teknis Pemeliharaan Kendaraan
2. |Subag Tata Usaha 2. |Alat Tulis Kantor
3.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan fis bagai arsip/berd 1
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik L i b




Pelaksana Mutu Baku
o ) Pejabat
No Kegiatan Petugas/ Pimpinan Unit Kabag. Kasubag. |Staf/ Pe.tugas/ pembuat Keterangan
. / Pengguna Rektor WRII KA. BUK Rumah Penyedia yang . Kelengkapan Waktu Output
Pengemudi UHBMN a . Komitmen
Kendaraan Tangga Ditunjuk
(PPK)
1 |Melakukan Pemeliharaan Rutin 30 menit
Kendaraan Q
2 |Melaporkan Kondisi Kendaraan Adayang Perlu Diperbaiki? 30 menit
yang Perlu Diperbaiki
Ya
3 |Mengajukan Permohonan lLl— Surat Berkas Surat
Perbaikan / Perawatan Tidak 3 I I Permohonan Permohonan
Kendaraan
4 |Memberikan disposisi atas v Disposisi 240 menit |Surat Permohonan
permohonan I_ |_>| |_9| I_el I dengan Disposisi
5 |Melakukan pengecekan Menyesuaikan| 180 menit |Data Lapangan
lapangan \'_I Kebutuhan
L Peralatan
Lapangan
6 |Menyampaikan Laporan Ie'_l Ie_l Ie_l I<__| I 60 menit |Data Lapangan
7 [Memberitahukan bahwa Tidak Ditkrima? 30 menit |Surat
Permohonan Diterima/ Ditolak/ G Pemberitahuan
Ditunda Ya
1
8 |Membuat Rencana Anggaran Data Lapangan 16jam
Biaya (RAB) (untuk Nilai 2Rp. 10
Jt)
9 |Menyetujui dan 8jam Dokumen RAB
Menandatangani RAB (untuk = == | B
Nilai > Rp. 10 Jt) I
10 |[Membuat Harga Perkiraan L 120 menit |Dokumen HPS
Sendiri (HPS) 'LI
(untuk Nilai > Rp. 10 Jt)
11 |Melaksanakan Pekerjaan Sesuai
Perawatan/Perbaikan >|l LI\ jangka
waktu
pelaksanaa
n
12 |Melaksanakan Serah Terima Pekerjpan W 180 menit |Hasil Pekerjaan
Pekerjaan Diteri na?<>ﬁ—>I:
Tidak
13 [Selesai CD




5. Pemeliharaan Kendaraan untuk Nilai Pekerjaan < Rp. 10.000.000,-
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TUJUAN

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini bertujuan untuk
memberikan penjelasan mengenai:

Tata cara pengajuan dan proses perbaikan kendaraan di lingkungan
Universitas Negeri Padang

Pemeliharaan Kendaraan untuk Nilai Pekerjaan <Rp.
10.000.000,-

NAMA SOP

RUANG LINGKUP
kend dinasfoperasional yang ada di linglmngan Universitas Negeri Padang

DASAR HUKUM KUALIFIKASI PELAKSANA
1. lP)eratu.railalli‘remden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 1. |Memahami Peraturan terkait pedoman penyusunan standar operasional prosedur
emerin
2 Perm.enPANR.B Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana 2. |Mengetahui tugas dan fiunesi Sistem dan Prosedur
(Business Process) = = =
PermenPANREB Nomor 35 Tahnn 2012 tentang Pedoman Penynsunan Standar . N .
3. 3. |Memahami SOTK Universitas Negeri Padang
Peratmran Menteri Pendayagnnaan Aparatnr Negara dan Reformasi Birokrasi - .
4. 4. dan sistem dan liharaan kendaraan
Nomor 15 Talmn 2014 tentang Pedoman Standar Pelay Mengetahui tugas dan fimgd prosedur peme
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
5. |Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara 5. |Mengetahui tata cara penggunaan peralatan teknis perbaikan kendaraan
Pelayanan Publik
6 Permenristekdikti Nomor 15 Talmn 2015 tenfang Organisasi dan Tata Kerja

" [KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDA YAAN

Permenristekdikti Nomor 71 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peta
7. |Proses Bisnis dan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ALATAN/PERLENGKAPAN
1. |Subag Barang Milik Negara 1. |Peralatan Teknis Pemeliharaan Kendaraan
2. |Subag Tata Usaha 2. |Alat Tulis Kantor
3.

PERINGATAN PENCATATAN DAN PENDATAAN

Apabila SOP ini tidak dijalankan dengan baik, maka pelaksanaan pemantauan dan fis bagai arsip/berd 1
evaluasi sistem dan prosedur tidak dapat berjalan dengan baik L i b




Pelaksana Mutu Baku
— . Pejabat
No Kegiatan Petugas/ Pimpinan Unit Kabag. LA LT Pembuat Keterangan
Pengemudi / Pengguna Rektor WRII KA. BUK UHBMN Rumah Peny.edi? yang Komitmen Kelengkapan Waktu Output
Kendaraan Tangga Ditunjuk (PPK)
1 [Melakukan Pemeliharaan Rutin 30 menit
Kendaraan D
2 [Melaporkan Kondisi Kendaraan 4, Adayahg Perlu Diperbajki? 30 menit
yang Perlu Diperbaiki
< Ya
3 |Mengajukan Permohonan . Surat Berkas Surat
Perbaikan / Perawatan Tidak | |——>| Permohonan Permohonan
Kendaraan
4 |Memberikan Disposisi atas Disposisi 240 menit |Surat
Permohonan | = — et — | Permohonan
dengan Disposisi
5 [Melakukan Pengecekan \'j Menyesuaikan| 180 menit |Data Lapangan
Lapangan — Kebutuhan
Peralatan
6 [Menyampaikan Laporan | I . _I |<'_| |<__| |<_ I I 60 menit |Data Lapangan
7 [Memberitahukan bahwa Tidak ), Dit R 30 menit
Permintaan Diterima/ Ditolak/ ( >< tterjmar
Ditunda Ya
8 [Melaksanakan Pekerjaan \|/ Sesuai jangka
Perawatan/Perbaikan >= |(——| | waktu
pelaksanaan
9 |Melaksanakan Serah Terima Pekerjaan W 180 menit |Hasil Pekerjaan
Pekerjaan DiterivE:a?
Tidak
10 (Selesai
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